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PENGANTAR PENULIS 


Sengketa hukum hak atas tanah tidak dapat dilepas dalam kaitannya 
dengan negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) 
UUD 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
Artinya kehidupan kenegaraan didasarkan pada aturan-aturan hukum, 
setidaknya ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan 
kepastian. Namun dalam penerapannya, aspek kepastian hukum lebih 
diutamakan dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum. 


Dalam bentuk negara hukum yang demikian, maka setiap usaha 
pemerintah telah memasuki hampir semua aspek kehidupan masyarakat, 
baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat, sehingga terbentuk 
hak dan kewajiban. Masyarakat selalu ingin mempertahankan hak- 
haknya, sedangkan pemerintah juga harus menjalankan kepentingan 
terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat. 


Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang harus diwujudkan 
dalam putusan Hakim tidak semata-mata melindungi kepentingan 
individu, namun harus mengingat bahwa tindakan pemerintahan adalah 
untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga di dalam setiap 
akan memutus sengketa, Hakim harus menimbang berat ringan bobot 
kepentingan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat 
atau kepentingan umum dalam hal ini yang mana yang lebih besar. 


Dalam kasus-kasus penegakan hukum penertiban tanah terlantar 
bobot kepentingan masyarakat dan kepentingan umumnya lebih besar 
dibandingkan dengan kepentingan individu (pengugat/badan hukum). 
Dalam hal ini Hakim jangan semata-mata hanya mempertimbangkan 
kepentingan penggugat dengan mengorbankan kepentingan umum atau 
kepentingan yang lebih besar dengan tidak mempertimbangkan rasa 
keadilan dan kemanfaatannya. 


Telah ditegaskan dalam UUD 1945 dan UUPA bahwa Pemerintah 
memiliki wewenang terhadap agraria/tanah yaitu dalam bentuk kebijakan, 
pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar wewenang tersebut 
diberikan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum. 


Hak atas tanah berisi kewenangan-kewenangan untuk memperguna- 
kan permukaan bumi, termasuk sebagian tubuh bumi dan ruang di 
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atasnya sekedar diperlukan bagi keperluan yang berhubungan langsung 
penggunaan tanah yang bersangkutan sesuai dengan sifat dan tujuan 
penetapan haknya. Dengan demikian hak atas tanah tidak bersifat mutlak, 
karena kewenangan haknya dibatasi pembatasan pelaksanaan kewenangan 
hak tanah oleh pemegang hak atas tanah antara lain: semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi sosial. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai 
sesuatu hak atas tanah pertanian, pada asasnya diwajibkan untuk 
mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah 
cara-cara pemerasan. Setiap pemegang hak dilarang menelantarkan tanah. 


Buku ini yang berjudul “Penegakan Hukum Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah Terlantar” yang dibentuk berdasarkan data dari 
hasil penelitian tanah terlantar di beberapa tempat, seperti Provinsi 
Banten, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan Provinsi Sumatera Utara. 
Di samping berdasarkan hasil penelitian, buku ini juga mengalisis berbagai 
putusan peradilan tata usaha negara dengan menguraikan dinamika 
persoalan-persoalan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 


Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian buku ini secara 
langsung atau tidak langsung, banyak pihak yang telah berkontribusi 
dalam penyelesaian penyusunan buku ini. Untuk itu dalam kesempatan 
ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Sarjita, Bapak Haryo 
Budhiawan, Mas Ahmad Nashih Luthfi, Ibu Wulan Titik Andari, Mba 
Westi Utami, dan Pak Sugiharto, yang telah bersama-sama melakukan 
penelitian bersama terkait dengan penertiban dan pendayagunaan tanah 
terlantar. Ucapakan terimakasih juga disampaikan kepada Mas M Nazir 
Salim, Mba Asih Retno Dewi, Mba Westi Utami, Mba Sukmo Pinuji, dan 
Mas Romat Junarto, berdiskusi bersamamu selalu menyenangkan. 

Terkahir, saya ucapkan terimakasih kepada Sekolah Tinggi 
Pertanahan Nasional, khususnya STPN Press yang telah berkenan 
menerbitkan buku ini. Akhir kata semoga buku ini bermanfaat bagi 


pembaca walaupun buku ini jauh dari sempurna. 


Yogyakarta, Oktober 2019 


Penulis 


Dian Aries Mujiburohman 
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KATA PENGANTAR 
KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL 


Salah satu permasalahan mendasar pertanahan di Indonesia adalah 
adanya ketimpangan dalam pola distribusi Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Kondisi ini diperburuk dengan 
banyaknya tanah yang diterlantarkan oleh Pemegang Hak Atas Tanah 
atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) dengan berbagai alasan baik 


karena faktor kesengajaan maupun faktor ketidak sengajaan. 


Saat ini keberadaan tanah terindikasi terlantar menyebar hampir 
merata di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelantaran 
tanah merupakan isu strategis yang perlu dilakukan penyelesaian 
melalui penertiban tanah terindikasi terlantar dan selanjutnya dilakukan 
pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. Namun pada 
kenyataannya obyek tanah terindikasi terlantar yang telah ditetapkan 
sebagai tanah terlantar, banyak yang digugat di pengadilan dan sebagian 
besar gugatan tersebut dimenangkan oleh penggugat. Kekalahan tersebut 
sebagian besar disebabkan ketidakcermatan administrasi/kesalahan 
prosedur dalam kegiatan penertiban tanah terlantar yang secara fisik 


kondisi tanah tersebut memang benar-benar terlantar. 


Harapannya, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang 
perubahan atas PP No. 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan 
pendayagunaan tanah terlantar segera disahkan untuk memperbaiki 
dari segi prosedur dan subtansinya. Di samping itu, adanya dukungan 
kelembaga pertanahan yang kuat, koordinasi antar instansi pemerintah 
yang baik, administrasi pertanahan yang berbasis teknologi, kompetensi 
sumber daya manusia yang handal, dan fasilitas pembiayaan yang 
mencukupi, supaya tidak ada lagi keputusan-keputusan tentang 
penetapan tanah terlantar yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN 
yang digugat di pengadilan dan kalah. 


Masalah-masalah di atas diuraikan oleh Dian Aries Mujiburohman 


dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum Penertiban dan 
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Pendayagunaan Tanah Terlantar. Kajian dalam buku ini merupakan 
persoalan penting karena masalah tanah terlantar merupakan salah satu 
program stategis pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pemilikan 
dan penguasaan tanah. Harapan dari buku ini dapat memberikan 
solusi aternatif dalam menyelesaikan masalah-masalah penertiban dan 


pendayagunaan tanah-tanah yang diterlantarkan. 


Yogyakarta, — Oktober 2019 


Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. 
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KATA PENGANTAR: 
Urgensi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 
Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A. 


Membaca buku ini saya bisa merasakan urgensinya sebab sebenarnya 
kebutuhan akan tanah sebagai sumber nafkah pokok penduduk (pertanian) 
desa masih menjanjikan dan memikat, khususnya bagi kaum muda. Ini 
tentu banyak dimensinya mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan politik. 
Dari sisi ekonomi kita tahu campur tangan pemerintah kelihatannya 
justru lebih condong ke arah anti poor people policy. Impor produk bahan 
pangan pokok (beras), sembako, hortikultur, daging, dan lain-lain sungguh 
berisiko bagi mereka yang hendak berkiprah terjun berbisnis di sektor 
pertanian. Pembangunan agroindustri berskala besar menjadi diutamakan 
dibanding pengembangan small scale industry, dan lain-lain 


Pemerincian lebih jauh uraian di atas maka kita menyaksikan 
usaha atau strategi nafkah (Jivelihood) yang dilakukan penduduk desa 
kini sudah semakin terdiversifikasi. Kesetimbangan pendapatan rumah 
tangga telah semakin bergeser dari pertanian ke non pertanian. 


Jika menghubungkan dengan kemiskinan maka sudah tampak 
gejala yang semakin kuat bahwa keterhubungan antara kemiskinan 
dan startegi nafkah terkait dengan tanah semakin menjauh. Kehidupan 
semakin mobile dan strategi nafkah beringsut delocalized. Peran 
remittance semakin tinggi dalam komposisi pendapatan rumah tangga. 
Proporsi petani tua semakin meningkat. Perubahan sosio budaya semakin 
tertanam kuat dalam pilihan pekerjaan dan gaya hidup. 

Peningkatan jumlah penduduk, infiltrasi kota ke pedesaan 
semakin intens, investasi dalam pembangunan infrastruktur semakin 
pekat, demikian pula dalam pembangunan industri manufaktur yang 
semakin merangsek ke pedesaan, dan lain-lain 


Contoh-contoh di atas jika akan dihubungkan dengan pembangkan 
pendayagunaan tanah terlantar menjadi tidak sederhana. Gejala 
rekonsentrasi juga menambah pelik persoalan, dalam arti tanah-tanah yang 
pernah diredistribusikan kembali dalam pelukan kuasa kaum pemodal, 
dan akhirnya ketimpangan penguasaaan tanah tetap menjadi problem 
baik secara latent maupun manifest. 
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Dengan demikian jika tanah terlantar akan ditertibkan, maka 
pertanyaannya oleh siapa dan kepada siapa tanah tersebut akan 
dialamatkan. Mempercayakan kepada rezim penguasa yang pro 
pertumbuhan ekonomi sudah pasti akan kita pahami “akhir ceritanya. 
Lihatlah contoh pemberian ijin tanah-tanah HGU yang sedemikian 
gelap dan rahasia nya sehingga sulit diakses informasinya oleh publik. 


Adanya gejala tanah terlantar dan keinginan pendayagunaannya 
bagi petani atau warga desa pada umumnya memang tidak mudah. Kita 
tak bisa melihat sektor pertanian, dan kebutuhan akan tanah sebagai 
dua hal yang berbeda dan kemudian dikerangkai oleh cara pemikiran 
yang bersifat teknis dan linear sebagai usaha mengurangi ketimpangan 
dan apalagi upaya memerangi kemiskinan. Mengapa, karena semua itu 
sesungguhnya ada dalam kerangka kepentingan ekonomi-politik yang 
jauh lebih luas. Politik Agraria (mencakup politik pertanian) perlu 
dinyatakan secara tegas komitmen, dan arahnya berikut infrastruktur 
ekonomi politik yang akan mendukungnya. 


Dalam kerangka ranah hukum, maka perlu dipastikan dulu 
seberapa jauh regulasi dan kebijakan yang ada masih memadai untuk 
diacu, jika penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dimaksudkan 
tidak sekedar sebagai gebrakan sesaat untuk mengurangi ketimpangan 
penguasaan tanah. Jika belum atau tidak memadai apa yang perlu 
dilakukan agar pendayagunaan tanah terlantar mampu menjadi 
instrumen pembangkitan ekonomi warga desa pada umumnya. 

Dari sejumlah hal yang diuraikan di atas, tentu saya menyambut 
baik kelahiran naskah buku ini. Belum banyak buku berbahasa Indonesia 
yang meninjau 'tanah terlantar. Oleh karena itu peluncuran buku ini 
tentu saja akan menambah khazanah kekayaan pustaka agraria kita 
khususnya perihal wacana tanah terlantar. 


Terakhir saya ucapkan selamat kepada penulis dan kepada penerbit. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 


A. Permasalahan Tanah Terlantar 


Masalah tanah terlantar sangatlah krusial dari sisi luasan dan 
urgensitas pemanfaatannya dihadapkan pada realitas ketimpangan 
penguasaan tanah di Indonesia saat ini.! Ketimpangan penguasaan tanah 
merupakan salah satu isu strategis bidang pertanahan, ketimpangan 
pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang 
ditandai dengan sebagian kecil orang menguasai sebagian besar tanah 
dan sebaliknya sebagian besar orang hanya menguasai tanah dengan luas 
yang sedikit. Di sisi lain kondisi kepemilikan aset yang sangat besar tidak 
sebanding dengan kemampuan dalam mengelolanya, karena tidak semua 
hak atas tanah yang telah diberikan dikelola dengan baik oleh pemegang 
hak yang mengakibatkan banyaknya tanah yang diterlantarkan. 
Sehingga tanah menjadi kehilangan fungsi ekonomi dan sosialnya, tidak 
sedikit pula terjadi konflik yang berkepanjangan di wilayah yang telah 
ditetapkan sebagai tanah terlantar. 

Konsentrasi penguasaan tanah merupakan penyebab utamalahirnya 
ketimpangan agraria. Joyo Winoto menyatakan bahwa berdasarkan data 
0,2 persen menguasai 56 persen aset nasional, kosentrasi aset 62 sampai 
dengan 87 persen dalam bentuk tanah yang berupa tambak, tambang, 
property dan kebun.? Data juga disajikan oleh Budi Suryanto menyatakan 
bahwa 1,00 persen penduduk mengendalikan 49,30 persen sumber 


1 Ahmad Nashih Luthfi, Farhan Mahfuzhi, Anik Iftitah, Menerjemahkan Secara 
Teknis: Kendala Penertiban Tanah Terlantar di Kabupaten Blitar, Hasil 
Penelitian Sistematis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dalam Reformasi 
Birokrasi, Penyelesaian Konflik, dan Reditribusi Tanah untuk Sebesar-besarnya 
Kesejahteraan Rakyat, (Yogyakarta: STPN Press, 2013), hlm 43. 

2 Joyo Winoto, Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Key Note 
Speech yang Disampaikan Pada Acara Simposium Nasional “Tanah untuk 
Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”, Diselenggarakan oleh Dewan Guru 
Besar Universitas Indonesia pada tanggal 12 Mei 2010, hlm 29. 
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daya ekonomi Indonesia, Gini Ratio umum posisi Maret 2016 sebesar 
0,39 persen, korporasi menguasai hampir 60 persen lahan perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia. Gini Ratio penguasaan tanah adalah sebesar 
0,59 persen. Ketimpangan juga berlangsung di sektor kehutanan. 
Menurut Idham Arsyad, sekitar 17,38 juta hektar diberikan kepada 248 
perusahaan dalam bentuk Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Dan 
Kayu (IUPHHK) dan 8,8 juta hektar untuk Hutan Tanaman Industri 
(HTI). Sekitar 15 juta hektar untuk Hak Guna Usaha (HGU) bidang 
perkebunan. Ketimpangan agraria juga ditunjukkan dengan 35 persen 
daratan Indonesia dikuasai 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 
Kontrak Karya Pertambangan dan 257 Kontrak Pertambangan Batubara. 
Ironisnya, terjadi peningkatan jumlah petani kecil, dari total 28 juta 
Rumah Tangga Petani (RTP) di Indonesia, terdapat 6,1 juta RTP di 
Jawa yang tidak memiliki lahan sama sekali dan 5 juta RTP tak bertanah 
di luar Jawa. Bagi mereka yang memiliki lahan, rata-rata pemilikannya 


hanya 0,36 hektar. 


Ketimpangan penguasaan tanah, secara umum dimulai dengan 
pemberian izin/hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang mengeksklusi 
sekelompok rakyat dari tanah. Konflik agraria yang dimaksud dimulai 
oleh keluarnya surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri 
Kehutanan, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), 
Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati, 
yang memberi izin atau hak pada badan usaha atau instansi pemerintah 
tertentu untuk menguasai suatu bidang lahan dimana di atas sebidang 
lahan tersebut terdapat hak atas tanah/lahan atau akses masyarakat lokal 
atas sumberdaya alam tertentu yang sebagian besar terjadi di perdesaan.” 
Di sisi lain persoalan kemiskinan juga berpangkal dari adanya konsentrasi 


atau penumpukan penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah beserta 


3 Budi Suryanto, Bahan Tayang: Percepatan Penyediaan Tanah Obyek Reforma 
Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria (Redistribusi Tanah), Direktorat 
Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN 19 April 2017. 

4 Ketimpangan Penguasaan Lahan Menjadi Persoalan, https://ekonomi.kompas. 
com  /read/2012/01/06/01513865/ketimpangan.penguasaan.lahan.menjadi. 
persoalan. diakses Tanggal 20 Januari 2018. 

5 Kantor Staf Kepresidenan, Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016- 
2019, Arahan dari Kantor Staf Presiden, Jakarta, 28 April 2016, hlm 5-6. 
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sumber daya alamnya yang sengaja dibiarkan berkembang. 


Untuk menyelesaikan kosentrasi aset dan mengurai persoalan-persoalan 
pokok di atas, salah satunya adalah dengan menertibkan tanah-tanah yang 
diterlantarkan, untuk menciptakan perombakan struktur yang timpang, 
terutama dalam hal kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam khususnya 
tanah dan supaya dapat didayagunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan 
rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin 
keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan, serta memperkuat 
harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanah diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan 
hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk 
meningkatkan ketahanan pangan dan energi. Oleh sebab itu, penelantaran 
tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus 
dampak negatifnya sebagai prasyarat penting untuk menjalankan program- 


program pembangunan nasional.” 


Setidaknya terdapat 3 (tiga) motif yang mendasari mengapa 
tanah terlantar harus ditertibkan, pertama, asas keadilan, banyak 
tanah terlantar yang status tanah tersebut tidak menjadi bagian sistem 
ekonomi dan politik negara, tapi sudah memiliki dasar penguasaan, 
sehingga masyarakat dan negara tidak dapat memanfaatkannya, kedua, 
mandat konstitusi, berdasarkan Pasal 27, Pasal 37 dan Pasal 40 UU No. 
5 Tahun 1960 (UUPA) mengamanatkan bahwa tanah terlantar harus 
diambil oleh negara, ketiga, tanah terlantar sering menjadi sumber 
konflik.8 Penelantaran tanah tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu, 1) 
karena ketidakmampuan mendayagunakan, baik secara finansial maupun 
non finansial: 2) karena pemiliknya berspekulasi pada saat membeli dan tidak 
memiliki gambaran yang jelas tentang pengunaanya, 3) bahwa tanah tersebut 


6 Yando Zakaria dkk, Mensiasati Otonomi Daerah Demi Pembaharuan Agraria, 
(Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2001) 

7 Lihat Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098) 

8 Joyo Winoto, Tanah Terlantar Untuk Rakyat, diambil dari wawancara yang 
dilakukan Majalah GATRA terbitan 19 April 2010, hlm 1-5. 
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sengaja diterlantarkan tapi sertipikatnya dipakai untuk mencari pinjaman.” 


Berdasarkan analisis BPN RI sampai dengan 27 Februari 2010 
terdapat 7,3 juta hektar tanah terlantar, 15,32 persen adalah tanah- 
tanah yang dikuasai pemerintah atau BUMN, sisanya dikuasai swasta.' 
Dari total tanah terlantar tersebut, sekitar 3.1 juta hektar di antaranya 
berupa tanah terdaftar, sedangkan 4,2 juta hektar sisanya sudah ada dasar 
penguasaanya, tapi belum memiliki hak atas tanah dimana semuanya milik 
badan hukum. Sebanyak 15,32 persen milik badan hukum publik yaitu 
instansi pemerintah sedangkan sisanya milik badan hukum privat."' Hasil 
identifikasi awal BPN RI, tanah terindikasi terlantar kurang lebih seluas 
7,3 juta hektar, setelah dilakukan identifikasi lanjutan, didapat seluas 4,8 
juta hektar yang berpotensi terlantar. Hasil inventarisasi tanah terindikasi 
terlantar diseluruh Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut: 


Tabel 1. Hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar 
(Per 17 Agustus 2010) 


No HAT/ Jumlah Luas HAT/ Luas Terindikasi 
DPAT Hak DPAT (Ha) Terlantar (Ha) 
892 | 1.876.550,1948| 961.830,8000 


77.596,7041|  68.869,4040 
9.712,9953 8.389,9607 


665 | 4.693.951,4276 | 3.535.076,0450 
Jumlah| | 3135) 7.218.401,3034| 4.801.875,4813 


Sumber: Kantor Wilayah BPN RI Provinsi Banten 


560.589,9816|  227.709,2715 


Data hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar pada Tahun 
2010, kemudian diinventarisasi kembali pada Tahun 2017 oleh Direktorat 
Jenderal Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kementerian 
ATR/BPN yang menyatakan bahwa tanah terindikasi terlantar seluas 
4.880.598,3049 hektar, kemudian dikeluarkan dari database tanah 


9 Ibid, hlm 11. 
10 Joyo Winoto, Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Op. Cit, hlm 45-46 
11 Joyo Winoto, Tanah Terlantar Untuk Rakyat, Op. Cit, hlm 1-5. 
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terindikasi terlantar seluas 465.062,3227 hektar, yang diusulkan 
penetapan tanah terlantar dengan luasan 1.081.160,5358 hektar, belum 
dilakukan penertiban seluas 3.334.375,4464 hektar. Tanah terindikasi 
terlantar seluas 4.880.598,3049 hektar, yang ditetapkan sebagai tanah 
terlantar seluas 75.475,1493 hektar, kemudian yang belum ditetapkan 
sebagai tanah terlantar seluas 1.005.685,3865 hektar. Berperkara di 
PTUN seluas 51.679,7038 hektar, dengan jumlah Subyek Hak 3.066 
Pemegang Hak Atas Tanah/DPAT. Berikut data tanah terindikasi 
terlantar pada Tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut. 


Tabel 2. Data Tanah Terindikasi Terlantar Tahun 2017 


Hak Pengelolaan 204.510,7950 
Ijin Lokasi 3.578.670,9029 
4.880.598,3049 


Sumber: Direktorat Jenderal Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 


Kementrian ATR/BPN, Bahan Tayang: Penertiban dan Pendayagunaan 
Tanah Terlantar, 2017. 


Dari jumlah luas yang terindikasi terlantar 4.880.598,3049 
hektar, penetapan tanah terlantar yang sudah clean and clear dengan 
luasan 23,795.4455 hektar dan dengan 56 Surat Keputusan Penetapan 
Tanah Terlantar. Upaya Pemerintah untuk menertibkan tanah-tanah 
yang diterlantarkan terus dilakukan, salah satunya untuk “mendorong 
land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar” 
sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Program tersebut bertujuan 
agar setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah, 
sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber 


penghidupan secara layak. 


12 Direktorat Jenderal Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kementerian 
ATR/BPN, Bahan Tayang: Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, 2017. 
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Kementerian ATR/BPN kemudian menjabarkan tanah untuk 
reforma agraria berjumlah 9 juta hektar terbagi menjadi dua, yaitu 
legalisasi aset dan redistribusi tanah yang masing-masing 4,5 juta hektar. 
Redistribusi Tanah 4,5 juta hektar yang di antaranya adalah Hak Guna 
Usaha yang telah habis serta dari tanah-tanah yang diterlantarkan yang 
berjumlah 0,4 juta hektar, dilakukan dengan cara penertiban tanah- 
tanah yang diterlantarkan yang telah dilakukan sejak Tahun 1998 
dengan diterbitkannya PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah Terlantar, kemudian diganti dengan PP No. 11 
Tahun 2010. 


Dalamtataran praktik menertibkantanah-tanah yang diterlantarkan 
yang luasannya jutaan hektar dengan kerugian negara triliunan rupiah 
bukanlah perkara mudah. Dalam banyak kasus penetapan tanah 
terlantar dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) menghadapi perlawanan dari pemegang hak/perusahaan yang 
mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan dan tidak didukung 
oleh instansi sektoral, sehingga di dalam putusannya didominasi dengan 
pembatalan dan pencabutan surat keputusan penetapan tanah terlantar 
yang mengakibatkan tidak dapat didayagunakan untuk kepentingan 
masyarakat dan negara, melalui reforma agraria dan program strategis 
negara serta untuk cadangan negara lainnya sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15 PP No. 11 Tahun 2010. 


Demikian juga dengan tanah terlantar yang telah diputus oleh 
pengadilan dan dimenangkan oleh pemerintah, tidak mudah untuk 
didistribusikan, karena proses birokrasi dan permasalahan perebutan/ 
pembagian hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar 
di antara masyarakat. Dalam pandangan Joyo Winoto masalah-masalah 
penertiban tanah terlantar dapat disebabkan oleh, Pertama, dalam diri 
BPN, ketika melakukan penertiban telah tersedia PPnya, Peraturan 
Kepala BPN mengenai tata caranya, tersedia manajemennya, sistem 
administrasinya, serta implementasi pelaksanaanya. Ketidaksempurnaan 
bisa jadi disebabkan adaya self interest yang semestinya harus di 
hindari. Kedua, tantangan berasal dari pemegang hak yang menolak 


penertiban. Ketiga, pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat 
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ikut mengontrol terhadap akses sumber-sumber ekonomi dan sumber- 


sumber politik serta masyarakat dapat mengorganisir dirinya." 


B. Obyek Penertiban Tanah Terlantar 


Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 11 Tahun 2010, penertib- 
an tanah terlantar meliputi: i) tanah hak, tanah yang sudah Hak 
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak 
Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak 
diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
keadaan atau sifat dan tujuan haknya. ii) dasar penguasaan atas tanah, 
dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohon hak, 
tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai 
dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, 
surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan 
hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat yang 
berwenang. Dengan demikian penertiban tanah terlantar tidak hanya 
meliputi tanah-tanah yang sudah terdaftar dan memiliki sertipikat hak 
atas tanah, tetapi juga tanah-tanah yang belum terdaftar dan belum 
bersertipikat. Namun, dalam praktek penertiban tanah terlantar yang 
telah mempuyai dasar penguasaan atas tanah sangat jarang dilakukan, 
penertiban hanya menyasar badan hukum atau perseroan terbatas yang 


memiliki hak atas tanah yang diterlantarkan 


Tanah-tanah yang dikecualikan sebagai obyek tanah terlantar 
adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan 
yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau 
sifat dan tujuan pemberian haknya, karena tidak memiliki kemampuan 
dari segi ekonomi dan tanah yang dikuasai pemerintah baik secara 
langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum 
berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja, karena karena 
keterbatasan anggaran negara/daerah (Pasal 3 PP No.11 Tahun 2010). 


13 Joyo Winoto, Perkembangan dan Pemantapan Program-Program Strategis 
Badan Pertanahan RI Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, dalam buku Pergulatan 
Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional (suatu Pendekatan 
Multidispliner): Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Memperingati 60 Tahun Prof. 
Arie Sukanti Hutagalung, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI), hlm 15-16. 


BABI Pendahuluan 7 


Berdasarkan pengertian Pasal 2 dan Pasal 3 PP No.11 Tahun 2010, 
maka yang termasuk obyek tanah terlantar: 1) Tanah HGU Perseorang- 
an maupun Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia 
dan berkedudukan di Indonesia: 2) Tanah Hak Pakai: 3) Tanah Hak 
Guna Bangunan perorangan mempunyai kemampuan dari segi ekonomi 
untuk mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanah akan 
tetapi dengan sengaja tidak mempergunakan tanah sesuai dengan 
keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya: 4) Tanah Hak Guna 
Bangunan berupa Badan Hukum, 5) Tanah dikuasai Pemerintah (Asset 
Pemerintah) dan mempunyai cukup anggaran untuk mengusahakan, 
menggunakan dan memanfaatkan tanah akan tetapi dengan sengaja 
tidak mempergunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan 
tujuan pemberian haknya: 6) Tanah Hak Pengelolaan: 7) Tanah-tanah 
yang memperoleh dasar penguasaan atas tanah (izin/keputusan/surat) 
tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan 


perundang-undangan.'"4 


Pengaturan tanah-tanah yang dikecualikan sebagai tanah terlantar 
masih menyisakan permasalahan, bagimana dengan status tanah Tanah 
Kas Desa (TKD), tanah yang dihalang-halangi oleh pihak lain atau 
tanah masih dalam sengketa/perkara, baik yang belum atau yang sudah 
diajukan melalui gugatan di pengadilan, tanah hak ulayat masyarakat 
hukum adat, dan tanah negara." Jika HM/HGB atas nama peseorangan 
dikecualikan, bagamana dengan Hak Pakai atas nama perseorangan, 
bagaimana kedudukan tanah ulayat masyarakat hukum adat dan tanah 
milik adat yang belum selesai proses administrasinya. Demikian juga 


terkait dengan HPL sebagai tanah terlantar menimbulkan kontradiksi: 


14  Sarjita, Haryo Budhiawan, Dian Aries Mujiburohman, Keputusan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) RI tentang Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Obyek 
Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara, (Studi Di Kantor Wilayah BPN Provinsi 
Banten), Laporan Penelitian Srategis Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tahun 2013 

15  Sarjita, Kajian Yuridis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Serta 
Pengenaan Jenis dan Tarif PNBP.yang Berlaku Pada BPN dalam Upaya Pelaksanaan 
Kewenangan Daerah di Bidang Pertanahan, Makalah Disampaikan Pada Diskusi 
Implementasi PP Nomor 11 dan PP Nomor 13 Tahun 2010 di Kabupaten Sleman, 
Op Room Kabupaten Sleman, 8 April 2010. 


8 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 


(&) HPL bukan hak atas tanah, tidak ada jangka waktunya, tidak dapat 
hapus atau dihapuskan, tetapi berakhir dilepaskan/diserahkan kembali 
kepada negara oleh pemegang HPL, (ii) jika HPL berstatus sebagai 
Barang Milik Negara/Daerah justru dikecualikan sebagai tanah terlantar. ' 


C. Pemberian Hak Atas Tanah 


Sebagai landasan konstitusi, tanah sebagai salah satu kekayaan 
alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kemudian 
penganturannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA yang 
menyatakan bahwa “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan 
alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Pasal ini menunjukan 
hubungan negara dan rakyat dalam penguasaan tanah dan kekayaan 
alam, atau sebutan lainya adalah hak menguasai negara atas tanah yang 
kewenangannya diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA. 


Atas dasar hak menguasai negara ditentukan macam-macam 
hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama- 
sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum." Serangkaian 
wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk 
berbuat sesuatu mengenai tanah, sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang 
untuk diperbuat, isi hak dibatasi disertai dengan kewajiban untuk, 
memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah 
kerusakannya.'8 Mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan 
dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam penguasaan 
bidang usaha agraria.'? Segala usaha bersama dalam lapangan agraria 
harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan 


nasional, dan pemerintah berkewajiban untuk mencegah adanya 


16 Maria SW Sumarjono, Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria, 
(Yogyakarta: STPN Press, 2018), hlm 81-82. 

17 Pasal 4 ayat (1) UUPA. 

18 Pasal 15 UUPA. 

19 Pasal 11 ayat 1 UUPA. 

20 Pasal 12 ayat 1 UUPA. 
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organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang 
bersifat monopoli swasta." Memelihara tanah adalah kewajiban tiap- 
tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan 
hukum dengan tanah. Artinya, setiap pemberian hak oleh negara kepada 
perorangan atau badan-badan hukum haruslah bersama-sama dengan 
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak sesuai 
dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 


keputusan pemberian haknya.” 


Konsekuensi pemegang hak atas tanah yang tidak melaksanakan 
kewajibannya dan tidak mengunakan tanah sesuaikan dengan keadaannya 
dan sifat daripada haknya, sehingga tidak memberikan manfaat dan 
kebahagiaan bagi masyarakat dan negara, jika ditinjau dalam perspektif 
hukum tanah nasional dikategorikan sebagai tanah yang diterlantarkan. 
sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 UUPA yang secara 
tegas menyatakan: “tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak 
dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada 
haknya.” , dan selanjutnya hak atas tanah tersebut menjadi hapus sesuai 
diatur dalam Pasal 27 huruf a angka 3, Pasal 34 huruf e, dan Pasal 40 
huruf e UUPA dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan 
sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 

Pada hakekatnya hak atas tanah merupakan hubungan hukum 
antara orang dan badan hukum dengan tanah, dimana hubungan tersebut 
memperoleh perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum 
terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat 
menjalankan kewenangan/isi hak tanahnya dengan aman. Hak tanah 
berisi kewenangan-kewenangan untuk mempergunakan permukaan 
bumi, termasuk sebagian tubuh bumi dan ruang di atasnya sekedar 
diperlukan bagi keperluan yang berhubungan langsung penggunaan 
tanah yang bersangkutan untuk keperluan sesuai dengan sifat dan tujuan 
penetapan haknya dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan. Dengan demikian hak atas tanah tidak bersifat 
mutlak, karena kewenangan haknya dibatasi. 


21 Pasal 13 ayat 2 UUPA. 
22  Suhariningsih, Tanah Terlantar: Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban 
Uakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2009), hlm 14. 
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Secara yuridis, hak atas tanah terdiri dari subyek dan obyek . 
Subyek hak atas tanah adalah perseorangan dan badan hukum, sedangkan 
obyeknya adalah tanah negara dan tanah hak. Adapun lahirnya hak 
atas tanah karena adanya keputusan instansi yang berwenang dan 
karena perbuatan atau peristiwa hukum tertentu, adalah seseorang yang 
mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau 
mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. 

Pemberian hak meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara dan Hak Pengelolaan. 
Pemberian hak dapat dilaksanakan dengan keputusan pemberian 
hak secara individual atau kolektif. Pemberian hak secara individual 
merupakan pemberian hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau 
sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan 
hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama yang dilakukan 
dengan satu penetapan pemberian hak. Pemberian hak secara kolektif 
merupakan pemberian hak atas beberapa bidang tanah masing- masing 
kepada seseorang atau sebuah badan hukum atau kepada beberapa orang 
atau badan hukum sebagai penerima hak, yang dilakukan dengan satu 
penetapan pemberian hak.“ 

Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang 
memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan 
jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta pemberian hak di atas 
hak pengelolaan. Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah diberikan 
kepada (i) Kepala Kantor Pertanahan, (ii) Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional, (iii) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia, sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana telah 


ditentukan dalam peraturan perudang-undangan.“ 


23 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara 
dan Hak Pengelolaan. 

24 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran 
Tanah 
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BAB II 
PENGATURAN TANAH TERLANTAR 


A. Perspektif Peraturan Perundang-Undangan 
1. Mandat Konstitusi 


Konstitusi adalah norma dasar tertinggi dalam suatu negara yang 
bisa mengambarkan sistim hukum, politik, ekonomi dan sosial suatu 
negara, didalam konstitusi juga mengatur hubungan antar lembaga 
negara, struktur pemerintahan dan hubungan antara negara dan warga 
negara. Di Indonesia konstitusi dikenal dengan nama Undang-Undang 
Dasar 1945. Corak demikianlah yang kemudian membuat Jimly 
Asshiddigie mengategorikan UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi 


1.26 


dan juga konstitusi sosial.?8 Disamping sebagai konstitusi ekonomi dan 


konstitusi sosial, UUD 1945 dikatagorikan sebagai konstitusi hijau (green 
constitution) mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.” Bahkan 
disebut sebagai konstitusi maritin (blue constitution) yang menegaskan 
keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan.” Serta UUD 1945 


sebagai konstitusi agraria dan konstitusi reforma agraria.” 


Konstititusi agraria merupakan konstitusi yang berisi landasan 
mengenai hubungan antara negara dan warga negara terhadap tanah dan 
sumber daya alam lainnya, konstitusi agraria untuk melihat bagaimana 
konstitusi pada suatu negara merumuskan keadilan agraria dan hubungan- 


hubungan keagrarian menyangkut penguasaan, pemilikan pengunaan 


25 Dian Aries Mujiburohman, Perjuangan Hak-Hak Konstitusional di Bidang Agraria 
di Mahkamah Konstitusi, Bhumi: Jurnal Ilmiah Pertanahan PPM-STPN, No. 7 Tahun 
4, September 2012, hlm 53. 

26 Jimly Asshiddigie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 70. 

27 Jimly Asshiddigie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negera 
Republik Indonesia, (Jakarta: Rajawal Pres, 2009) 

28 Jimly Asshiddigie, Konstitusi Agraria: Konstitusi Tanah dan Air, dalam kata 
pengantar dalam buku Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: 
STPN Press, 2014) hlm xv 

29  Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2014) hlm 3. 
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dan pemamfaatan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainya 
dalam dokumen konstitusinya.”' Sebagai wujud implementasi atas Pasal 
33 ayat (3) UUD 1945 juga dapat di maknai sebagai konstitusi reforma 
agraria, namun demikian dari sisi teks, norma mengenai reforma agraria 
dalam UUD 1945 terlalu tipis dan sumir malah ditafsirkan bukan untuk 
diarahkan kepada perwujudan keadilan agraria dan menjadikan rakyat 
selaku pemilik tanah air Indonesia sebagai aktor utama dalam kegiatan 


pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam."' 


UUD 1945 sebelum di amandemen tidak banyak memuat 
pengaturan jaminan hak-hak rakyat terhadap hak atas tanah dan sumber 
daya alam. Pengaturan secara limitatif terdapat pada Pasal 33 ayat (3) 
yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”. Barulah setelah amandemen pengaturan lebih 
tegas dan luas mengatur mengenai hak rakyat atas tanah dan sumber daya 
alam, sebagai mana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) mengatur tentang 
negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan BAB XA mengatur 
tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang 
Hak Menguasai Negara. 


Makna penguasaan atau menguasai mempuyai kewenangan beraspek 
publik negara, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang 
meliputi: 2) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa: b) menentukan 
dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan 
bumi, air dan ruang angkasa, c) menentukan dan mengatur hubungan- 
hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum 


yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 


Kewenangan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut 
dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pasal pada Bab I UUPA, khususnya 


Pasal 14. Penjabaran wewenang negara pada huruf b lebih lanjut diatur 


30 Ibid, hlm 3. 
31  Ibid, hlm 434. 
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dalam Pasal 4, 6-11 dan ketentuan dalam Bab II UUPA. Sedangkan 
wewenang negara pada huruf c merujuk pada ketentuan Pasal 12, 13, 
26 dan 49 UUPA.” Boedi Harsono menjelaskan bahwa pengertian 
mengatur dan menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dilaksanakan oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan 
seperti TAP MPR, UU/Perpu, PP, Keputusan Presiden dan Keputusan 
Menteri. Sementara itu, pengertian menentukan dan mengatur 
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c merupakan kekuasaan 


eksekutif oleh Presiden, Menteri dan pejabat negara lainnya.” 


Pemaknaan hak menguasai negara juga dielaborasi dalam beberapa 
putusan Mahkamah Konstitusi, seperti dalam pengujian UU No. 20 
Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, pengujian UU No. 7 Tahun 
2004 tentang Sumber Daya Air dan pengujian UU No. 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi. Penafsirkan hak menguasai negara 
bukan dalam arti negara memiliki, tetapi dalam pengertian rakyat secara 
kolektif itu dikonstruksikan memberikan mandat kepada negara untuk 
mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), 
pengaturan (re-gelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 


Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003, 
mengenai pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 


Bumi, pengertian dikuasai oleh negara Mahkamah Konstitusi menyatakan: 


“... penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki 
pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan 
dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara 
merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di 
bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi 
ekonomi)... pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan 
mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang 


32 Julius Sembiring, Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria, Bhumi Vol. 2 
No. 2 November 2016, hlm 125. 

33 Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional. Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 
1997), hlm 239-240. 
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bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat 
Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamny2”, termasuk pula di dalamnya 
pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas 
sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu 
dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada 
negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, 
pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat”. 


Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 
menguji undang-undang yang sama, Mahkamah Konstitusi memperluas 
konsep penguasaan oleh negara dengan membangun kategorisasi terhadap 
lima bentuk penguasaan negara ke dalam tiga peringkat berdasarkan 
efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 


Peringat tersebut sebagai berikut: 


“.. Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat 
pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan 
pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal 
ini Migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih 
besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara 
pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan 
pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah 


fungsi pengaturan dan pengawasan”. 


Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas menunjukkan 
bahwa fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada 
peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Peringkat kedua adalah fungsi kebijakan dan 
pengurusan. Sedangkan peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan 
pengawasan. 

Hak menguasai negara merupakan pendelegasian wewenang 
dari masyarakat kepada negara, kemudian negara mendeligasikan 
kewenangannya kepada lembaga-lembaga pemerintah dengan 
kewenangannya lembaga pemerintah memberikan berbagai izin atau 
hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Di sisi lain hak 


menguasai negara menghendaki pertanggungjawaban atas pendelegasian 
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kewenangan itu. Namun dalam prakteknya izin atau hak yang diberikan 
lembaga pemerintah tidak sedikit yang menjadi pemicu sengketa dan 


konflik sumber daya alam dan juga melahirkan regulasi bersifat sektoral. 


Pelbagai undang-undang sektoral pembentukannya tidak berlan- 
daskan azas-azas yang terdapat dalam UUPA. UUPA terdegradasi men- 
jadi UU sektoral yang hanya mengatur pertanahan saja. Hal tersebut 
tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUPA. UUPA 
seyogyanya menjadi dasar atau rujukan dalam pembentukan peraturan 
tentang agraria dan sumber daya alam, sebagaimana terlihat dalam kuti- 


pan berikut: 


Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru 
tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu 
disusun di dalam bentuk Undang-undang, yang akan merupakan 
dasar bagi penyusunan peraturan lainnya (cetak miring penulis). 
Sungguhpun Undang-undang itu formil tiada bedanya dengan 
Undang-undang lainnya yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh 
Pemerintah dengan persetujuan DPR, tetapi mengingat akan 
sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru, 
maka yang dimuat di dalamnya hanyalah azas-azas serta soal- 
soal pokok dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut 


Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun pelaksanaannya akan 


diatur di dalam berbagai Undang-undang, peraturan-peraturan 
pemerintah dan peraturan perundangan lainnya. (Penjelasan 
Umum Bagian A.1 UUPA) 


Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, UUPA memposisikan diri 
sebagai dasar atau rujukan bagi penyusunan peraturan lainya, baik dalam 
bentuk undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan 
perundangan lainnya. Dalam prakteknya tidak demikian, pengaturan 
mengenai agraria dan sumber daya alam berdiri sendiri, UUPA tidak lagi 
menjadi dasar atau rujukan dalam pembentukan peraturan perundang- 
undangan. Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang kehutanan, 
undang-undang sumber daya air, undang-undang perkebunan, 
undang-undang pertambangan mineral dan batubara diatur undang- 
udang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di samping 


disharmonisasi peraturan perundang-undangan juga diperumit dengan 
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egoisme sektoral kementerian/lembaga yang menangani masalah-masalah 
agraria yang mengakibatkan perbedaan dalam mengambil kebijakan/ 
keputusan dan terjadinya benturan kewenangan dalam pelaksanaan dan 


kebijakan menangani masalah-masalah agraria. 


UUPA sejatinya merupakan undang-undang yang isinya adalah 
ketentuan pokok tentang keagrarian, baik itu tanah, air, ruang angkasa, 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi dari 
67 pasal dalam UUPA, 53 pasal mengatur tentang tanah. Hal ini 
kemudian memicu lahirnya perundang-undangan baru yang merupakan 
pengejawantahan pasal-pasal yang tidak diatur secara spesifik dalam 
UUPA. Undang-undang yang dimaksud seharusnya menjadi undang- 
undang yang mendukung UUPA sebagai undang-undang agraria, 
namun pada implementasinya, undang-undang tersebut menjadi 
undang-undang sektoral yang mengatur sendiri-sendiri dan menciptakan 
hukumnya sendiri. Kelahiran undang-undang sektoral dinilai sebagai 
alat untuk memenuhi kebutuhan pragmatis guna mengakomodasi 


pertumbuhan ekonomi.” 


Fakta-fakta di atas menunjukan masih terfragmentasinya sistem 
hukum negara di bidang agraria, gagasan dan tuntutan untuk melakukan 
harmonisasi, bahkan dalam tahap ekstrim melakukan penyatuan hukum 
agraria di bawah satu payung hukum.” Apabila penyatuan hukum 
pengelolaan agraria dalam satu payung hukum dapat terwujud akan 


memudahkan dalam pelaksaan reforma agraria. 
2. UU No. 5 Tahun 1960 


Sebelum terbitnya UUPA, sudah dilakukan tindakan mengenai 
tanah perkebunan yang tidak diusahakan kembali secara yang layak, 
tidak akan diperpanjang atau diperbaharui, dapat dibatalkan menjadi 
tanah negara, bebas dari semua hak-hak fihak ketiga yang membebani 
tanah itu, sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 1956 tentang 


34 Muhammad Ilham Arisaputra, Acces Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria 
Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015, hlm xxi. 

35  Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, (Penyuting), Hukum Agraria dan 
Masyarakat di Indonesia, (Jakarta, kerjasama HuMa, Van Vollenhoven Institute, 
KITLV, 2010), hlm 6. 
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Peraturan-Peraturan dan Tindakan Mengenai Tanah Perkebunan. 
Demikian juga pengaturan tentang tanah terlantar diatur 
secara terbatas dalam UUPA. UUPA melarang pemegang hak atas 
tanah melantarkan tanahnya dan mengatur kewajiban-kewajiban bagi 
pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, 10, 
15,19 UUPA. Negara memberikan hak kepada orang atau badan hukum 
diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat 
keputusan pemberian haknya. Konsekuensi hukum pemegang hak atas 
tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mengunakan 
tanah sesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, semua 
hak atas tanah tersebut akan hapus dan jatuh ke tangan negara, jika 
ditinjau dalam perspektif hukum tanah nasional dikategorikan sebagai 
tanah yang diterlantarkan dan pemutusan hubungan hukum serta 


ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 


Ketentuan dalam Pasal 27, 34 dan 40 UUPA belum dapat dijadikan 
pedoman menetapkan terlantar tidaknya suatu bidang tanah dan belum 
ada peraturan pelaksana yang bersifat operasional, bagaimana kriteria 
tanah terlantar, prosedur penertibannya, berapa lama suatu bidang 
tanah tidak dipergunakan, dimanfaatkan, sehingga digolongkan sebagai 
tanah terlantar, siapa yang berwenang menentukan tanah terlantar, dan 


bagaimana pendayagunaan tanah terlantar. 


Namun demikian, pada Tahun 1973 usaha-usahan penertiban tanah 
terlantar telah dilakukan, dengan menertibkan tanah-tanah perkebunan 
terlantar di Provinsi Jawa Barat.” pada Tahun 1982 telah dilakukan usaha 
untuk penertiban terlantar di daerah perkotaan yang dikuasai oleh Badan 
Hukum/Perseorangan yang tidak dimanfaatkan atau diterlantarkan 
dengan dasar menguasai tanah atas surat keputusan pencadangan 
tanah/penunjukan lokasi dari kepala daerah. Dengan memerintahkan 
kepada kepala daerah untuk segera mengadakan inventarisasi atas tanah- 
tanah yang tidak dimanfaatkan atau diterlantarkan oleh badan hukum/ 
perseorangan yang menguasainya, untuk memberi yang intensif dan 


memberikan jangka waktu sampai dengan tanggal 24 September 1982, 


36 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1973 tentang Penguasaan Terhadap 
Tanah-Tanah Perkebunan Terlantar dan Atau Diterlantarkan Di Daerah Propinsi Jawa Barat 
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apabila badan hukum/perseorangan tidak memanfaatkan, penggunaan 
tanah maka tanah tersebut harus dibatalkan dan tanahnya dikuasai 
langsung oleh negara.” Tindakan penertiban diperkuat dengan terbitnya 
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 268 Tahun 1982. Permendagri 
tersebut bertujuan agar tanah-tanah yang dimaksudkan itu benar-benar 
digunakan sesuai dengan rencana proyek yang sudah disetujui dalam 
jangka waktu yang wajar dan sekaligus dan mencegah digunakannya 
tanah-tanah tersebut sebagai spekulasi atau investasi semata-mata.” Pada 
Tahun 1998 terbit PP yang mengatur secara khusus tentang penertiban 
tanah-tanah terlantar, yaitu PP No. 36 Tahun 1998, kemudian diganti 
dengan PP No. 11 Th 2010 tentang penertiban tanah terlantar. 


3. PP No. 40 Tahun 1996 


PP No. 40 Tahun 1996 menerapkan ketentuan lebih lanjut 
mengenai hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. PP 
No. 40 Tahun 1996 secara rinci mengatur mengenai pemberian hak 
(HGU, HGB dan Hak Pakai) yang menjelaskan mengenai persyaratan 
perolehannya, kewenangan dan kewajiban pemegangnya, dan status 
tanah dan benda-benda di atasnya sesudah hak itu habis jangka waktunya 


untuk melengkapi ketentuan sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 50 ayat 


(2) UUPA. 


Ketentuan yang mengatur hapusnya hak atas tanah karena 
diterlantarkan berdasarkan ketentuan PP No. 40 Tahun 1996, Pasal 
17e bahwa HGU hapus karena diterlantarkan mengakibatkan tanahnya 
menjadi tanah negara. Demikian juga tentang hapusnya HGB dalam 
Pasal 35e yang dinyatakan bahwa HGB hapus karena diterlantarkan. 
Lebih lanjut dalam Pasal 36 hapusnya HGB atas tanah negara 
mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara, Hapusnya HGB atas 
tanah Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam 
penguasaan pemegang Hak Pengelolaan, hapusnya HGB atas tanah 


37 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penertiban Tanah 
di Daerah Perkotaan Yang Dikuasai Oleh Badan Hukum/Perseorangan Yang Tidak 
Dimanfaatkan/Diterlantarkan 

38 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok 
Kebijaksanaan Penertiban/Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi dan Atau 
Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan. 
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Hak Milik mengakibatkann tanahnya kembali ke dalam penguasaan 
pemegang Hak Milik. Serta hapusnya Hak Pakai dalam Pasal 55e 
dinyatakan bahwa, Hak Pakai hapus karena diterlantarkan, kemudian 
Pasal 56 hapusnya Hak Pakai atas tanah negara mengakibatkan tanahnya 
menjadi tanah negara, hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan 
mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak 
Pengelolaan, hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Milik mengakibatkan 
tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Milik. Ketentuan 
PP No. 40 Tahun 1996 belum juga mengatur teknis operasional atau 


tatacara menertibkan tanah-tanah yang diterlantarkan 
4. PP No. 36 Tahun 1998 
Sebelum terbitnya PP No. Tahun 1998 pengaturan mengenai 


penertiban tanah-tanah terlantar belum diatur secara rinci, kriteria 
apa yang dapat dijadikan ukuran bahwa sebidang tanah diterlantarkan 
sehingga menjadi tanah terlantar. Pengaturannya masih bersifat abstrak 
untuk dapat dijadikan acuan dalam upaya menanggulangi dan penertiban 
tanah-tanah terlantar. Ketiadaan aturan seperti: a) apa kreteria tanah 
tanah terlantar atau sampai dimana tanah dikatagorikan sebagai tanah 
terlantar, b) apa faktor penyebab tanah terlantar, c) bagaimana prosedur 
penertiban, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada subyek hak: d) 
hak atas tanah apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar, 
e) bagaimana pendayagunaan tanah terlantar, siapa saja yang berhak 
menerima tanah bekas tanah terlantar, f) siapa yang berhak menentukan 
tanah terlantar dan bagaimana mekanisme, g) berapa lama jangka waktu 


tanah dengan suatu hak dapat dikatagorikan tanah terlantar. 


Tidak adanya kriteria yang jelas mengenai tanah terlantar dan 
tindakan-tindakan apa yang dapat dikenakan terhadap tanah itu, sehingga 
dirasakan sebagai sanksi bagi pemegang hak atau pihak yang mempunyai 
hubungan hukum dengan tanah itu, menyebabkan ketentuan hukum 
mengenai tanah terlantar tidak dapat diterapkan dengan baik. 

Sebab-sebab diterlantarkannya tanah bermacam-macam dan tidak 
selalu dapat dipersalahkan kepada pemegang hak, sedangkan keadaan 
dan kemampuan para pemegang hak atau pihak yang mempunyai 


hubungan hukum dengan tanah itu juga bermacam-macam. Misalnya 
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disebabkan adanya sengketa tanah, tumpang tindih peraturan dan 
kebijakan antar instansi yang berbeda-beda, karena perubahan Rencana 
Tata Ruang Wilayah, faktor fisik tanah dan faktor bencana alam. 


Dengan terbitnya PP No. 36 Tahun 1998 dan Keputusan 
Kepala BPN No. 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 
No. 36 Tahun 1998 menetapkan kriteria yang lebih jelas mengenai 
tanah terlantar dan bagaimana melakukan dan tindakan-tindakan apa 
yang dapat dikenakan terhadap tanah terlantar, termasuk sanksi bagi 
pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan 
tanah yang diterlantarkan. 


PP No. 36 Tahun 1998 mengatur mengenai definisi tanah 
terlantar, ruang lingkup tanah terlantar. Sedangkan kriteria tanah 
terlantar mempuyai pengertian yang berbeda-beda tergantung pada 
macam hak atas tanah yang dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, 
kriteria tersebut sebagai berikut: 

1. HM, HGU, HGB, Hak Pakai dinyatakan sebagai tanah terlantar 
apabila dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya 


sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak 
dipelihara dengan baik. 

2. HM, HGB, Hak Pakai Tanah yang tidak dimaksudkan untuk 
dipecah menjadi beberapa bidang tanah tidak dipergunakan sesuai 
dengan peruntukannya menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang 
berlaku pada waktu permulaan penggunaan atau pembangunan 
fisik di atas tanah tersebut. 

3. HGU tidak diusahakan sesuai dengan kriteria pengusahaan tanah 
pertanian yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

4. HGB atau Hak Pakai yang dimaksudkan untuk dipecah menjadi 
beberapa bidang tanah, apabila tanah tersebut tidak dipecah dalam 
rangka pengembangannya sesuai dengan rencana kerja yang telah 
disetujui oleh instansi yang berwenang 

5. Hak Pengelolaan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, 
apabila kewenangan hak menguasai dari negara atas tanah tidak 
dilaksanakan oleh pemegang Hak Pengelolaan sesuai tujuan 
pemberian pelimpahan kewenangan. 
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6. Tanah yang sudah diperoleh penguasaannya, tetapi belum diperoleh 
hak atas tanah dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, apabila 
tanah tersebut oleh pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan 
tidak dimohon haknya atau tidak dipelihara dengan baik. 

Tata cara penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang 
meliputi, identifikasi dan dibentuk Panitia Penilai, setelah identifikasi, 
diberikan peringatan 3 kali, masing-masing peringatan dengan jeda 
waktu 12 bulan. Setelah peringatan ketiga, ketika sedang diusulkan 
sebagai tanah terlantar dalam waktu 3 bulan pemegang hak dapat 
mengalihkan haknya melalui lelang kepada pihak lain. 


Berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 24 Tahun 2002, 
identifikasi tanah terlantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota, dengan jangka waktu minimal untuk dilakukan 
identifikasi ditetapkan sebagai berikut: a) Hak Milik, 5 Tahun: b) Hak 
Guna Usaha, 5 Tahun: c) Hak Guna Bangunan, 3 Tahun: d) Hak Pakai, 
3 Tahun: e) Hak Pengelolaan, 5 Tahun sejak diterbitkannya sertipikat 
hak atas tanah yang bersangkutan 


Pengaturan PP ini memuat katogiriasasi tanah terlantar, namun 
masih memberi ruang kelonggaran dalam keadaan dan kemampuan para 
pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan 
tanah: Pertama, untuk pemegang hak yang tidak dapat menggunakan 
tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku karena tidak mempunyai 
kemampuan ekonomi (golongan ekonomi lemah) tanahnya tidak akan 
dinyatakan sebagai tanah terlantar, melainkan akan dibantu untuk 
mendayagunakan tanah itu, Kedua, kapan sebidang tanah menjadi 
tanah terlantar, maka diperlukan pernyataan tertulis dari Manteri, 
Ketiga, kepada pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan 
hukum dengan tanah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku 
untuk menghidarkan tanahnya dinyatakan sebagai tanah terlantar. 

Ruang lingkup PP ini tidak hanya tanah yang telah dilekati 
sesuatu hak atas tanah, tetapi meliputi tanah yang sudah diperoleh dasar 
penguasaannya oleh orang atau badan hukum tetapi masih berstatus sebagai 


tanah negara karena belum diperoleh hak atas tanahnya. Sebidang tanah 
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hak, baru memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai tanah terlantar 
apabila kepada pemegang haknya sudah diberikan kesempatan untuk 
menggunakan tanah sesuai ketentuan melalui peringatan-peringatan 


sesuai dengan tatacara penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 


Tindakan terhadap tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah 
terlantar menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, bekas 
pemegang hak atau pihak yang memperoleh dasar penguasaan atas tanah 
yang bersangkutan tidak lagi berhak menggunakan tanah tersebut dan 
harus menyerahkannya kepada pihak yang ditunjuk oleh Menteri sebagai 
pemegang hak selanjutnya. Kepada bekas pemegang hak atau pihak 
yang sudah memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang kemudian 
dinyatakan sebagai tanah terlantar diberikan ganti rugi sebesar harga 
perolehan yang dapat dibuktikan oleh yang bersangkutan, eskalasinya 
dilakukan menurut perhitungan yang biasa, karena penentuan harga 
ganti rugi ini merupakan sanksi terhadap pemegang hak atau pihak 
yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tersebut. Ganti rugi 
dibebankan pada pihak yang oleh Menteri ditetapkan sebagai pemegang 
hak yang baru atas tanah tersebut. 


5. PP No. 11 Tahun 2010 
PP No. 36 Tahun 1998 tidak dapat lagi dijadikan acuan penyelesaian 


penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, karena masih banyaknya 
pemegang hak menelantarkan tanahnya yang akan menimbulkan 
kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan 
kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan 
pendayagunaan tanah terlantar dengan PP No. 11 Tahun 2010 yang 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. 
Terbitnya PP No. 11 Tahun 2010 dipandang banyak pihak sebagai 
langkah progresif untuk mengatasi persoalan tanah terlantar yang terjadi 
di Indonesia. Namun kenyataannya tidak mudah untuk menetapkan 


tanah terlantar, karena adanya perlawanan dari pemegang hak yang 


39 Siti Rakhma Mary Herwati, Kumpulan Aturan tentang Pengelolaan Agraria, 
(Uakarta: HuMa, 2014, hlm 14. 
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mengajukan gugatan ke lembaga peradilan, kesalahan dalam membuat 
keputusan penetapan tanah terlantar dalam aspek prosedural inilah yang 


membuat surat keputusan penetapan dibatalkan oleh lembaga peradilan. 


Dalam PP No. 11 Tahun 2010 tidak menjelaskan pengertian tanah 
terlantar, namun dalam Pasal 1 angka 6 Perkaban No. 4 Tahun 2010 
dinyatakan bahwa: "tanah terlantar adalah tanah yangsudah diberikan hak 
oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 
Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang 
tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai 
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atas atau dasar 


penguasaannya”. 


Ketentuan PP ini terdapat pengecualian penertiban tanah 
terlantar terhadap tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama 
perseorangan dan tanah yang dikuasai pemerintah yang secara tidak 
sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan 
pemberian haknya, karena pemegang hak perseorangan tidak memiliki 
kemampuan dari segi ekonomi dan tanah yang dikuasai pemerintah, 
karena keterbatasan anggaran negara/daerah. Kemudian tahapan- 
tahapan penertiban tanah terlantar diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 
Pasal 13 yang pada intinya membagi tahapan sebelum penetapan tanah 
terlantar di terbitkan, yaitu: a) Identifikasi dan penelitian oleh Kepala 
Kantor Wilayah BPN Provinsi dan oleh Panitia (Pasal 4 s.d Pasal 7): b) 
Peringatan oleh Kepala Kantor Willayah BPN Provinsi kepada Pemegang 
Hak (Pasal 8): c) Penetapan tanah terlantar oleh Kepala BPN atas usul 
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi (Pasal 8 s.d Pasal 13). 


Inventarisasi tanah terindikasi terlantar, dilakukan oleh Kepala 
Kantor Wilayah berdasarkan Informasi dari hasil pemantauan lapangan 
oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, atau dari laporan dinas/instansi 
lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau pemegang hak. Pemegang 
hak berkewajiban melaporkan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai 
dengan keputusan pemberian hak atas tanah atau dasar penguasaan atas 
tanah dari pejabat yang berwenang. Dari hasil inventarisasi tersebut, 
kemudian Kantor Wilayah BPN Provinsi melakukan Identifikasi dan 
Penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar. Identifikasi dan Penelitian 
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dilakukan kembali Identifikasi dan Penelitian oleh Panitia C. Apabila hasil 
identifikasi dan penelitian Panitia C menyimpulkan bahwa berdasarkan 
kondisi penggunaan dan pemanfaatan terdapat tanah yang diterlantarkan, 
maka selanjutnya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi akan memberikan 
Peringatan I, II dan III kepada Pemegang Hak atau dasar penguasaan, 
karena tidak menggunakan, memanfaatkan dan mengusahakan sebagian 
atau seluruh tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atau 
dasar penguasaan atas tanahnya. Kemudian Kepala Kantor Wilayah BPN 
Provinsi mengusulkan kepada Menteri agar terhadap Penertiban Tanah 
Terindikasi Terlantar tersebut ditetapkan sebagai Tanah Terlantar. 


Penetapan Tanah Terlantar ditetapkan dalam Keputusan oleh 
Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. 
apabila luas tanah yang diterlantarkan kurang dari 25Yo (dua puluh lima 
persen) dari luas keseluruhan tanahnya, maka keputusan diberlakukan 
hanya terhadap luas tanah yang diterlantarkan dan pemegang hak diberi 
kesempatan untuk mengajukan revisi luas. Apabila keseluruhan luas tanah 
diterlantarkan maka penetapan tanah terlantar diberlakukan terhadap 
seluruh tanah tersebut, kemudian menetapkan hapusnya hak atas tanah, 
memutuskan hubungan hukum, dan tanah dimaksud dikuasai langsung 
oleh negara. Apabila tanah yang diterlantarkan lebih dari 2590 tetapi tidak 
mencapai keseluruhan luas tanah (di bawah 10090), maka penetapan 
tanah terlantar tetap diberlakukan terhadap keseluruhan luas tanah, tetapi 
terhadap tanah yang tidak diterlantarkan, pemegang hak dapat memohon 
kembali hak atas tanah terhadap tanah yang tidak diterlantarkan tersebut. 

Kriteria tidak mematuhi peringatan-peringatan yang dilakukan 
Kantor Wilayah sampai dengan peringatan ketiga antara lain: 1) tidak 
menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian 
haknya: 2) masih ada tanah yang belum diusahakan sesuai dengan 
Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah: 3) masih ada tanah 
yang penggunaannya tidak sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar 
penguasaan tanah: 4) tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan, 
5) penggunaan tanah tidak sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar 
penguasaan tanah, atau 6) belum mengajukan permohon hak untuk 
dasar penguasaan tanah. Selanjutnya tanah yang diusulkan untuk 
ditetapkan sebagai tanah terlantar dinyatakan dalam keadaan status guo 
sejak tanggal pengusulan. Terhadap tanah terlantar berstatus guo tidak 
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dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah. 

Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan penetapan 
tanah terlantar wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak atas benda- 
benda di atasnya dengan beban biaya yang bersangkutan, apabila bekas 
pemegang hak tidak memenuhi kewajiban maka benda-benda di atasnya 
tidak lagi menjadi miliknya, dan dikuasai langsung oleh negara. 

Apabila dibadingkan PP No. 36 Tahun 1998 dengan PP No. 11 
Tahun 2010 lebih baik mengatur perihal yang sama. Perbadingan di 
antara kedua PP tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. 


Tabel 3. Perbadingan PP No. 36 Tahun 1998 
dan PP No. 11 Tahun 2010 


PP No. 36 Tahun 1998 | PP No. 11 Tahun 2010 


Waktu 5 Tahun 3 Tahun 
Indentifikasi 


Jangka 3x peringatan dengan jeda 3x peringatan dengan jeda 
Waktu waktu masing-masing 12 waktu masing-masing 1 
Peringatan bulan bulan 
Status tanah | Dapat dialihkan kepemi- Status guo, tidak boleh 
terlantar likannya ada perbuatan hukum atas 
tanah tersebut. 
Soal ganti Dibebankan pada pihak yang | Tanpa ganti rugi, tanah 
Rugi oleh Menteri ditetapkan langsung dikuasai negara 
sebagai pemegang hak yang 
baru atas tanah tersebut. 


Pendayagu- Untuk meningkatkan daya Reforma Agraria, Program 
naan guna dan hasil guna tanah Strategis Negara dan 
sesuai peruntukan tanah yang | Cadangan Umum Negara 
bersangkutan, dilaksanakan 
oleh pemegang hak 


6. RPP Tanah Terlantar 


RPP tentang perubahan atas PP No. 11 Tahun 2010 yang diajukan 
atas prakarsa Kementerian ATR/BPN, hingga saat ini masih belum 
disahkan. RPP ini sebagai instrumen pengendalian terhadap tanah yang 


berpotensi terlantar belum efektif dapat dimanfaatkan untuk mengatur 
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tahapan-tahapan kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 
Perubahan ini dimaksudkan untuk memperbaiki tahapan-tahapan 
atau prosedur penertiban dan pendayagunaannya. Karena permasalahan 
mendasar adalah dari seluruh tanah terindikasi terlantar yang telah ditetapkan 
sebagai tanah terlantar, banyak yang digugat di pengadilan oleh Pemegang 
Hak/Dasar Penguasaan Atas Tanah dan sebagian besar gugatan tersebut 
dimenangkan oleh Penggugat. Gugatan yang dimenangkan oleh Penggugat 
tersebut kondisinya memang benar-benar terlantar, sehingga kegiatan 
penertiban tanah terlantar perlu diperbaiki dari segi prosedur dan administrasi. 
Hal ini adalah untuk meminimalkan kemungkinan adanya gugatan dari 
Pemegang Hak/DPAT yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar. 


Perubahan-perubahan dalam RPP Tanah Terlantar ini berdasarkan 
pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam proses di pengadilan, 
misalnya usulan perubahan mengenai jangka waktu pemberian peringatan 
1 semula 1 bulan diubah menjadi 3 bulan. Jangka waktu 1 bulan untuk 
peringatan 1 dan 3 bulan sampai peringatan ketiga. Jangka waktu 3 
bulan untuk pemegang hak setelah peringatan, lazimnya akan melakukan 
kegiatan land clearing dan akan memperbaiki izin-izinnya dianggap waktu 
3 bulan belum cukup. Tindakan Pemegang Hak melakukan land clearing 
dan memperbaiki izin-izinnya menjadi perdebatan hukum di ruang 


pengadilan, apakah masih dapat dikatagorikan melantarkan tanahnya. 


Perubahan terhadap obyek penertiban tanah terlantar yang 
dikecualikan juga diperluas meliputi: a) tanah Hak Milik, Hak Guna 
Bangunan atau Hak Pakai atas nama perorangan yang secara tidak 
sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan 
sesuai dengan keadaan atau maksud, sifat dan tujuan pemberian haknya, 
b) tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak 
langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik 
Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, 
atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau maksud, sifat dan 
tujuan pemberian haknya atau tujuan dasar penguasaannya, c) tanah yang 
sedang dalam keadaan sengketa atau menjadi obyek perkara di pengadilan, 
d) tanah yang tidak dapat diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan 
karena dihalangi oleh pihak lain e) tanah yang tidak dapat diusahakan, 
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dipergunakan, atau dimanfaatkan karena adanya perubahan Rencana 
Tata Ruang Wilayah, f) tanah yang dinyatakan sebagai High Conservation 
Value Forest (HCVF): Hutan Konservasi Bernilai tinggi, g) tanah dengan 
kadar kemampuan tanah yang tidak mendukung secara teknis, h) tanah 
yang berada dalam kawasan rawan bencana sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan, i) tanah yang berada dalam area suaka margasatwa 
dan/atau cagar budaya, dan j) tanah yang berada dalam kawasan lindung 


sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 


Tabel 4. Perbadingan PP No. 11 Tahun 2010 
dan RPP Tanah Terlantar 


PP No. 11 Tahun RPP Tanah Terlantar 
2010 


Pengertian | Tidak mencamtum- | Mencamtumkan pengertian 
kan pengertian tanah terlantar 
tanah terlantar 


Obyek Tanah Memperluas dengan menambah- 
penertiban |perseorangan dan Ikan tanah dalam keadaan sengketa 
tanah ter- Pemerintah yang  Jatau menjadi obyek perkara di pen- 
lantar yang | secara tidak sengaja | gadilan, karena dihalangi oleh pi- 
dikecualikan | karena faktor hak lain, karena adanya perubahan 

ekonomi dan RTRW, tanah yang dinyatakan se- 

ketiadaan anggaran | bagai High Conservation Value Forest 


(Hutan Konservasi Bernilai tinggi), 
Karena kadar kemampuan tanah ti- 
dak mendukung secara teknis, tanah 
yang berada dalam kawasan rawan 
bencana, area suaka margasatwa/ 
cagar budaya dan kawasan lindung. 


Waktu In- |3 Tahun 5 Tahun untuk pertanian dan 3 
dentifikasi untuk non pertanian 


Jangka Wak- | 3x peringatan dengan | 3x peringatan dengan jeda waktu 
tu Peringa- (jeda waktu masing- | masing-masing 60 hari 
tan masing 1 bulan 


Status tanah | Status guo Status guo 
terlantar 
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B. Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Adat 


Tanah terlantar dalam hukum adat mempuyai riwayat sejarah 
panjang, perdebatan istilah tanah liar/kosong “de woeste gronden” dengan 
“domein verklaring” . Bunyinya adalah, “landsdomein is alle grond, waarop 
nietdooranderen recht van eigendomwordt bewezen” (domein negara adalah 
semua tanah yang mana di atasnya tidak dapat dibuktikan adanya hak 
cigendom oleh seseorang). Sehingga dengan legitimasi itu mengeluarkan 
eksistensi (hak) pribumi/adat dan memasukkan kepentingan lain 
(modal) sesuai keinginannya." Menurut B.F. Sihombing, dampak dari 
pernyataan domein verklaring ini, menyebabkan tanah-tanah yang 
dipunyai oleh rakyat melalui hak milik adat adalah merupakan tanah 
milik negara, sedangkan dalam konteks administrasi pertanahan tanah- 
tanah hak milik adat dikenal sebagai onvrij lands domein (tanah negara 
tidak bebas), dengan kata lain negara tidak bebas untuk memberikan 
tanah yang bersangkutan kepada lain karena dibebani hak rakyat." 


Setelah kemerdekaan menghapus prinsip domain, sebagaimana 
dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA 
menegaskan pernyataan hak memiliki negara diganti dengan hak 
menguasai negara. UUPA sebagai hukum agraria yang baru mengakui 
adat sebagai sumber hukum dan anti terhadap penelantaran tanah 
(membiarkan tanah menjadi kosong).?2 Hukum adat dijadikan dasar 
dikarenakan hukum tersebut dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia 


sehingga hukum adat mempunyai kedudukan yang istimewa dalam 


pembentukan hukum agraria. 


Keberadaan masyarakat adat diakui secara konstitusional 
sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) menegaskan 


40 Ahmad Nashih Luthfi, Tanah Kosong: Didefinisikan, Diatur, dan Dipraktikkan 
dari Masa ke Masa, Bahan diskusi di Kunci Cultural Studies Center, 24 Februari 
2012,  http://space.kunci.orid/wp-content/uploads/2012/02/Tanah-kosong. 
Luthfi.-2012.pdf. Diakses tanggal 20 Januari 2018. 

41 Husen Alting, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat: Suatu Kajian Terhadap 
Masyarakat Hukum Adat Ternate, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 
2011, hlm 94. 

42 Ahmad Nashih Luthfi, Tanah Kosong, Op. Cit. 

43 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana Perdana 
Media Grup, 2005), hlm 64-65. 
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bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selain 
diakui oleh konstitusi, keberadaan masyarakat adat juga dilindungi 
dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana 
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan: 


“Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia perbedaan dan 
kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan 
dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah... 
Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas 


tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman”. 


Bentuk hukum penguasaan tanah pada masyarakat adat dikenal 
dengan ”hak ulayat”. Ini merupakan istilah yang digunakan secara 
formal, walaupun sesungguhnya pada setiap etnik istilah yang digunakan 
berbeda-beda. Dalam bahasa hukum maupun ilmiah, istilah ”tanah 
ulayat” selalu digunakan untuk menyebut tanah-tanah yang dikuasai 
menurut hukum adat pada suatu etnik tertentu.“ Menurut Achmad 
Sodiki, konsep penguasaan tanah berlaku pada masyarakat tradisional 
salah satunya adalah hak ulayat, yaitu suatu hak masyarakat hukum 
sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar dan ke 
dalam, serta di dalamnya terdapat hak individu atas tanah, yakni hak 
yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas 
sebidang tanah (kosong).” Sedangkan Muchsin mendefenisikan hak 
ulayat sebagai hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu 
atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya 
untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah dalam 


wilayah bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya.“ Pengakuan 


44  Syahyuti, Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum 
Adat di Indonesia, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 24 No. 1. Juli 2006, hlm 
14-27. 

45 Achmad Sodiki, Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan 
Kabupaten Malang. (Studi tentang Dinamika Hukum), 1994, Disertasi Program 
Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 21. 

46 Muchsin, Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: 
Varia Peradilan 2006), hlm 35. 
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terhadap hak ulayat menunjukkan adanya kebolehan warga negara, 
secara adat untuk memiliki atau menguasai tanah secara kolektif bagi 
terpenuhinya kepentingan bersama, namun juga pengakuan hak atas 


tanah secara pribadi diperkenankan.” 


Masyarakat adat mengenal hak-hak atas tanah yang meliputi hak 
persekutuan yang oleh Van Vollenhoven disebutnya beschikkingsrecht, 
hak keuntungan jabatan, hak menarik hasil, hak pakai, hak gadai, dan 
hak sewa. Hak persekutuan atas tanah merupakan hak ulayat yang 
membolehkan kepada persekutuan dan anggota-anggotanya untuk 
menarik keuntungan dari tanah dan segala yang tumbuh dan hidup di 
atas tanah itu (mengolah, mendirikan bangunan, menggembala ternak, 


mengumpulkan bahan makanan, berburu dan memancing). 


Jenis-jenis hak atas tanah menurut hukum adat, secara umum 
menurut Purbacaraka dan Halim, hak atas tanah adat dapat dibedakan atas 
dua bentuk, yaitu: "hak ulayat” dan ”hak pakai”. Hak ulayat merupakan 
hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. 
Pada hak ulayat yang bersifat komunal ini, pada hakekatnya terdapat 
pula hak perorangan untuk menguasai sebagian dari obyek penguasaan 
hak ulayat tersebut. Untuk sementara waktu, seseorang berhak mengolah 
serta menguasai sebidang tanah dengan mengambil hasilnya, tetapi 
bukan berarti bahwa hak ulayat atas tanah tersebut menjadi terhapus 
karenanya. Hak ulayat tetap melapisi atau mengatasi hak pribadi atau 
perseorangan tersebut. Hak ulayat baru pulih kembali bila orang yang 
bersangkutan telah melepaskan hak penguasaannya atas tanah ulayat 
tersebut. Sementara hak pakai membolehkan seseorang untuk memakai. 
sebidang tanah bagi kepentingannya, biasanya terhadap tanah sawah dan 
ladang yang telah dibuka dan dikerjakan terus-menerus dalam waktu 
yang lama. Sementara Van Dijk membagi tiga bentuk hak-hak atas tanah 


adat yaitu, hak persekutuan atau pertuanan, hak perorangan, dan hak 


47  Ni'matul Huda, Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas 
Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 7 April 2000, 
hlm 108. 

48  Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam 
Membangun Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 
2013, hlm 327. 
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memungut hasil tanah. “ 


Dalam hukum adat yang masih menimbulkan perbedaan yakni 


mengenai kriteria pembatasan waktu atau jangka waktu penelantara 


tanah tergantung dengan asal daerah yang menjadi penelitian. beberapa 


istilah dan kreteria tanah terlantar diberbagai daerah diinventarisasi 


disampaikan oleh Suhariningsih:” 


3 


4.) 


5.) 


6.) 


7.) 


8.) 


Id 
49 


50 


Di Suku Bugis Sulawesi Selatan, tanah terlantar disebut dengan istilah 
Tona Kabu, Tona Kallanggelung Amo, adapun kriteria tanah terlantar 
adalah tanah sawah yang ditinggalkan selama 10 Tahun atau lebih, 
patokannya pematang-pematangnya tidak kelihatan lagi, dan semua 
tanda-tandanya sudah hilang secara keseluruhan. 

Di Bengkulu istilah tanah terlantar disebut dengan tanah Sukueh 
Dajurawi, kreteria tanah terlantarnya adalah tanah ladang yang 
ditinggalkan sesudah menuai. 

Di Jambi, tanah terlantar disebut dengan istilah Balukar Toewo, yaitu 
tanah ladang dari rimba setelah 3 Tahun menjadi rimba rawa, tanah 
waha setelah 5 Tahun. 

Di Sumatera Utara, istilah tanah terlantar disebut dengan istilah 
Worter Grounden, Soppalan, Telum yaitu tanah bekas yang 
ditinggalkan dan telah ditumbuhi alang-alang, tanah bekas ladang 
yang belum lama ditinggalkan dan telah menjadi semak, tanah yang 
sengaja diterlantarkan untuk penggembalaan ternak masyarakat, dan 
tanah yang baru sekali dibuka kemudian terlantar. 

Di Aceh, apabila pada sebidang tanah sama sekali tidak ada aktivitas 
pemanfaatan tanah itu selama 3 bulan, maka hak okupasi dan hilang 
tanah kembali kepada Hak Ulayat. 

Di Maluku tanah dinyatakan terlantar apabila dalam jangka waktu 
10-15 Tahun tidak dimanfaatkan dan tanah kembali menjadi Hak 
Pertuanan (ulayat). 


Di Kalimantan Selatan (Banjar), tanah bekas ladang yang ditinggalkan 


Syahyuti, Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum 
Adat di Indonesia, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 24 No. 1, Juli 2006, hlm 
14-27. 

Sudirman Saad, Tanah Terlantar Dalam Perspektifhukum Adat, Hukum Islam dan 
yurisprudensi, Hukum dan Pembangunan, Vol 21, No 1, Februari 1991, hlm, 50 
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2 musim atau lebih akan kembali menjadi padang atau tanah tanpa 
pemilik. 

Dari pengertian tanah terlantar menurut hukum adat ini, maka 
tanah dikatakan telah diterlantarkan kalau kriterianya adalah tanah telah 
dengan sengaja tidak dikerjakan oleh penggarapnya/pemiliknya dalam 
waktu tertentu, sehingga kemudian menjadi belukar kembali. Untuk 
menentukan sudah diterlantarkan tidak digantungkan pada jangka waktu 
tertentu tetapi hanya dengan melihat kenyataan jika tanah dibiarkan 
membelukar kembali karena sudah tidak untuk ditanami kembali maka 
hal ini sudah dapat dikualifikasi sebagai telah diterlantarkan.”' Jadi 
menurut hukum adat, tanah terlantar lebih mengarah pada keadaan fisik 
tanah yang sudah tidak produktif dan tidak bertuan, namun secara yuridis 
tidak jelas kedudukannya karena tidak disebutkan siapa yang berwenang 
untuk menetapkan suatu bidang tanah adalah terlantar. Melihat adanya 
konsekuensi berupa kembalinya tanah kepada hak ulayat atau masyarakat 
adat, maka pada umumnya dalam masyarakat hukum adat yang berhak 
menyatakan tanah terlantar adalah ketua masyarakat adatnya. 


Ketentuan-ketentuan hukum adat tentang kreteria tanah terlantar 
memang sangat beragam. Apabila melihat penjelasan di atas kriteria 
pembatasan waktu mengenai terlantarnya suatu bidang tanah yaitu antara 
3 dan 30 Tahun. Kriteria pembatasan waktu dalam sistem hukum adat 
dilihat hanya pada kondisi fisik tanah dan karena ditinggalkan pemiliknya. 
Katagori tanah terlantar menurut sistem hukum adat ialah tanah dibiarkan 
tidak digarap selama jangka waktu tertentu, sehingga tanah menajadi 
belukar kembali dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. 
Tanah yang demikian itu, kemudian diambil dan dikuasai kembali oleh 


persekutuan hukum untuk diatur rencana permanfaatan selanjutnya. 


C. Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam 


Pemberian Tanah dari Tanah Terlantar dalam beberapa riwayat 
telah dilakukan pada jaman Nabi Muhammad saw. Rasulullah telah 
mengapling tanah kepada seorang lelaki dari kalangan Anshar yang 


51 Supriyanto, Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia, 
Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1, Januari 2010, hlm 54. 
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bernama Sulaith, memberikan kapling tanah kepada Az-Zubair ra di 
Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma. 
Begitupun juga terhadap Abu Tsalabah al-Khusyani ra, memberikan 
tanah kepadanya dengan menyertai dengan surat pengkaplingan tanah. 
Pemberian tanah oleh Rasulullah diperuntukan bagi umat Islam yang 
tidak memiliki tanah dan untuk orang-orang yang baru masuk Islam, 
seperti pemberian surat keterangan sekapling tanah kepada pemuka 
Bani Hanifah, Mujjzah Al-Yamamah di Daerah Ghaurah, Ghurabah, 
dan Hubul.? 


Hukum Islam mengenal lembaga tanah terlantar yang disebut 
dengan ardh al-mawaat. Literature Al-@Guran dan Al-Hadist menyebut 
tanah dengan ardh, jamaknya aradhum, aradh dan arudh. Secara 
etimologis, ardh berarti “bumi”, tanah, daratan (lawan lautan). 
Sedangkan mawaat, berasal dari kata “mawaatun, yamutu, artinya sunyi 
dari perkampungan dan penduduk, tidak ada ruh padanya, tidak ada 
penduduk atau tidak pernah dimanfaatkan orang. Apabila keduanya 
dirangkaikan “ardh al-mawaat” maka secara lugat artinya adalah bumi 
mati atau tanah mati.” Dalam buku Nataij al-Afkar, tanah mati yaitu 
tanah yang tidak dimanfaatkan karena ketidakadaan air, serta susah pula 
memanfaatkannya, tidak dimiliki, atau terdapat atas tanah tersebut hak 


milik, tetapi tidak diketahui pemiliknya serta jauh dari perkampungan.” 


Dalam figh klasik, tanah mati/kosong itu disebut al-mawat. 
Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan tanah mawat ini. 
Sebagian mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah tanah yang 
tidak ada pemiliknya. Karena itu, tanah yang sudah lama ditinggalkan 
pemiliknya, masih digolongkan tanah mawat, yang lain mengartikannya 
dengan tanah yang tidak pernah dimanfaatkan, lalu ditinggalkan 


pemiliknya, tidak disebut tanah mawar.” Secara terminologi terdapat 


52 Gita Anggraini, Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam 
dalam Merombak Ketidakadilan Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2016), hlm 13-14. 


53 Ria Fitri, Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam, Kanun Jurnal 
Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII, Desember, 2011, hlm 16. 

54 Ibid 

55 Supriyanto, Op.Cit, hlm 55. 

56 Anton Jamal, Status Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan Tidur, Jurnal Ilmiah 
Prodi Muamala At-Tasyri, Vol. I, No. 3, Oktober 2009 - Januari 2010, hlm 242. 
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beberapa pengertian tanah mati yang dikemukakan para ulama fikih, 
ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliah mengemukakan definisi 
al-mawat dalam persepsi tentang tanah yang tidak dimiliki dan tidak 
dimanfaatkan oleh seseorang. Ulama Syafi iyah mendefinisikan sebagai 
lahan yang belum digarap orang dan tidak pula terlarang untuk digarap 
baik lahan itu jauh dari pemukiman maupun dekat dan ulama Hanafiyah 
bahwa tanah yang berada di luar perkampungan, tidak dimiliki oleh 
siapa pun, tidak pula terdapat hak khusus atasnya.” 


Penggunaan tanah mati dalam bahasa Arab digunakan istilah ihya 
almawatatau immar al-ardh. Menurut fugaha pendayagunaan tanah mati 
dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dimulai dengan jalan memberi 
tanah, baik berbentuk pagar, tembok, bangunan dan lain sebagainya. 
Selain itu pendayagunaan terhadap tanah dapat pula dilakukan dengan 
jalan mengairi lahan, serta menjadikannya sebagai sawah, ladang, 
perkebunan, atau mendirikan bangunan atasnya. Mendayagunakan 
tanah mati antara lain, pertama, diurus sendiri, kedua, memberikan 
lahan tersebut kepada orang lain untuk mengurusnya, ketiga, pengelola 
pertama tanah mati dikelola sehingga ia menjadi miliknya.” Pengelolaan 
lahan merupakan bagian integral dari kepemilikan lahan itu sendiri. 
Oleh karena itu, kepemilikan seseorang atas tanah hanyalah hak untuk 
mengembangkan tanah, sehingga jika seseorang gagal mengembangkan 
tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu, klaimnya atas tanah tersebut 
akan hilang dan lenyap.” Sebagaimana hadist, dari Hisyam bin Urwah 
ra dari ayahnya bahwa Rasulullah Saw bersabda: 


“Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat), maka hal 
tersebut telah menjadi hak kepemilikannya dan tidak ada hak 


bagi pelaku kezaliman untuk mengambil dan merampasny2 


Berdasarkan definisi al-mawat yang dikemukakan oleh fugaha 


57  Ambok Pangiuk, “Ihya' Al-Mawat Dalam Hukum Islam, Media Akademika, Volume 
25, No. 2, April 2010, hlm 167. 

58  Ibid, hlm 168. 

59  Sabahuddin Azmi, Menimbang Ekonomi Islam, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm 118. 

60 Abu Ubaid Al-Gasim, Kitab Al-Amwal, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo 
Uakarta: Gema Insani, 2006), hlm 372. 
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di atas, maka kriteria tanah yang digolongkan menjadi tanah terlantar 
menurut Hukum Islam adalah:"' 


a. Tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau tanah yang tidak 
terdapat hak milik atasnya, baik hak milik orang Islam maupun hak 
milik non nuslim. 


b. Tanah yang tidak digarap. Lahan yang tidak digarap dapat dibuktikan 
dengan tanda-tanda pada lahan tersebut seperti pemagaran, bekas 
penggarapan dan tanda-tanda lainnya yang biasa dipakai oleh 


masyarakat setempat. 
c. Tanah yang berada jauh di luar perkampungan. 


Ada dua kriteria penentu tanah mawat menurut hukum Islam. 
Pertama, tanah bersangkutan tidak pernah dimiliki dan tidak pernah 
diusahakan oleh seseorang (harta mubah). Kedua, tanah yang pernah 
diusahakan oleh seseorang, tetapi kemudian tanah tersebut ditinggalkan, 
tanah-tanah yang demikian, kriteria penentunya mengikuti amalan igta 


dan tahjiir yakni adanya jangka waktu tertentu selama 3 Tahun.? 


Mengenai penertiban tanah mawat menurut Hukum Islam, dapat 
dipahami dengan mengemukakan suatu prinsip pencabutan hak milik 
atas tanah-tanah sawafi (Tanah mawar yang tidal dimiliki seseorang), 
seperti dijelaskan Ridzuan Awang sebagai berikut: 


Tanah-tanah sawafi yang telah diberi milik (iga) oleh pemerintah 
kepada orang-orang tertentu untuk diusahakan dan dimakmurkan. 
Tanah-tanah ini jika sekiranya tidak dimajukan dalam masa tiga 
Tahun atau menjadi terbiar selempas tempo tiga Tahun itu, maka 
kerajaan boleh mengambil kembali dari pemiliknya atau memberi 
milik tanah kepada orang lain. Dan pengambilan kembali ini 
dilakukan tanpa pembayaran biaya rampasan. Demikian juga 
jika pemilik tanah tidak mampu dan tidak mempunyai upaya 
untuk mengusahakan dan membangun tanahnya dengan alasan 
tanah tersebut terlalu luas. Maka kerajaan (pemerintah) boleh 
mengambil kembali kadar kekuasaan itu dan diberikan milik 


61 Supriyanto, Op. Cit, hlm, 55 
62 Ria Fitri, Op. Cit. 
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kepada orang lain. 


Di samping itu, penertiban tanah mawat dalam sistem Hukum 
Islam dapat dilalukan melalui konsep igta tanah pemerintah. Mengenai 


hal ini, kalangan fugaha berpendapat: 


Mazhab Hambali telah menetapkan tempo tiga Tahun untuk 
mengusahakannya, yaitu suatu tempo yang sama dengan 
amalan tahjir, jika ternyata orang yang menerima igta itu gagal 
mengihyakan tanah itu dalam tempoh tersebut, maka haknya 
atas tanah gugur. Sebaliknya mazhab Syafii tidak menetapkan 
suatu jangka waktu tertentu, tetapi semata-mata berdasarkan 
alasan mengapa tanah itu tidak diusahakan. Sekiranya kegagalan 
mengusahakan tanah itu ada alasan yang munasabah, maka tanah 
itu masih dikuasai oleh orang yang menerima igta' sehingga 
sebab itu tidak ada. Sekiranya gagal menggusahakan tanah itu 
tanpa apa-apa sebab, maka orang yang menerima igta tanah itu 
hendaklah segera membuat keputusan mengusahakannya atau 
melepaskan tanah itu supaya boleh diigta kan kepada orang yang 
lebih berhajat. Pendapat ini sama dengan pendapat Mazhab 
Maliki. 

Hukum Islam menetapkan tanah terlantar (mawat) berdasarkan 
kriteria, jangka waktu dan keadaan tanahnya telah menjadi tanah 
kosong kembali. Pertama, Pemberian tanah (igta) dalam Islam kepada 
seseorang secara tegas mensyaratkan adanya kemampuan penerima igta 
untuk menggarap tanah yang diberikan kepadanya. Tengang waktu 
yang diberikan kepada penerima igta' maksimal 3 Tahun. Jika dalam 
masa 3 Tahun tanah tidak digarap atau diterlantarkan maka haknya 
untuk memiliki tanah menjadi gugur dan tanahnya diambil kembali 
oleh negara sebagai tindakan penertiban, dan selanjutnya tanah tersebut 
didistribusikan pada orang lain. Kedua, keadaan tanahnya telah menjadi 
tanah kosong kembali. Kriteria ini lebih tertuju kepada tanah-tanah 
yang sudah menjadi hak milik seseorang, artinya pernah digarap, tetapi 


kemudian dibiarkan sehingga menjadi keadaan semula. 


63 Ibid 
64  Ibid 
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Sebagaimana dalam hukum adat di Indonesia, dalam Islam, orang 
yang menggarap tanah terlantar memiliki hak khusus. Orang yang telah 
menghidupkan sepetak lahan yang mati menjadi pemilik tanah tersebut. 
Ketentuan-ketentuan dasarnya dalam Islam adalah: Pertama, siapa yang 
telah mengusahakan lahan memiliki hak untuk menguasai: Kedua, orang 
yang tidak menanami atau membuatnya produktif, maka ia tidak dapat 
mengklaim tanah tersebut, Ketiga, tanda-tanda belaka tidak cukup untuk 
mengklaim kepemilikan, karena mereka harus membuat tanah tersebut 
produktif dengan bekerja di atasnya, Keempat, seseorang yang telah 
mengkalim sepetak lahan, hanya berhak sepanjang ia mengusahakan 
tanah tersebut secara ekonomi (bukan untuk menjualnya). Menurut 
suatu hadits, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia 


paling berhak atasnya. 


D. Tanah Terlantar dalam Perspektif Yurisprudensi 


Pengertian yurisprudensi mempuyai keberagaman arti, tergan- 
tung dengan sistem hukum yang dianut. Pada negara-negara yang 
sistem hukumnya Common Law seperti di Inggris atau Amerika Serikat, 
mempunyai pengertian yang lebih luas, dimana yurisprudensi berarti 
ilmu hukum. Sedangkan pengertian yurisprudensi di negara-negara 
Eropa Kontinental termasuk di Indonesia, maka yuriprudensi berarti 
putusan pengadilan. 

Dalam sistem hukum Indonesia, tidak semua putusan pengadil- 
an dapat menjadi atau dianggap yurispudensi. Yurisprudensi tidak 
sepenuhnya mengikat hakim dalam memutus perkara yang sama. 
Misalnya ada putusan hakim pengadilan sebelumnya yang dipakai untuk 
memutuskan kasus dikemudian hari, maka bukanlah karena putusan 
hakim sebelumnya mempunyai kekuatan mengikat, melainkan karena 
hakim yang kemudian menganggap bahwa putusan sebelumnya itu 
memang dianggap tepat dan layak untuk diteladani. Putusan pengadilan 


hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi perkara yang diadili itu dan 


65  Syahyuti, Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum 
Adat Di Indonesia, Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 24 No. 1, Juli 2006, hlm 
14-27. 
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pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara. 


Yurisprudensi dalam kasus tanah terlantar dapat dilihat dalam 


pendapat Hakim dalam putusan-putusannya untuk memutus mengenai 


kasus-kasus lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, 


kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak di usahakan 


oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan dengan 


itikad baik, dalam hukum adat disebut lembaga rechtsverwerking. 


Lembaga rechtsverwerking dinyatakan dalam berbagai keputusan 


oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain: 


1.) 


2 


3.) 


66 


67 


40 


Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena para 
penggugat dengan mendiamkan sampai dengan 25 Tahun, harus 
dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking). Mahkamah 
Agung berpendapat bahwa pembeli sawah kini patut dilindungi, 
oleh karena dapat dianggap, bahwa ia adalah beritikad baik dalam 
membeli sawah dari seorang ahli waris dari almarhum pemilik 
sawah (Putusan Nomor 210/K/Sip/1055). 


Pengadilan Tinggi yang mempergunakan alat hukum pelepasan 
hak (rechtsverwerking) tanpa semau dari pihak tergugat (secara 
ambtshalve), adalah melanggar tata tertib dalam Hukum Acara 
(process-orde), maka putusannya yangberdasar atas pelepasan hak 


itu, harus dibatalkan (Putusan Nomor 361/K/Sip/1958). 
Mahkamah Agung dapat menyetujui pendapat judex facti, yakni 


walaupun sipenggugat asli yang masih di bawah umur, adalah yang 


berhak atas sawah itu, tetapi ibunya yang berkewajiban sebagai 


Mengenai lembaga rechtsverwerking ini juga dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (2) 
PP 24 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah 
sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang 
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, 
maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi 
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalamwaktu 5 (lima) Tahun sejak 
diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada 
pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun 
tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 
penerbitan serifikat tersebut. 

BoediHarsono, Op.Cit, hlm 67. 
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4.) 


5 


wali untuk memelihara hak si penggugat asli sampai ia menjadi 
dewasa, dan dalam perkara ini tampak kelalaian ibu penggugat 
asli dengan tidak bertindak sama sekali sehingga tanah tersebut 
dapat dikuasai oleh tergugat asli selama kurang lebih 18 Tahun, 
dan karena kelalaian itu dasar penganggapan melepaskan hak 
(rechtsverwerking) penggugat asli dianggap telah melepaskan hak 
atas tanah sengketa (Putusan Nomor 239/K/S ip/1957). 


Suatu tangkisan kadaluwarsa dalam perkara perdata tentang tanah, 
ditolak dengan alasan, bahwa pengugat tanah berulang kali minta 
dari tergugat untuk menyerahkan tanah itu kepada penggugat, 
hal mana berarti, bahwa kadaluwarsa itu sudah tertahan (eestuit) 


(Putusan Nomor 70/K/Sip/1959). 


“Bahwa berdasarkan kelaziman dalam adat yang berlaku di wilayah 
Padang Lawas, sawah yang ditinggalkan 5 Tahun berturut-turut 
dianggap kembali menjadi tanah kosong, sehingga penguasannya 
oleh orang lain sesudah berlangsungnya selama 5 Tahun adalah sah, 
jika tanah itu diperoleh dari yang berhak memberikannya” (Putusan 
Nomor 329/K/Aip/1957). 
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BAB III 
PENEGAKAN HUKUM TANAH TERLANTAR 


A. Masalah Penertiban Tanah Terlantar di Pengadilan Tata 
Usaha Negara 

1. Perihal Penafsiran Pengertian Tanah Terlantar 

Direktorat Jenderal Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 
Terlantar Kementerian ATR/BPN menyajikan data tanah yang 
terindikasi terlantar yang menjadi perkara di Pengadilan Tata Usaha 
Negara dengan luasan 51,679.7038 hektar, sebagian besar perkara tanah 
terlantar di PTUN dimenangkan oleh pemegang hak. Berikut disajikan 
penetapan tanah terlantar sebagai obyek gugatan di PTUN. 


Tabel 5. Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Gugatan 
di Peradilan Tata Usaha Negara 


Subyek Taias Isi Putusan 
o | Provinsi Hak beng No Putusan PTUN TUN 


PT. PKP 235,6400 | 13/G/2012/PTUN-SRG. NM 
1 Banten 
PT. PW 66.4000 | 16//G/2012/PTUN- 
SRG. 


2 PT. SFP 23,712,0000 | 35/G/2012/PTUN-JKT 


N 
3 
4 


712, 
apes Irmos 1 ssessoolowenorrrunaar Jim 
ata Tas mun jieenamunaar ja 
Pa aa AA ON 
PN PE MERK 
9 | Sulteng 

Na me 
3 BI : 


l11 |Sumuc | PT. LS 1,077.5092 | 125/G/2013/PTUN-JKT 
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PT. Tratak 25/G/2013/PTUN-JKT. | BPN Menang 
PT. MI 152.6590 | 90 PK/TUN/2016 BPN Menang 


PT. PAS 183.0000 | 25/G/2014/PTUNJKT | BPN Menang 


Sumber: Diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal 


Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kementerian ATR/BPN. 

Dari beberapa putusan di atas yang menjadi perdebatan dalam 
pokok perkara adalah mengenai penafsiran kata “dengan sengaja” dan 
“tidak disengaja” sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 UUPA 
dan Pasal 2 PP No. 11 Tahun 2010 jo Pasal 1 angka 6 Perkaban No. 4 
Tahun 2010. Aturan tersebut menyatakan: “Tanah diterlantarkan kalau 
dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat 
dan tujuan daripada haknya”. Pasal 3 huruf a PP No. 11 Tahun 2010 
yang berbunyi: “Tidak termasuk penertiban tanah terlantar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 adalah tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan 
atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan 
sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya". 
Penjelasan resmi pasal-pasal tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut apa 
yang dimaksud dengan sengaja, tidak diusahakan, tidak dipergunakan 
atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan 
pemberian hak atau dasar penguasaannya. Sehingga, bisa ditafsirkan 


bermacam-macam tanpa batasan yang jelas. 


Filosofi penertiban tanah terlantar adalah “dengan sengaja”, 
tidak adanya penjelasan resmi tentang pengertian-pengertian tersebut, 
menjadi perdebatan dalam kasus penetapan tanah terlantar sebagai perkara 
di Pengadilan Tata Usaha negara. Misalnya, tanah tidak mengusahakan, 
mengunakan atau tidak memanfaatkan tanah karena disebabkan: (i) 
adanya pendudukan atau klaim dari masyarakat, (ii) akibat terjadinya 
krisis moneter, (iii) adanya sengketa ekternal masyarakat dengan 
perusahaan maupun perselisihan internal para pemegang saham, (iv) 


faktor tumpang tindih peraturan dan kebijakan antar instansi yang 


68 Pengertian dengan sengaja dalam kamus KBBI diartikan dimaksudkan/ 
direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga 
Uakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 1035. 
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berbeda-beda, (v) karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan 
(vi) hambatan dalam pembebasan lahan dan ganti rugi serta konflik 
mengenai batas. Apakah permasalahan-permasalahan ini sudah dapat 
memenuhi unsur “dengan sengaja” dan dapat dikategorikan sebagai 
menelantarkan tanahnya. Adanya hambatan-hambatan pemanfaatan 
tanah dapat dikatagorikan sebagai unsur ketidak sengajaan dan tidak 
dapat dikatagorikan sebagai tanah terlantar. Untuk memperjelas unsur 
dengan sengaja dengan tidak sengaja dibuat katagorisasi berdasarkan 
tabel berikut. 
Tabel 6. Perbedaan Unsur “Dengan Sengaja” 
dan “Tidak Sengaja” 


ngaji: Tidak Sengaja 


. Tidak mengajukan permohonan 


hak untuk dasar penguasaan tanah, 
sengaja tidak diurus ijinnya, tidak 
dikuasai atau tidak dibangun sesuai 
tujuan pemberian haknya 

. Tidak menggunakan tanahnya 
sesuai dengan sifat dan tujuan 
pemberian haknya, misalnya 
peruntukannya seharusnya untuk 
HGU perkebunan tidak digunakan 
untuk perkebunan. 

. Pemegang hak tidak memiliki 
kemampuan dari segi ekonomi dan 
keterbatasan angaran. 

. Penggunaan tanah tidak sesuai 
dengan Surat Keputusan atau dasar 
penguasaan tanah, 

. Faktor alamiah tanah (faktor ke- 
suburan tanah, tanah lereng yang 
terjal, rawan banjir, dst) 


Tanah yang sedang dalam keadaan 
sengketa atau menjadi obyek perkara 
di pengadilan, 

Adanya pendudukan atau klaim dari 
masyarakat. 

Akibat terjadinya krisis moneter. 
Adanya sengketa eksternal masyarakat 
dengan perusahaan maupun perselisi- 
han internal para pemegang saham. 
Faktor tumpang tindih peraturan 

dan kebijakan antar instansi yang 
berbeda-beda. 

Karena perubahan Rencana Tata 
Ruang Wilayah. 

Terkendala/tidak dikeluarkan ijin dari 
instansi terkait. 

Tanah yang berada dalam area suaka 
margasatwa dan/atau cagar budaya, 
dan dalam kawasan lindung: 
Kemampuan tanah secara teknis tidak 
mendukung dan faktor bencana alam 


Pengertian yang dimaksud tidak digunakan, tidak dimanfaatkan 
dan tidak diusahakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak 
adalah tanah yang di indikasikan tidak dimanfaatkan, tidak digunakan 
atau tidak dimanfaatkan, seperti tidak diurus ijinnya, tidak dikuasai atau 
tidak dibangun sesuai tujuan pemberian haknya. Sesuai dengan keadaan 


bisa juga diartikan kondisi dan keadaan setempat misalnya terkait tata 
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ruang wilayah, bisa juga keadaan fisik tanah misalnya, tanahnya kosong, 
semak belukar. Sehingga, dapat dikatakan tidak dimanfaatkan sesuai 
keadaannya. Kemudian sesuai dengan sifat dan tujuannya atau disebut 
juga “sesuai peruntukannya”, misalnya peruntukannya seharusnya 
untuk HGU perkebunan tidak digunakan untuk perkebunan atau 


peruntukannya untuk tanaman sawit tetapi yang ditanam tanaman karet. 


Cornelis van Vollenhoven memberikan istilah tanah terlantar 
dengan de woeste gronden yang diartikan “tanah-tanah liar” atau tidak 
diusahakan.” De woeste gronden lawan katannya adalah de bouwuelden 
yang diartikan sebagai tanah-tanah pertanian yang telah diusahakan 
oleh seseorang. Pengertian tanah terlantar menurut Boedi Harsono 
memandang tanah terlantar lebih mengarah pada terjadinya peristiwa 
hukum karena perbuatan manusia, sehingga hak atas tanah menjadi 
hapus. Hapusnya hak atas tanah harus dinyatakan dengan surat 
keputusan oleh pejabat yang berwenang, sebagai sanksi terhadap tidak 
dipenuhinya oleh pemegang hak yang bersangkutan kewajiban tertentu 
atau dilanggarnya sesuatu larangan.'" A.P. Parlindungan mengemukakan 
konsep tanah terlantar dengan merujuk pada hukum adat yaitu sesuai 
dengan karakter tanah terlantar (kondisi fisik) yang telah berubah dalam 
waktu tertentu maka haknya gugur, tanah kembali pada hak ulayat.” 
Pendapat lain yang dikemukakan oleh Luthfi Ibrahim Nasution adalah 
tanah terlantar yang oleh subyek hukum yang menguasainya dengan 
sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dari 
tujuan haknya, peruntukannya dan atau kemampuan alamiahnya.” 
Demikian juga menurut Sarjita yang membedakan tanah terlantar 
secara fisik dan tanah terlantar secara yuridis. Tanah terlantar secara 


fisik (didasarkan pada kondisi lapang) yang tidak dimanfaatkan atau 


69 Cornelis van Vollenhoven, De Indonesier en Zijngrond diterjemahkan oleh 
Soewargono, Orang Indonesia dan Tanahya, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dalam 
Negeri, 1975), hlm 8. 

70 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria, Isi dan Penjelasannya, Edisi Revisi, (Jakarta: Djambatan, 2008), 
hlm 331 dan 336. 

71 AA. P. Parlindungan, Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA, 
(Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 7. 

72  Astina, Studi Tanah Terlantar di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Provinsi 
Sumatera Barat, Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 1997, hlm 27. 
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dibiarkan dalam keadaan tidak digunakan sesuai keadaan, sifat dan 
tujuan daripada haknya. Secara yuridis, di samping memenuhi kriteria 
tanah secara fisik, juga telah diterbitkan surat keputusan penetapan 


sebagai tanah terlantar.” 


Tanah terlantar apabila ditinjau dari asal kata terdiri dari dua kata 
yaitu “tanah” dan “terlantar”. Tanah mengandung pengertian permukaan 
bumi yang dalam pengunaanya meliputi juga tubuh bumi dan air serta 
ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut. Sedangkan 
“terlantar” mengandung pengertian tanah yang tidak dipelihara, tidak 
dirawat, tidak terurus, tidak dikerjakan, terbengkalai, tanah kosong/ 
tidur, maka pengertian yang dimikian dikategorikan sebagai tanah yang 
diterlantarkan. Namun dalam hubungan yang lain tanah yang dibiarkan 
tidak di manfaatkan juga dapat dikatagorikan sebagai tanah yang tidak 
terlantar, dalam arti penelantaran tanah juga bisa menguntungkan 
manusia, misalnya manfaatnya termasuk revegetasi pasif dan reboisasi 
aktif, pengaturan air, pemulihan tanah/mempertahankan kesuburan 
tanah, siklus nutrisi dan peningkatan keanekaragaman. Demikian juga 
dengan sebagian tanah seperempat atau setengah tidak dimanfaatkan 
karena ada beberapa tanaman membutuhkan ruang kosong tidak 


ditanami untuk menjaga kualitas yang bermutu. 
2. Soal Surat Peringatan 


Berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian dari Panitia C Kepala 
Kantor Wilayah BPN memberitahukan kepada pemegang hak sekaligus 
memberikan peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga masing- 
masing dalam jangka waktu satu bulan. Pemegang Hak diberikan 
kesempatan untuk melakukan tindakan konkret yaitu mengusahakan 
tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, 
mengajukan permohonan perubahan hak dalam hal tanah yang 
digunakan tidak sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya, 
mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan atas tanah 


mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanahnya sesuai ijin 


73  Sarjita, Kajian Yuridis.. Op Cit. 
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dari pejabat yang berwenang, dalam masa peringatan pertama, kedua, 
ketiga mana, Pemegang Hak wajib menyampaikan laporan kemajuan 
dan pemanfaatan tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dengan 


tembusan Kepala Kantor Pertanahan. 


Tindakan kongret pertama yang dilakukan oleh pemegang hak 
setelah mendapatkan surat peringatan biasanya adalah: Pertama, Pemegang 
Hak melakukan audensi klarifikasi dan menjelaskan situasi kondisi tanah 
kepada Kakanwil Pertanahan atau ke BPN Pusat. Proses klarifikasi oleh 
Pemegang Hak sebenar dapat dilakukan proses negoisasi dengan cara 
win-win solution untuk mengetahui faktor penyebab dan berapa luas 
tanah yang diterlantarkan serta dapat disepakati berapa luas tanah yang 
tidak dimanfaatkan tanpa harus proses peradilan. Kedua, Pemegang Hak 
harus melakukan tindakan kongret. Misalnya mengajukan permohonan 
perubahan hak atas tanah, mengurus ijin-ijin yang diperlukan dari 
pejabat yang berwenang, harus mulai melakukan kegiatan land clearing, 
harus mulai menanam yang ditunjukan dengan berkurangnya areal yang 
belum tertanam. Dalam konteks ini apakah sudah dapat dikategorikan 


sudah melaksanakan surat peringatan. 


Surat peringatan dalam jangka waktu satu bulan setelah ditegur 
adalah harus adasuatu progress terhadap suatu kegiatan kemajuan daripada 
sebelum ditegur. Pemegang hak setelah menerima peringatan biasanya 
melakukan land clearing yang dianggap telah melaksanakan teguran dan 
tidak perlu surat teguran yang kedua kecuali dia tidak melaksanakan 
teguran sama sekali, berbeda dengan pemerintah yang mengangap land 
clearing tidak termasuk dalam kegiatan mengusahaan tanahnya. Land 
clearing tidak mungkin seluruhnya selesai dalam jangka waktu satu 
atau dua bulan yang luasnya ribuan bahkan raturan ribu hektar, jadi 
sepanjang sudah dimulai dilakukan kegiatan awal maka dianggap sudah 
melaksanakan teguran dan tidak perlu surat teguran yang kedua atau 
ketiga kecuali dia tidak melaksanakan teguran sama sekali. Di sisi lain, 
proses pelaksanaan land clearing memerlukan kegiatan-kegiatan seperti 
mempersiapan kontrak kerja atau kontraktor untuk membersihkan lahan, 
melakukan survey ke lokasi lapangan sebelum melakukan pekerjaan 


seperti status lahan, medannya dan juga mempersiapkan alatnya 
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bulldozer, excavator, juga persiapan pembuatan camp, mobilisasi alat- 
alat, kemudian melakukan perintisan lahan, yang memerlukan waktu 


yang lama. 


Kegiatan land clearing oleh BPN tidak dianggap sebagai tindakan 
konkret mengusahakan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan 
pemberian haknya. Pertanyaan yang lazim diajukan BPN adalah kenapa 
tidak dari dulu tidak dikerjakan setelah mendapat hak atas tanahnya. 
Tentunya beragam jawabannya sesuai dengan faktor kondisinya. 
Misalnya, pertama, karena faktor fisik alamiah tanah, seperti faktor 
kesuburan tanah, rendahnya kesediaan air, lokasi yang rawan banjir, 
tanah berada lereng yang terjal, kedua, faktor sengketa tanah baik antar 
masyarakat dengan perusahaan maupun sengketa antar pemegang saham, 
ketiga, faktor ekonomi, kemampuan perusahaan untuk mengusahakan 
atau memanfaatkan tanah, keempat, faktor kebijakan pemerintah, 
misalnya dalam perolehan hak atas tanah harus ada izin lokasi atau 
pelepasan kawasan hutan, kebijakan antar instansi yang berbeda-beda, 


kelima, karena perubahan tata ruang. 


Mengenai jangka waktu pemberian peringatan, apabila 
dibandingkan dengan PP No. 36 Tahun 1998, pelaksanaannya di Kantor 
BPN yang membantu pelaksanaannya dibentuk tim penilaian, jangka 
waktu peringatan I, II dan III dengan jeda masing-masing satu Tahun. 
Sedangkan dalam PP No. 11 Tahun 2010, pelaksanaannya di Kanwil 
BPN Provinsi, yang membantu pelaksanaan adalah Panitia C dan jangka 
waktu peringatan I, II dan III dengan jeda antar peringatan hanya satu 
bulan. Perbedaan yang signifikan adalah PP No. 36 Tahun 1998 tidak 
ada target, sedangkan PP No. 11 Tahun 2010 ada target yang harus 
dilaksanakan sesuai target dari program pemerintah. Untuk mencapai 
target seringkali pemerintah mengalami kesulitan untuk mengambil 
kembali tanah yang dikategorikan sebagai tanah terlantar, hanya sedikit 
sekali tanah terlantar yang dapat dikuasai kembali oleh negara. 

Perbedaan yang signifikan adalah PP No. 36 Tahun 1998 tidak 
ada target, sedangkan PP No. 11 Tahun 2010 ada target yang harus 
dilaksanakan sesuai target dari program pemerintah. Untuk mencapai 


target seringkali pemerintah mengalami kesulitan untuk mengambil 
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kembali tanah yang dikategorikan sebagai tanah terlantar, hanya sedikit 
sekali tanah terlantar yang dapat dikuasai kembali oleh negara. Sampai 
saat ini Tanah Obyek Reforma Agaria dari tanah terlantar baru 23 ribu 
hektar yang teridentifikasi (t 5Y6 dari target 400 ribu hektar), sehingga 


akan sulit untuk mencapai target.” 
3. Prosedur Penertiban Tanah Terlantar 


Aspek prosedur dalam penertiban tanah terlantar adalah titik 
krusial apabila terdapat gugatan atas penetapan tanah terlantar, dalam 
banyak kasus gugatan di aspek prosedur terdapat tahapan-tahapan 
yang tidak dipatuhi yang mengakibatkan pembatalan dan pencabutan 
surat keputusan penetapan tanah terlantar. Apabila aspek prosedur 
mengandung cacat yuridis dari segi prosedur, maka dari segi substansi 
pengadilan tidak dipertimbangkannya lagi dan dianggap surat keputusan 
penetapan tanah terlantar melanggar asas-asas umum pemerintahan 
yang baik. 

Prosedur penertiban tanah terlantar berpedoman pada ketentuan 
Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 PP No. 11 Tahun 2010, jo Pasal 3 Perkaban 
No. 4 Tahun 2010, yang pada pokoknya membagi 4 (empat) bagian 
tahapan penertiban tanah terlantar sebelum penetapan tanah terlantar 
dikeluarkan, yaitu: (i) Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan 
atas tanah yang terindikasi terlantar, (ii) Identifikasi dan penelitian 
tanah terindikasi terlantar, (iii) Peringatan terhadap pemegang hak, (iv) 


Penetapan tanah terlantar. 
a.) Inventarisasi tanah terindikasi terlantar 


Prosedur atau tahapan Inventarisasi tanah terlantar dilaksanakan 
oleh Kepala Kantor Wilayah yang diperoleh informasi dari hasil 
pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, atau 
dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, 
atau pemegang hak. Untuk kelancaran kegiatan inventarisasi, 
pemegang hak telah diberitahukan kewajibannya untuk melaporkan 


penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keputusan 


74 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bahan Tayang: Rapat Koordinasi 
Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, 17 Mei 2017. 
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pemberian hak atau dasar penguasaan tanah dari pejabat yang 
berwenang. Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan 
g 


melalui pengumpulan data tekstual dan data spasial.” 


Pada umumnya kesalahan prosedur pada proses inventarisasi 


disebabkan beberapa hal sebagai berikut: 


1.) Tidak adanya informasi yang jelas mengenai laporan tertulis 
dari masyarakat, atau pemegang hak sebagaimana diatur dalam 
Pasal 4 ayat (2) Perkaban No. 4 Tahun 2010. 


2.) Dalam hal memberitahukan kepada pemegang hak akan 
kewajiban melaporkan penggunaan dan pemanfaatan tanah, 
ternyata tahapan identifikasi dan penelitian berdasarkan sudah 
dilakukan, padahal sesuai tahapan yang telah ditentukan, 
identifikasi dan penelitian baru dapat dilakukan setelah tahapan 
inventarisasi tanah terlantar selesai dilaksanakan. 

3.) Tidak dapat membuktikan adanya pengumpulan data tekstual, 


dan data spasial sebagai mana diatur dalam Pasal 6 Perkaban 


No. 4 Tahun 2010. 


b.) Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar 


75 


Setelah inventarisasi tanah terindikasi terlantar ditindaklanjuti 
dengan identifikasi dan penelitian aspek administrasi dan penelitian 
lapangan yang meliputi terhitung 3 (tiga) Tahun sejak diterbitkan 
sertipikatnya atau terhitung sejak berakhirnya dasar penguasaan 
tersebut, dan Kepala Kantor Wilayah BPN menganalisis hasil 
inventarisasi untuk menyusun dan menetapkan target yang akan 
dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah terlantar 
berdasarkan pertimbangan lamanya tanah tersebut diterlantarkan 
dan/atau luas tanah yang terindikasi terlantar. Kemudian Kepala 
Kantor Wilayah BPN menyiapkan data dan informasi tanah 
terindikasi terlantar yang akan dijadikan target identifikasi dan 
penelitian, untuk keperluan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN 


memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Hak yang akan 


Pasal 4, 5 dan 6 Perkaban No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah 


Terlantar 
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Cc. 
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dilakukan identifikasi yang disampaikan langsung atau jika tidak 
dijumpai lagi sesuai alamat atau domisili, maka pemberitahuan 
dilakukan melalui pengumuman di Kantor Pertanahan dan 
pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah yang bersangkutan. 
Kepala Kantor Wilayah BPN membentuk Panitia C dan sekretariat 
Panitia C guna membantu menyiapkan data yang diperlukan dan 
membuat resume permasalahan tanah yang terindikasi terlantar. 
Panitia C melakukan identifikasi dan penelitian dan memberikan 


saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.” 


Kesalahan prosedur dalam tahap identifikasi dan penelitian adalah 
sebagai berikut: a) ketidak sesuaian dengan format surat yang telah 
ditentukan, sebagai yang telah ditentukan dalam lampiran perkaban, 
b) dalam melakukan identifikasi dan penelitian tidak sesuai dengan 
dasar kewenangan yang jelas (misalnya dalam surat tugas A yang 
melakukan penelitian B): c) permasalahan surat pemberitahuan 
kepada pemegang hak perihal akan diadakannya identifikasi dan 
penelitian lapangan oleh Panitia C, tidak sesuai tanggal surat 
pemberitahuan (misalnya dalam surat akan dilaksanakan pada 
tanggal 08 sampai dengan 11 Juli 2010, namun dilaksanakan pada 
tanggal 9 Juli 2010 dan 11 Juli 2010): d) Tidak ada laporan akhir 
hasil identifikasi dan penelitian tanah telah dilakukan, f) tidak ada 
analisis hasil inventarisasi untuk menyusun dan menetapkan target 


yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian. 
Peringatan terhadap pemegang hak 


Atas hasil identifikasi dan penelitian dari Panitia C Kepala Kantor 
Wilayah BPN memberitahukan kepada pemegang hak sekaligus 
memberikan peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga masing- 
masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemegang Hak diberikan 
kesempatan untuk melakukan tindakan konkret yaitu mengusahakan 
tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, 
mengajukan permohonan perubahan hak dalam hal tanah yang 


digunakan tidak sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya, 


Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Perkaban No. 4 Tahun 2010 


52 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 


mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan atas tanah 
mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanahnya sesuai 
ijin dari pejabat yang berwenang, dalam masa peringatan pertama, 
kedua, ketiga mana, Pemegang Hak wajib menyampaikan laporan 
kemajuan dan pemanfaatan tanah kepada Kepala Kantor Wilayah 
BPN dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan.” 


Kesalahan prosedur pada tahap peringatan hanya kesalahan 
format surat sesuai dengan lampiran dan kesalahan tanggal, seperti 
dalam memberikan peringatan I diberikan judul “pengumuman 
peringatan I”, karena waktu pengumuman peringatan | adalah 
sama dengan waktu pemberitahuan akan dilakukan identifikasi 
dan penelitian lapangan. Demikian juga pada peringatan I, II, dan 
HI kepada pemegang hak tidak sesuai dengan tanggal yang telah 
ditetapkan, misalnya peringatan kurang dari 30 hari sebagaimana 


yang telah ditetapkan. 


d.) Penetapan tanah terlantar 


77 


Kepala Kantor Wilayah BPN mengusulkan kepada Kepala BPN 
apabila Pemegang Hak tidak mematuhi peringatan ketiga dan tanah 
yang diusulkan tersebut dinyatakan dalam keadaan status guo dan 
tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud, dan 
kemudian Kepala BPN menetapkan keputusan penetepan tanah 
terlantar. Keputusan penetapan tanah terlantar diberikan sesuai 
persentase luas tanah yang diterlantarkan, dan tanah negara bekas 
tanah terlantar dikuasai langsung oleh negara. Berdasarkan keputusan 
penetapan tanah terlantar Kepala Kantor Pertanahan wajib mencoret 
sertipikat hak atas tanah dan/atau sertipikat dari daftar umum 
dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran tanah, dan 
mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu sebulan 
setelah dikeluarkannya keputusan Kepala BPN yang menyatakan 
sertipikat tersebut tidak berlaku, tanah yang telah ditetapkan sebagai 
tanah terlantar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 


ditetapkan wajib dikosongkan oleh Pemegang Hak dan apabila 


Pasal 14, 15 dan 16 Perkaban No. 4 Tahun 2010 
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tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka benda-benda di atasnya 


dikuasai langsung oleh negara.” 
4. Pemeriksaan Fisik Lapangan/ Obyek Sengketa 


Salah satu kegiatan penyiapan data dan informasi tanah terindikasi 
terlantar yang akan dijadikan target identifikasi dan penelitian adalah 
pemeriksaan fisik berupa letak batas, penggunaan dan pemanfaatan tanah 
dengan menggunakan teknologi yang ada, melaksanakan ploting letak 
penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan berdasarkan 


hasil pemeriksaan fisik. 


Permasalahan pemeriksaan fisik lapangan di sengketa tidak 
dilakukan secara memadai, hanya mendatangi Kantor Pemegang 
Hak dan hanya mengambil satu titik sampel di masing-masing areal 
obyek sengketa, serta tidak dilakukan ploting letak penggunaan dan 
pemanfaatan tanah sebagaimana mestinya, bahkan tidak turun ke 
lokasi areal yang dianggap terlantar yang dianggap sebagai pemeriksaan 
formalitas saja. Prosedur ini yang mewajibkan dilakukannya pemeriksaan 
fisik berupa batas dan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah. 
Tidak dilakukannya pemeriksaan fisik yang memadai mengakibatkan 
tidak memperoleh gambaran yang komprehensif atas kondisi riil di 
lapangan, berapa luasannya yang diterlantarkan dan berapa luas yang 


telah dimanfaatkan sebagai tanah terlantar. 


Kelemahan dalam pemeriksaan fisik di lapangan, hal ini dapat 
dipahami karena berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan birokrasi 
pertanahan dan keterbatasan sumberdaya manusia serta keterbatasan 
sarana dan prasarana. Keterbatasan ini beralasan, karena: a) lokasi tanah 
yang telah ditetapkansangatjauh dari kota (kantor BPN) khususnya untuk 
areal HGU dan tanahnya dalam jumlah yang luas, untuk pemeriksaan 
fisik lapangan memerlukan waktu yang lama bahkan sangat sulit untuk 
memakai kendaraan roda empat, untuk daerah-daerah tertentu harus 
sewa kapal untuk sampai lokasi, untuk itu memerlukan biaya-biaya yang 
sangat besar, namun dalam prakteknya biaya-biaya pemeriksaan fisik di 


lapangan hanya berbasis Surat Perjalanan Dinas yang biayanya sangat 


78 Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan Pasal 23 Perkaban No. 4 Tahun 2010 
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minim, bahkan harus keluar biaya pribadi, tidak sebanding dengan 
nilai yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, jika dirupiahkan nilainya 


milayaran: b) sumber daya manusia dan teknologi yang terbatas. 
5. Peran Serta Masyarakat 


Proses penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar terkandung 
konsep partisipasi dan pemberdayaan. Dalam konsep partisipasi, 
masyarakat sekitar lokasi dapat berperan serta dalam bentuk melaporkan 
keberadaan tanah terlantar. Ketentuan yang mengatur peran serta 
masyarakat dalam penertiban tanah terlantar telah diakomodir dalam 
Pasal 4 ayat (2) Perkaban No. 4 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai 
berikut: “Informasi tanah terindikasi terlantar diperoleh dari hasil 
pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, atau 
dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau 
pemegang hak”. Sedangkan dalam konsep pemberdayaan masyarakat 
dapat mengusulkan pemanfaatan tanah sesuai peraturan dan kebutuhan 
setempat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) PP No. 11 Tahun 
2010 menyatakan: “Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, 
dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan 
masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis 


negara serta untuk cadangan negara lainnya”. 


Partisipasi masyarakat dalam penertiban tanah terlantar menjadi 
hal yang sangat penting ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa 
masyarakatlah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah 
yang dihadapi oleh masyarakat. Partisipasi ini dapat diwujudkan dalam 
bentuk tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna 
bagi pelaksanaan penertiban tanah terlantar. Selain itu, partisipasi 
masyarakat untuk meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf 
hidup masyarakat yang bersangkutan, apabila tanah dari penertiban 
tanah terlantar dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat itu 
sendiri. Menurut Upholf partisipasi masyarakat dapat diinterpretasikan 
bermacam-macam di antaranya partisipasi adalah gerakan masyarakat 
untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan 


kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta 
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dalam mengevaluasinya.” 


Peran serta masyarakat di bidang pertanahan diatur juga dalam Pasal 
65 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penyelenggaraan 
penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran 
masyarakat melalui partisipasi dalam penyusunan, pemanfaatan dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan mengenai bentuk 
dan tatacara Peran serta masyarakat dalam penataan ruang diatur PP 
No. 68 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 26 
Tahun 2007. Bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang antara 
lain berupa masukan serta kerja sama dalam perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun tata 
cara peran masyarakat dilaksanakan sesuai tahap perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang 

Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria juga 
mengamanatkan struktur pelaksana reforma agraria untuk melibatkan 
peran serta masyarakat mengatur peran serta masyarakat. Perpres 
menyebutkan keharusan Tim Reforma Agraria Nasional dan Gugus 
Tugas Reforma Agraria di semua tingkatan untuk melibatkan peran 
serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Reforma Agraria. 
Keterlibatan masyarakat berupa pengusulan Tanah reforma Agraria 
(TORA), penerima TORA, dan jenis penataan akses: dan/ atau 


penyampaian masukan dalam penanganan Sengketa dan Konflik Agraria. 


Partisipasi masyarakat dapat digerakkan atau dibangun dengan 
memberikan motivasi melalui berbagai upaya, meliputi: Pertama, 
sosialiasasi dan penyuluhan penertiban dan pendayagunaan tanah 
terlantar, upaya ini bertujuan agar masyarakat mengetahui hak dan 
kewajiban dalam berpartisipasi secara aktif, dengan harapan terjadi 
kesamaan persepsi dan pola pengambilan manfaat ekonomi atas 
sumber-sumber agraria di areal tanah terlantar: Kedua, penguatan 


kelembagaan kelompok masyarakat sekitar tanah terlantar, sebagai 


79  Ratmono, Pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam percepatan 
pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, Prosiding Seminar Nasional 
Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL dan 
Respon Solusinya, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), 2007. 
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upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dan agar mempunyai 
kemampuan untuk melakukan proses pengambilan keputusan tentang 
dirinya dan lingkungan hidupnya: Ketiga, koordinasi, sebagai upaya 
untuk saling memberikan informasi adanya tanah terlantar ataupun 
apabila ada perkara tanah terlantar sebagai sengketa di pengadilan 


dengan memberikan data, fakta dan kesaksian dipersidangan. 


Peran serta masyarakat dalam penertiban tanah terlantar dapat 
dilihat dari perjuangan Omah Tani Batang,” dalam memperjuangkan 
dan menegakkan keadilan sumber daya agraria dan pengelolaanya untuk 
meningkatkan penghidupan, derajat dan martabat kaum tani, dengan 
dengan cara aksi-aksi dengan reclaiming, pembabatan kebun, pendudukan 
lahan, pemblokiran akses jalan perkebunan, pemasangan spanduk atau 
papan protes, aksi massa. Usaha-usaha yang dilakukan Omah tani telah 
berhasil, misalnya pada Tahun 2004 BPN menyerahkan 800 sertipikat 
atas 52 hektar tanah sengketa di Desa Sindangdesa dan Desa Kebumen 
Kecamatan Tulis, Batang. Kemudian pada Tahun 2008 Perum Perhutani 
KPH Kendal menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) 
perdamaian atas konflik tanah sejak 1967 di wilayah Desa Sengon, Desa 
Gondang, dan Desa Kuripan, Kecamatan Subah dengan 1.200 keluarga 
penggarap atas 152 hektar tanah yang dipersengketakan. Penyelesaian 
konflik dengan Perum Perhutani menjadi dasar proses ecolabeling tingkat 
dunia dengan supervisi dari Word Mark. Pada 2010 anggota Omah Tani 
sebanyak 145 kepala keluarga mendapatkan tanah sedimentasi seluas 46 
hektar di Desa Kuripan, Kecamatan Subah." 


Peran serta Omah Tani dalam penertiban tanah terlantar PT 


Tratak Batang melalui perjuangan panjang. PT Perkebunan Tratak 


80 Omah Tani dulunya adalah Forum Perjuangan Petani dan Nelayan Batang 
Pekalongan (FP2NBP), didirikan pada Tahun 1999, karena terjadi pemisahan 
organisasi berdasar administrasi wilayah, FP2NBP berubah nama menjadi Forum 
Perjuangan Petani Batang (FPPB), pada Tahun 2009 FPPB bermetamarfosis 
menjadi Omah Tani yang di pimpin oleh Handoko. Hilma Safitri, Gerakan Politik 
Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang (FPPB), (Bandung: Yayasan Akatiga, 
2010), hlm 48. 

81 Dian Aries Mujiburohman dan Westi Utami, Penertiban dan Pendayagunaan 
Tanah Terlantar Eks PT. Perkebunan Tratak Batang, dalam Reforma Kelembagaan 
dan Kebijakan Agraria: Hasil Penelitian Strategis (Yogyakarta: STPN Press, 2015), 
hlm 202-206. 
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ditetapkan sebagai tanah terlantar dan mendapatkan perlawanan dengan 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, peran omah 
tani dalam sengketa di pengadilan sangat besar, disamping melakukan 
aksi-aksi demontrasi, audiensi bahkan reclaming, juga menyuplai data- 
data, dokumen ke Kantor Pertanahan, serta Omah Tani masuk kedalam 
Tergugat Intervensi di Peradilan Tata Usaha Negara. peran Omah 
Tani juga diakui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.” 
Keberhasilan dalam memenangkan gugatan yang diajukan oleh PT. 
Perkebunan Tratak terhadap SK Nomor 7/PTT-HGU/BPN RI tentang 
Penetapan Tanah terlantar, tentunya tidak terlepas dari peran serta Omah 


Tani Batang. 


Demikian juga yang dilakukan oleh masyarakat Cipari Cilacap 
dalam memperjuangankan tanah negara eks HGU PT. Rumpun 
Sari Antan (RSA) seluas 291 hektar yang menjadi obyek redistribusi. 
Cara yang dilakukan adalah dengan mengorganisasikan diri dengan 
menduduki, memasang patok-patok tanda batas, menggarap tanah 
yang didudukinya, demontrasi-demontrasi dan berjuang secara melalui 
pengajuan surat gugatan atau keberatan-keberatan kepada pihak-pihak 
terkait. Di samping itu, masyarakat juga membentuk kelompok- 
kelompok tani lokal. Kemudian, pengorganisasian ini berkembang atas 
bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat Serikat Tani Merdeka (SeTAM), 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Lembaga Kajian dan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU.$ 


Menurut KPA mulai 2016 s/d 2018, baru 4 lokasi usulan 
Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang akhirnya mendapatkan 
pengakuan penuh dari pemerintah, yaitu di Garut, Ciamis, Batang dan 
Minahasa Tenggara, dengan total luasan 785,201 hektar bagi 1.573 
penggarap. Keempat lokasi merupakan wilayah konflik agraria petani 


dengan perusahaan perkebunan swasta eks HGU habis. 


82  Ibid 

83  Sutaryono, Ari Satya Dwipraja, dan Dede Novi Maulana, Persepsi Aktor Lokal 
Dalam Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah, Hasil Penelitian Strategis 
dalam Penataan dan Pengelolaan Pertanahan Yang Mensejahterakan Masyarakat, 
(Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm 115-116. 
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Tabel 7. Realisasi Redistribusi Tanah Era Jokowi di Basis KPA 


Nama Lokasi 


Desa Mangkit, Kec. Belang, 
Kab. Minahasa Tenggara, 
Provinsi Sulawesi Utara 


Desa Pamegatan, Kec. 
Cikajang, Kab. Garut, 


Provinsi Jawa Barat 


Desa Pasawahan, Kec. 
Banjarsari, Kab. Ciamis, 
Provinsi Jawa Barat 

Desa Tumbrek, Kec. Bandar, 
Kab. Batang, Provinsi Jawa 


Tengah 


Jumlah Penerima 
Obyek Redistri- 
busi Tanah (jiwa) 


Organisasi 
Tani 


Luas 
(Ha) 
Serikat Petani 
30,9 


Minahasa 


Serikat Petani 
Badega 


89,841 


491 
557 
Serikat Petani 100 
Pasundan 
-Ciamis 
Forum 425 
Perjuangan 
Petani Batang 


| Jumlah — |” 178520101 —— 1573 


Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium 


Pembaruan Agraria: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik, 
(KPA 2019), hlm 55. 

LPRA Desa Mangkit, Minahasa Tenggara merupakan lokasi 
redistribusi tanah eks HGU perkebunan swasta seluas 444 hektar kepada 
491 penggarap. Desa Mangkit telah berkonflik selama kurang lebih 30 
Tahun lamanya. LPRA di wilayah konflik PTPN (BUMN) dan kawasan 
hutan (Perhutani, HTI dll.) hingga saat ini masih belum menemukan 
titik terangnya. Selain itu, catatan dari pengalaman redistribusi di 4 
lokasi menunjukkan bahwa, pemerintah bersifat “menunggu bola” 
untuk mensertifikatkan. Proses penataan ulang struktur pemilikan dan 
penggunaan tanah, penataan ulang desa, serta penataan produksi dan 
ekonomi secara kolektif disiapkan oleh masyarakat atas dasar kesadaran 


kritis reforma agraria, bukan karena “satu paket” kebijakan.“ 


84 Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium 
Pembaruan Agraria: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik, (KPA 
2019), h 55. 
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Namun di tempat Jain, peran serta masyarakat terbanding terbalik 
dalam penertiban tanah terlantar, masyarakat membantu Pemegang 
Hak/Penggugat dalam kesaksiannya dalam proses peradilan. Tugas 
dan beban berat BPN untuk melakukan pemberdayaan masyarakat 
dengan cara memeberikan penyuluhan, program dan kebijakannya, 
sehingga masyarakat dapat mengorganisasikan dirinya sebagai motor 
pengerak dan bukan penerima manfaat saja. Sebagaimana dinyatakan 
oleh Mardikanto, bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat untuk 
perbaikan kelembagaan (better institution), perbaikan usaha (better 
business), perbaikan pendapatan (better income), perbaikan lingkungan 
(better environment), perbaikan kehidupan (better living) dan perbaikan 


masyarakat (better community). 


B. Esensi Keadilan dalam Penertiban Tanah Terlantar 


Salah satu fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk 
melindungi hak-hak warga masyarakat seringkali harus berhadapan 
dengan diskursus pilihan antara keadilan dan kepastian hukum. 
Tidak jarang terjadi, kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. 
Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan (kepastian 
hukum), tetapi bila dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan 
tidak adil (lex dura sed tamen scripta: hukum itu kejam, tetapi demikianlah 
bunyinya). Berbagai macam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 
dapat digugat ke PTUN, hal ini disebabkan berbagai macam perbuatan 
pejabat tata usaha negara seperti perijinan (vergunning), dispensasi, 
konsesi, dan pengurusan surat-surat dituangkan dalam bentuk keputusan 


pejabat (beschikking).” 


85 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility: Tanggungjawab Sosial 
Korporasi (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 202. 

86  Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: 
Liberty, 2000), hlm 90. 

87  Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan 
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm 57. 
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Keadilan senantiasa menjadi suatu obyek perdebatan, keadilan 
seringkali ditafsirkan berbeda-beda, tergantung dari perspektif mana 
melihatnya. Berbicara keadilan akan selalu relevan dalam setiap 


penyelesain masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum. 


Perdebatan penafsiran secara teoritis maupun dalam penerapannya 
mengemuka kembali ketika keadilan dipertanyakan terhadap kasus- 
kasus yang dialami oleh masyarakat. Misalnya kasus penegakan hukum 
terhadap Minah asal Banyumas, perbuatan isengnya memetik 3 buah 
kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), bahkan untuk 
perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 
3 bulan. Kasus AAL yang didakwa bersalah mencuri sandal jepit karena 
mencuri barang milik orang lain, walaupun AAL dibebaskan dari hukuman 
dan dikembalikan kepada orang tuanya.” Kasus Asyani asal Situbondo 
didakwa mencuri dua batang pohon jati milik perhutani untuk dibuat 
tempat tidur. Namun Asyani membantah dengan alasan batang pohon jati 
itu diambil dari lahannya sendiri oleh almarhum suaminya 5 Tahun silam.” 
Demikian juga yang dialami Tajudin di Tangerang yang dipenjara sembilan 
bulan atas tuduhan mengeksploitasi anak, yaitu mempekerjakan Cepi 
dan Dendi untuk ikut membantu menjual cobek dagangannya, Tajudin 
dijebloskan ke penjara.” Dalam konteks di atas hakim menegakan peraturan 
bukan menegakan keadilan. Meskipun ketentuan hukum mencuri atau 
mengambil barang orang lain sekecil apa pun tanpa izin adalah perbuatan 
melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan. Namun, apakah hal itu 


sudah sesuai rasa keadilan di masyarakat. 


88 Detik.com, Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari, https:// 
news.detik.com/berita/d-1244955 /mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah- 
dihukum-1-bulan15-hari, diakses tanggal 21 Januari 2019. 

89 Ary Wibowo, Kejamnya Keadilan “Sandal Jepit”, https://nasional.kompas.com/ 
read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.yo20Keadilan.SandalJepit, diakses 
tanggal 21 Januari 2019. 

90 Antara News, Nenek Asyani banding atas vonis satu Tahun, https://www. 
antaranews.com/berita/492439/nenek-asyani-banding-atas-vonis-satu-Tahun, 
diakses tanggal 21 Januari 2019. 

91 detikNews, Cerita Si Miskin Penjual Cobek Dipenjara 9 Bulan Tanpa Dosa, https:// 
news.detik.com/berita/d-3394896 /cerita-si-miskin-penjual-cobek-dipenjara-9- 
bulan-tanpa dosa, https://news.detik.com/berita/d-3394896 /cerita-si-miskin- 
penjual-cobek-dipenjara-9-bulan-tanpa-dosa, diakses tanggal 21 Januari 2019. 
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Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan Hakim memiliki 
posisi dan peran penting, apalagi dengan segala kewenangan yang 
dimiliki. Melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak 
kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan 
tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, 
hingga memerintahkan penghilangan hak hidupseseorang, dan lain-lain.” 
Peran penting posisi hakim dinyatakan Taverne “beri aku seorang hakim 
yang jujur dan cerdas, dengan undang-undang paling buruk sekalipun, 
akan kuberikan putusan yang adil” ”' Demikian juga dengan pemeo yang 
menyatakan bahwa peraturan yang buruk tetapi pelaksanaannya yang 
baik, lebih baik dibanding peraturan yang baik dengan pelaksanaan yang 
buruk, tetapi lebih baik lagi jika peraturan yang baik dengan pelaksanaan 


yang baik pula.” Sejalan dengan pernyataan Ismail Saleh menyatakan, 


bahwa: 


“Menegakkan hukum bukanlah sekadar melaksanakan 
huruf, kalimat atau pasal “mati” dalam peraturan perundang- 
undangan sebagai hukum positif. Hukum positif mempunyai 
kekurangan-kekurangan atau kekosongan- kekosongan, karena 
sifat hukum positif memang tidak dapat mengikuti kecepatan 
dinamika perkembangan masyarakat, bahkan dalam beberapa 
hal ketinggalan dengan masalah-masalah yang timbul dalam 
masyarakat. Kekosongan hukum tersebut dapat diisi oleh hakim, 
sehingga hakim pun dalam hal ini menjadi pembuat hukum” .” 


Pernyataan Taverne dan Ismail Saleh ini mengigatkan kita tentang 
keadilan diruang pengadilan. Apa itu adil/keadilan? Beragam tafsir dan 
pengertian baik secara teoritis maupun dalam penerapannya. Penegakan 
hukum yang adil harapan semua orang. Penegakan hukum dalam 
pandangan Sudikno Mertokusumo, terdapat tiga unsur yang harus 
diperhatikan dan saling berkaitan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan 


92  Khudzaifah Dimyati, J. Djohansjah, Alexander Lay, Potret Profesionalisme Hakim 
dalam Putusan, Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri 2008, (Jakarta: 
Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm 1. 


93 Ibid, hlm 2. 


94  Musakkir, Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia, Cetakan Pertama, 
(Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm 150. 
95 Ibid, hlm 145 
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keadilan.” Sekalipun ketiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, 
namun mempunyai potensi untuk saling bertentangan masing-masing 
mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya. Penegakan hukum 
pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) 
bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan 
adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun 
demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna 
(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang 


dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.” 


Sebagaimana juga putusan PTUN yang menguji keabsahan/ 
legalitas suatu produk pejabat TUN dalam bentuk suatu KTUN 
(beschikking), seringkali harus berada dalam dialektika antara kepastian 
hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pengujian suatu produk KTUN 
terhadap norma-norma dasarnya lebih difokuskan pada pengujian dari 
segi formal dan prosedur penetapannya saja, daripada mempersoalkan 
substansi keadilan yang terkandung dalam kaidah hukumnya. Hal 
ini berarti kepastian hukum lebih dipentingkan dalam pertimbangan 


hukum putusan PTUN, daripada mempertimbangkan kemanfaatan, 
dan keadilan. 


Sebagaimana kasus sengketa surat keputusan penetapan tanah 
terlantar yang didominasi oleh kesalahan-kesalahan bersifat prosedur 
didalam putusannya, bahkan secara subtansi Hakim mengetahui pada 
waktu pemeriksaan lapang di obyek sengketa bahwa tanah tersebut 
benar-benar terlantar. Akan tetapi dikarenakan dalam pelaksanaan 
penertiban tanah terlantar terdapat tahapan-tahapan yang sebagian kecil 
tidak dilaksanakan, maka hakim tetap memutuskan surat keputusan 
penetapan tanah terlantar cacad yuridis dari segi prosedur, maka 


pengujian dari segi substansi tidak dipertimbangkan lagi. 


96  Mertokusumo, S, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, cet Kedua. (Yogyakarta: 
Liberty, 1999), hlm 145. 

97  Syafruddin Kalo, Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa 
Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran, Makalah disampaikan pada 
“Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, 
pada hari Jum'at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. 
Sisingamangaraja No. 18 Medan, hlm 5. 
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Kesalahan prosedur dalam keputusan penetapan tanah terlantar 
bukan bersifat subtansi, hanya bersifat prosedur, misalnya tahapan- 
tahapan penertiban tidak dilakukan secara berurutan, kesalahan 
adminstrasi/surat menyurat yang tidak sesuai dengan format yang telah 
ditentukan, kesalahan tanggal surat, ada satu atau dua tahapan yang tidak 
dilaksanakan, walaupun secara subtansi tidak ada urgensinya seperti 
tidak adanya laporan dalam bentuk tertulis, ketidaksesuain pejabat yang 


melaksanakan tugas dengan surat tugas. 


Seyogyanya dalam kasus-kasus seperti ini hakim berfikir progresif 
dapat mentoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar 
substansi keadilan dan kemanfaatan. Dengan kata lain, keadilan substantif 
bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan norma peraturan, namun 
dengan keadilan substantif berarti hakim dapat mengabaikan peraturan 
yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal- 
prosedural peraturan yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus 


menjamin kepastian hukum. 


Philipus M. Hadjon mengutarakan wewenang, prosedur dan 
substansi, ketiga aspek hukum merupakan landasan hukum untuk dapat 
dikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah. Pertama, aspek 
wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan 
ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku untuk itu, kedua, aspek prosedur, berarti bahwa 
ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara 
yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah, 
ketiga, aspek substansi, artinya menyangkut ketetapan atau keputusan. 
8 Alasan gugatan pada dasarnya adalah persoalan keabsahahan dari 
keputusan tata usaha negara yang menyangkut wewenang, prosedur dan 
subtansi.”” Aspek wewenang, Kepala BPN berwenang dalam membuat 
keputusan penetapan tanah terlantar dan dalam gugatannya para 
pengugat tidak mempermasalahkan kewenangannya. Permasalahannya 


pada aspek prosedur dan subtansi yang diuji di PTUN. 


98  Philipus, M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Jogjakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2008), hlm 326. 


99  Ibid, hlm 330. 
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Berdasarkan kasus-kasus penetapan tanah terlantar di PTUN, 
Hakim cenderung terkesan menerapkan norma hukum secara normatif- 
prosedural, memutus hanya berdasarkan peraturan (law in book5), 
seyogyanya hakim memutuskan berdasarkan hukum yang hidup 
dimasyarakat (Jiving law). hakim bukan hanya menegakan peraturan/ 
hukum tetapi juga harus menegakan keadilan, hakim juga bukan hanya 
sebagai corong undang-undang. Artinya hakim dituntut untuk memiliki 
keberanian mengambil keputusan sesuai dengan unsur penegakan 
hukum yaitu kepastian hukum, kemamfaatan, dan keadilan. sehingga 
keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan 
hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan 


memberikan keadilan formal. 


C. Pilihan Antara Keadilan Prosedural dan Keadilan Subtantif 
Dalam Penertiban Tanah Terlantar 
Konsep teori keadilan banyak para pakar membedakan keadilan ke 


dalam dua kategori, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. 
pada dataran teori, apa yang adil dalam norma, belum tentu adil dalam 
pelaksanaannya. Baik keadilan substantif dan keadilan prosedural 
mengalami masalah yang sama pada tataran pelaksanaan. Idealnya 
keadilan substantif dan keadilan prosedural haruslah berjalan selaras, 


serasi dan berimbang. 


Pengertian keadilan secara subtansi dapat dipahami bahwa 
benar adanya penelantaran tanah secara fisik tidak diusahakan, tidak 
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau 
sifatdan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Telah dijelaskan 
dimuka bahwa hakim mengetahui secara fisik adanya pelantaraan tanah, 
akan tetapi aspek prosedur dalam membuat keputusan penetapan tanah 
terlantar tidak ditaati, yang menyebabkan pembatalan dan pencabutan 
surat keputusan. Implikasi Pembatalan surat keputusan penetapan tanah 
terlantar berakibat pendayagunaan tanah terlantar untuk keperluan 
reforma agraria, program strategis negara dan tanah untuk cadangan 


negara negara tidak tercapai. 
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Pilihan antara keadilan prosedural dan keadilan subtantif, memang 
masih dalam perdebatan. Perumpamaan disampaikan oleh Yusril Ihza 
Mahendra:'” 


“Dalam kehidupan pribadi, seorang pria dan wanita ingin hidup 
bersama atas dasar saling cinta-mencintai. Namun keduanya 
memilih kumpul kebo sampai beranak-pinak. Kalau ditanya 
mengapa demikian, mereka jawab yang substansial keduanya 
ingin hidup bersama, urusan nikah hanyalah formalisme dan 
urusan prosedural belaka. Dalam konteks kumpul kebo ini, 
tidak sederhana membedakan antara yang substantif dan yang 
prosedural”. 


Dengan kata lain “ adil untuk ku, belum tentu adil buat mu”. Di 
dalam istilah keadilan substantif ini terkandung makna filosofis bahwa 
hakim tidak harus dibelenggu oleh aturan-aturan formal-prosedural atau 
bunyi undang-undang. Hakim boleh membuat hukum sendiri di luar 
udang-undang, jika undang-undang yang ada tidak memadai atau tidak 
memberi rasa keadilan." Pengertian keadilan substantif di dalam Black's 
Law Dictionary 7th Edition dimaknai sebagai: Justice Fairly Administered 
According to Rules of Substantive Law, Regardless of Any Procedural Errors 
Not Affecting The Litigants substantive Rights. (Keadilan yang diberikan 
sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat 
kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak 


substantif Penggugat).'” 


Ketaatan terhadap prosedur akan menghasilkan keadilan 
prosedural. Keadilan substansial akan sia-sia jika keadilan prosedural 
tidak diindahkan. Keadilan substansial juga akan sulit tercapai jika 
keadilan prosedural tidak diperhatikan. Oleh karena itu keadilan 


100 detikNews, Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural dalam Konteks Negara, 
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101 Mahfudz MD, Kelirumologi Keadilan Substantif, ://profmahfud.wordpress.com/ 
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66 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 


prosedural sama pentingnya keadilan substansial." Demikian juga 
dalam pandangan Dian Rositawati, dalam mengadili sesuatu perkara apa 
saja, hakim dapat saja atau berwenang mengesampingkan berlakunya 
sesuatu peraturan atau tidak memberlakukan sesuatu peraturan tertentu, 
baik seluruhnya (totalitas) ataupun sebagiannya. Mekanisme demikian 
ini dapat pula disebut sebagai judicial review yang bersifat prosessual, 


atau judicial review yang bersifat substansial.“ 


Keadilan subtantif hak atas tanah dimaknai bagaimana masyarakat 
mempuyai akses terhadap pemilikan, dalam penggunaan dan 
pemanfaatan tanah, mengurangi konsentrasi pemilikan dan penguasaan 
tanah, dari tangan segelintir orang pihak, serta memperkuat kepastian hak 
dan akses atas pemilikan dan penguasaan tanah bagi kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat, khususnya petani miskin. Seperti yang dijanjikan 


pemerintahan Jokowi JK bahwa 9 Juta hektar untuk Reforma Agraria. 


Peran hakim PTUN dalam penegakan hukum seyogyanya 
keadilan subtantif yang diprioritaskan. Keadilan subtantif yang dimaksud 
adalah keadaan fisik bahwa benar tanah tersebut diterlantarkan. Hakim 
harus merujuk pada sidang pemeriksaan setempat sebagaimana diatur 
dalam SEMA No. 7 Tahun 2001. Pemeriksaan setempat ini adalah 
pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung ke lokasi yang menjadi 
sengketa. Tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan 
jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas obyek tanah terlantar 
yang berpekara. Dihadiri oleh para pihak dan saksi. Hasil Pemeriksaan 
Setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, 
oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim dan 
dapat dijadikan dasar mengabulkan atau membatalkan gugatan. Dalam 
hal dalilnya keputusan penetapan tanah terlantar dibantah oleh pihak 
pengugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat bahwa 


tanah tesebut diterlantarkan luas, maka pemeriksaan setempat dapat 


103 Cekli Setya Pratiwi, Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural dan Substansial 
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2. 
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menjadikan dasar oleh hakim untuk membatalkan gugatan. 


Pemeriksaan setempat berperan penting dalam menciptakan 
keadilan subtantif dalam penertiban tanah terlantar. Hakim dalam 
putusannya semestinya menggunakan pendekatan hukum progresif 
dibandingkan menggunakan pendekatan tafsir tekstual untuk memenuhi 
keadilan. Seperti yang di contohkan oleh para hakim Mahkamah 
Konstitusi yang menganut hukum progresif. Sebuah konsep hukum 
yang tidak terkukung kepada konsep teks undang-undang semata, tetapi 
juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. MK tidak 
sekedar peradilan yang hanya menjadi corong sebuah undang-undang. 
Misalnya kasus Kasus terkait dengan pengujian UU Nomor 27 Tahun 
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) memperlihatkan 
MK sama sekali tidak terkukung bunyi teks pasal-pasal. UU MD3 
eksplisit menyebutkan bahwa Ketua MPR berasal dari unsur anggota 
DPR saja. Namun dengan pertimbangan hukum yang jelas berdasarkan 
UUD 1945, MK kemudian memutuskan bahwa Ketua MPR dapat 
berasal dari anggota DPR atau pun dari anggota DPD.'” Putusan 
hakim Mahkamah Konstitusi yang mengedepankan hukum progresif 
di bandingkan hukum tekstual. Oleh karena itu, hakim PTUN harus 


mempuyai padangan yang sama dengan pemikiran hakim kosntitusi. 


Dalam rangka mewujudkan keadilan subtantif, diperlukan dalam 
proses penyelesaian sengketa tata usaha negara dikarenakan hakim 
mempunyai wewenang untuk pemeriksaan setempat dalam memeriksa 
sengketa tanah terlantar, melihat kondisi apakah benar tanah tersebut 
diterlantarkan. Di sisi lain, adanya peran hakim yang aktif, untuk mencari 
kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil. Membangun hukum 
progresif dilakukan dengan mengubah, cara pandang dan cara berfikir 
hakim dengan memperbaiki pengambilan putusan hakim yang prosedur 


formal kearah keadilan yang yang subtantif. 


105 Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, Perkembangan Pengujian Perundang- 
Undangan di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, 2010, hlm 
148-149. 
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BAB IV 
PEMBATALAN KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH 
TERLANTAR DAN AKIBAT HUKUMNYA 


A. Keputusan Tata Usaha Negara 


Indonesia secara formil menyatakan dirinya sebagai negara 
hukum. Konsep negara hukum secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 
ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan: “Negara Indonesia adalah Negara 
Hukum”. Sebagaimana konsepsi negara hukum yang dirumuskan 
Friedrich Julius Stahl bahwa negara hukum (rechstaat) memiliki empat 
unsur, yaitu: (a) Pengakuan terhadap hak azasi manusia, (b) Pemisahan 
kekuasaan negara, (c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan 
(d) Adanya peradilan adminstrasi.'”' Dalam negara hukum menghendaki 
adanya pembatasan oleh hukum, baik yang dilakukan oleh penguasa 
negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum, sehingga 
terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang 
penguasa negara. Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan 


untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. 


Philipus M.Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum 
bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, 
yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan 
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama 
dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Sebaliknya 
dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.'” Adanya 
peradilan administrasi pada hakekatnya suatu akibat atau konsekuensi 
logis dari asas bahwa pemerintahan harus didasarkan pada undang- 


undang, bahkan dalam pengertian lebih luas lagi, yaitu harus didasarkan 


106 Padmo Wahyono, Pembagunan Hukum Indonesia, (Jakarta: Indhill, 1989), hlm 30. 
107 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: 
Bina Ilmu, 1987), hlm 71. 
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pada hukum (rechtmatigheid).'8 


Peradilan administrasi merupakan salah satu pilar dan salah satu 
dari dari negara hukum yang mempunyai peranan sebagai lembaga 
kontrol atau pengawas agar tindakan-tindakan hukum dari bestuur 
(pemerintahan) tetap berada dalam rel hukum, disamping sebagai 
pelindung hak wagra masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang 


atau kesewenang-wenangan oleh aparatur pemerintahan. 


Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional 
dalam pembentukan peradilan adminstrasi adalah Pasal 24 ayat (2) 
UUD 1945 menyatakan bahwa: 


Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 


Secara filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi adalah 
untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan 
hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan 
keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan 
masyarakat atau kepentingan umum.'” adanya peradilan administrasi 
bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga 
masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi 
dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pembentukan peradilan tata 
usaha negara adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara 


warga masyarakat dengan aparat pemerintah dalam suatu negara. 


Sebagai sistem peradilan yang menyelesaikan sengketa tata usaha 
negara mempunyai karakteristik yang khas yang membedakan dengan 
peradilan lainya, sebagaimana disampaikan oleh Philipus M. Hadjon 


bahwa ciri khas terdapat dalam hukum acara peradilan tata usaha negara 


108 Paulus Effendi Lotulung, Peradiian Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan 
Rechtsstaat Republik Indonesia, Disampaikan Pada Seminar Ketatanegaraan 
dalam Rangka Memperingati Hari lahimya Prof. DjokosoeloDo, S.H., tanggal 15- 
16 Desember 1991, di Auditorium Djokosoeto FHU1 - Depok 

109 S.F Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasf di Indonesia, 
(Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm 27. 
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terletak asas-asas hukum yang mendasarinya, yaitu:'' 


1.) Asas Praduga Rechmatig (vernoeden van rechtmatigheid) atau 
presumption iustae causa). Asas ini mengandung makna bahwa 
setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechrmatig (benar 
menurut hukum), sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang 
berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan 
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sedang digugat (Pasal 
67 Ayat (1) UU No 5 Tahun 1986). 

2.) Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban 
pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 BW 
(KUH Perdata). Asas ini dianut dalam Pasal 107 UU No. 5 Tahun 
1986, dan dibatasi oleh Pasal 100. 


3.) Asas keaktifan hakim (dominus litis). Keaktifan hakim dimaksudkan 
untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena Tergugat adalah 
Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, sedangkan Penggugat adalah 
orang atau Badaan Hukum Perdata. Penerapan asas ini terdapat 
dalam ketentuan Pasal 58, 63, Ayat (1), (2), Pasal 80 dan 85 UU 
No 5 Tahun 1986. 


4.) Asas Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat “erga 
omnes”. Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan 
demikian, putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak 
hanya bagi para pihak yang bersengketa. 


Keberadaan PTUN dimulai dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, untuk 
melindungi hak-hak individu di sebagian besar UU tersebut juga 
melindungi hak-hak masyarakat yang terdapat dalam Pasal 49, Pasal 55 
dan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986. 


Peradilan tata usaha negara adalah peradilan dalam lingkup 
hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, 


memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu 


110 Philipus M. Hadjon, et. all., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 2001), hlm 133. 
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sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan 
Badan atau Pejabat TUN baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat 
dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa 
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dari rumusan pasal tersebut, secara sederhana dapat dipahami bahwa 
yang menjadi subjek di Peratun adalah Seseorang atau Badan Hukum 
Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat TUN sebagai 
Tergugat. Sementara itu yang menjadi obyek di peratun adalah surat 


keputusan tata usaha negara (beschikking). 


Keputusan tata usaha negara merupakan dasar lahirnya sengketa 
tata usaha negara, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 


UU No. 51 Tahun 2009, yaitu: 


Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis 
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi 
tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final 
sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 


perdata. 


Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan tata usaha 
negara yang dapat menjadi di pengadilan meliputi: Pertama, Penetapan 
tertulis merujuk kepada isi bukan kepada bentuk keputusan yang 
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan itu diharuskan 
tertulis, baik bentuk maupun isinya dibuat secara tertulis untuk 
kemudahan segi pembuktian, sebuah memo atau nota dapat memenuhi 
syarat tertulis dapat dikategorikan sebagai Keputusan TUN apabila 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan: (a) Badan atau Pejabat 
TUN mana yang mengeluarkannya: (b) Maksud serta mengenai hal 
apa isi tulisan itu, (c) Kepada siapa tulisan itu ditunjukan dan apa yang 
ditetapkan didalamnya. Kedua, Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN, 
yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau 
Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Urusan pemerintahan ialah kegiatan 
yang bersifat eksekutif atau mempunyai wewenang untuk melaksanakan 


urusan pemerintahan. 
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Ketiga, Berisi tindakan hukum TUN bersifat konkrit, individual 
dan final. Tindakan hukum tata usaha negara adalah tindakan dari Badan 
atau Pejabat TUN yang dilakukan atas dasar peraturan perundang- 
undangan yang berlaku, yang bersumber pada suatu ketentuan hukum 
tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban terhadap 
seseorang atau badan hukum perdata. Tindakannya bersifat konkret, 
artinya, obyek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak 
abstrak tetapi terwujud, tertentu atau dapat ditentukan, misalnya Surat 
Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas areal HGU No. 44 yang 
terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, 
Provinsi Kalimantan Tengah: Bersifat Individual artinya Keputusan 
TUN itu tidak ditujukan umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun 
hal yang dituju. dan Bersifat Final Artinya sudah definitif, sudah tidak 
ada lagi tahapan-tahapan proses yang diperlukan dan karenanya dapat 


menimbulkan akibat hukum. 


Namun, tidak semua Keputusan TUN sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, yang termasuk dalam 
ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, 
ternyata terdapat pembatasan-pembatasan. Pembatasan ini diadakan oleh 
karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya 
memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan TUN 
menurut Pasal 2 yaitu: 


a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 
perdata: 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang 
bersifat umum: 


Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, 


» 


Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan 
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang- 
undangan lain yang bersifat hukum pidana, 

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan 


perundang-undangan yang berlaku, 
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f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional 
Indonesia, 
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di 


daerah mengenai hasil pemilihan umum. 


Selanjutnya di dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 adanya 
perluasan atau penambahan terhadap Keputusan TUN: (1) Jika suatu 
Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan 
hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan 
Keputusan Tata Usaha Negara, (2) Jika suatu Badan atau Pejabata 
TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka 
waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap 
telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud, (3) Dalam hal 
peraturan peundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan 
jangka waktu, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak 
diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan 


dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. 


Secara umum syarat-syarat untuk sahnya suatu keputusan tata 
usaha negara harus memenuhi syarat-syarat materil dan syarat-syarat 
formil. keputusan tata usaha negara sebagai syarat materiil, yaitu: (a) 
Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang, (b) 
Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) maka 
pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis, (c) 
Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan 
dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara (prosedur) membuat 
keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan 
dasar tersebut, (d) Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan 
tujuan peraturan dasar, (e) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan 
(situasi) tertentu. Sedangkan sebagai syarat formil yaitu: (i) Syarat-syarat 
yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan 
dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi, (ii) 
Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan, (iii) Syarat-syarat yang 
ditentukan berhubung dengan dilakukannya keputusan harus dipenuhi, 
(iv) Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hak-hak yang 
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menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu 
tidak boleh dilewati. 

Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan 
oleh Pejabat TUN berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) 
atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie). 
Instrumen hukum suatu keputusan TUN dapat dinyatakan batal atau 
tidak sah diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, apabila 
Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, atau Keputusan TUN yang digugat 
itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Menurut Indroharto, suatu keputusan dapat dianggap 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena: 

a. Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan mengira memiliki suatu 
wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu 
keputusan padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk berbuat 


demikian. 


b. Berdasarkan peraturan yang bersangkutan memang benar ada 
wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang 
tersebut sebenarnya bukan diberikan kepada instansi yang telah 
mengeluarkan keputusan yang sedang digugat. Hal ini dapat terjadi 
dalam hal instansi tersebut telah berbuat demikian itu berdasarkan 
suatu delegasi, dimana sebenarnya delegasi itu tidak didasarkan 
adanya suatu keputusan pendelegasian dari sang delegans, atau 
pendelegasian itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena tidak ada 


dasarnya dalam suatu peraturan. 


c. Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu 


peraturan perundang-undangan, tetapi keputusan yang disengketakan 


111 Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group, 2011), hlm 322-323. 

112 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan,2005), hlm 72-173. 
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itu sendiri bertentangan dengan peraturan dasarnya tersebut atau 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. 
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya 
keputusan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan 
dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari 
peraturan prosedur yang harus diterapkan. 


Selanjutnya keberadaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 


merupakan dasar-dasar (kriteria atau ukuran) yang digunakan hakim 


administrasi negara dalam menguji atau menilai (toetsingseroden) apakah 


keputusan administrasi negara (Beschiking) yang disengketa bersifat 


melawan hukum atau tidak. 


Di dalam Peradilan Tata Usaha Negara pengujian Hakim terhadap 


Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 di atas, 


adalah meliputi tiga aspek yaitu: 


a. 


113 
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Aspek Kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang 
atau melanggar kewenangan. Dasar kewenangan Pejabat TUN 
adalah atribusi (berasal dari perundang-undangan yang melekat 
pada suatu jabatan), delegasi (adanya pemindahan/pengalihan 
suatu kewenangan yang ada) dan mandat (dalam hal ini tidak ada 


pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan). 


Aspek subtansi/materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau pengunaan 
kewenangannya apakah secara materi/subtansi telah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Aspek prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan keptusan tata 
usaha negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan 


dalam pelaksanaan kewenagan tersebut telah ditempuh atau tidak. 


Indroharto,”Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara," Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm 293. 


Ibid, hlm 324. 
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Berkaitan dengan pengertian dan unsur-unsur Keputusan TUN 
yang telah di jelaskan di atas, apakah penetapan tanah terlantar dapat 
dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan 
Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ATR/ 
BPN ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51 
Tahun 2009, yang berbunyi: 


Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat 
yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


Selanjutnya, keputusan penetapan tanah terlantar telah memenuhi 
ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 bahwa keputusan 
berbentuk tertulis. Maksud serta hal apa isi penetapan tertulis dan kepada 
siapa tulisan ditujukan serta apa yang ditetapkan. Berisi Tindakan Hukum 
BPN berdasarkan peraturan perundangan yaitu UU No. 5 Tahun 1960 
tentang Pokok- Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997. Bersifat 
konkrit karena keputusan tersebut jelas wujudnya dan nyata-nyata ada, 
misalnya adalah penetapan tanah terlantar atas areal HGU No. 43 yang 
terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, 
Provinsi Kalimantan Tengah. Bersifat Indvidual karena Keputusan- 
Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum, ditujukan kepada 
seseorang atau badan hukum dengan nama dan alamat yang jelas dalam 
data yuridis, dalam hal ini nama subjek hukum sebagai pemegang 
hak telah tertulis secara jelas pada setiap keputusan penetapan tanah 
terlantar. Bersifat Final karena Keputusan-Keputusan tersebut sudah 
definitif serta tidak ada upaya administratif lain yang dapat dilakukan, 
tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan 
dapat menimbulkan akibat hukum dinyatakan sebagai penertiban tanah 
serta hapusnya hak atas tanah serta memutuskan hubungan hukum, dan 


tanah dimaksud dikuasai langsung oleh negara. 


Dengan demikian berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas maka 
menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, maka Keputusan 
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Penetapan Tanah Terlantar merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, 
sehingga merupakan Obyek Gugatan (Sengketa) Tata Usaha Negara di 
Peradilan Tata Usaha Negara. 


B. Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar 
Dengan Alasan Cacat Yuridis dalam Aspek Kewenangan 


Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum 
administrasi negara, karena pemerintah baru dapat menjalankan 
fungsinya atas dasar wewenang yang diperoleh. Keabsahan tindakan 
pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Suatu kewenangan harus didasarkan 
pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat sah. Kewenangan 
dapat dilihat pada konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada 


badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya." 


Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak 
sehingga kewenangan berarti kekuasaan untuk membuat/melakukan 
sesuatu,''8 wewenang berasal dari istilah Belanda “bevoegdheid”. Prajudi 


Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam 


kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: 


“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, 
kekuasaa yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh 
Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. 
Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang 
tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan 
(atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang 
hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam 
kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah 
kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”. 


Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh dengan 


tiga cara secara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang 


115 H. Suriansyah Murhaini, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang 
Pertanahan, Cet. Ke-1, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2009), hlm 14. 

116 WI.S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1982), hlm 1130. 

117 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1981), hlm 29. 
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diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan 
yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 
Jadi, disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah 
yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang 
telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu 
wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan 
TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu 
atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian 
wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan 
TUN yang satu kepada yang lain." Senada dengan pendapat Philipus 
M. Hadjon mengatakan bahwa: 


“Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu 
atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 
tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan 
atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara 


oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan 


mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”! 


Kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan 
delegasi dari pemerintah (Presiden) kepada BPN. Ketentuan ini tersirat 
dalam Pasal 17 PP No.11 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa: 
“Pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah 
terlantar dilakukan oleh Kepala dan hasilnya dilaporkan secara berkala 
kepada Presiden”. Selanjutnya yang dimaksud dengan Kepala dalam Pasal 
1 angka 5 PP tersebut menyebutan: “Dalam Peraturan ini yang dimaksud 
Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”. 
Aspek kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan 
Tanah Terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 11 
Tahun 2010 /o. Pasal 19 Perkaban No. 4 Tahun 2010 menyebutkan: 


“Kepala menetapkan keputusan penetapan tanah terlantar atas usulan 


118 Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm 90, lihat juga Philipus M. Hadjon, 
Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid), (Jaakarta: Pro Justitia, 
1998) h 91. 

119 Philipus M.Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan 
Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 7 . 
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Kepala Kantor Wilayah”. Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan sumber 
kewenangannya terdapat pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perkaban No. 
4 Tahun 2010. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan 
tersebut, Kepala BPN dan Kepala Kantor Pertanahan adalah Pejabat 
Tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan 
dalam lapangan pertanahan sehingga berwenang menerbitkan Surat 


Keputusan Penetapan Tanah Terlantar. 


Hanya kepala BPN yang berwenang menetapkan surat keputusan 
tanah terlantar, selain kepala dianggap sebagai cacat yuridis dalam aspek 
wewenang, misalnya panitia C atau Kanwil Pertanahan keputusannya 
belum bersifat final, karena masih memerlukan persetujuan dari instansi 
atasan, maka dari itu panitia C dan Kanwil Pertanahan tidak menjadi 
Tergugat dalam peradilan TUN, Keputusan badan/pejabat TUN sebagai 


gugatan. 


C. Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dengan 
Alasan Cacat Yuridis dalam Aspek Prosedur 


1. Aspek Prosedur Penertiban Tanah Terlantar 


Aspek prosedur merupakan salah satu syarat penting yang harus 
dipenuhi oleh suatu keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh 
Badan atau Pejabat TUN. Aspek prosedur merupakan salah satu yang 
menjadi dasar putusan peradilan tata usaha negara untuk membatalkan 
sertipikat hak atas tanah disebabkan bahwa Badan atau Pejabat TUN telah 
melakukan perbuatan hukum mengeluarkan keputusan atau ketetapan 
karena adanya kesalahan yang bersifat “prosedur” dalam penerbitannya. 
Dengan ditemukannya adanya kesalahan prosedur menjadikan dasar 
alasan pengadilan dalam putusannya untuk menyatakan “batal” (nietig) 
keputusan tersebut. 

Soehino menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur 
atau formal dari sebuah keputusan antara lain: 

“....berhubungan dengan tatacara atau prosedur atau proses 
pembentukan ketetapan administrasi, dimulai dari persiapan 


sampai terbentuknya ketetapan administrasi, harus sesuai dengan 
syarat-syarat yang ditentukan. Ketetapan administrasi harus 
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dituangkan dalam bentuk sebagaimana telah ditetapkan dalam 
peraturan yang menjadi dasar hukum dibentuknya ketetapan 
administrasi itu. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan 
ketetapan administrasi itu harus dipenuhi. Jangka waktu 
ditetapkan antara adanya hal-hal atau keadaan yang menyebabkan 
dibentuknya ketetapan administrasi dan diberikannya ketetapan 


administrasi itu kepada yang mengajukan permohonan untuk 


ketetapan administrasi itu, tidak boleh dilampaui”. 


Aspek Prosedur dalam penertiban tanah terlantar diatur dalam 
Pasal 4 s/d Pasal 13 PP No. 11 Tahun 2010, dan diperjelas dalam Pasal 3 
Perkaban No. 4 Tahun 2010. 


2. Kasus HGB PT Pondok Kalimaya Putih 
PT. Pondok Kalimaya Putih (Penggugat) adalah perusahaan yang 


bergerak dalam bidang usaha jasa akomodasi dan jasa rekreasi dan hiburan 
(lapangan golf dan taman wisata alam), serta pembangunan rumah 
peristirahatan (villa, bungalow dan cottage) di Pulau Sangiang Kabupaten 
Serang, Provinsi Banten. Dalam upaya merealisasikan usahanya sejak Tahun 
1993 telah mulai melakukan pembebasan atas tanah-tanah Hak Milik dan 
Hak Milik Adat dari penduduk/pemilik asal tanah, atas usahanya tersebut, 
diberikan sertipikat HGB No. 21, 22, 23, 24, masing-masing berlaku 30 
Tahun dengan berakahirnya hak Tanggal 9 Maret 2024. 


Tabel 8. Pemberian HGB PT. Pondok Kalimaya Putih 
Badan Hukum Luas 


122.000 m2 
PT. Pondok Kalimaya Putih 24.500 m2 


435.900 m2 
1.896.000 m2 


Pada Tahun 1995, telah mulai melakukan pembangunan sarana 
dan prasana wisata, baik di Pulau Sangiang itu sendiri maupun di 
darat (di pantai anyar), antara lain: (i) membangun marina/pelabuhan 
untuk sandaran kapal wisata/kapal penumpang di Pulau Sangiang, (ii) 


membangun marina/pelabuhan di Pantai Anyar), (iii) membeli kapal 


120 Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 101 
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penumpang untuk sarana transportasi dari dan ke Pulau Sangiang, (iv) 
membangun mess/tempat peristirahatan, (v) membuat dan membangun 
tanggul-tanggul penahan rob di bagian Utara Pulau Sangiang, dan (vi) 


membuat kolam pemandian alam. 


Akibat terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 
Tahun 1997-1998 dan adanya perselisihan internal para pemegang 
saham, serta dipermasalahkannya pembangunan yang telah dilaksanakan 
dengan tuduhan pengerusakan lingkungan, maka pembangunan sarana 
dan prasana wisata yang tengah dilaksanakan terkendala untuk sementara 
waktu. Tidak sedikit dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, baik 
untuk keperluan pembelian/pembebasan tanah (pemberian ganti rugi 
kepada para pemilik asal tanah) maupun untuk mengurus perijinan dan 


membangun sarana dan prasarana Wisata yang sudah ada. 


Berdasarkan kondisi fisik di lapangan terhadap bidang tanah 
HGB No. 22, 23 dan 24/ Desa Cikoneng tidak tampak adanya 
kegiatan-kegiatan pemanfaatan serta penggunaan tanah yang sesuai 
dengan keputusan pemberian haknya dan dapat dikatakan telah terjadi 
penelantaran tanah, maka diterbitkan Surat Keputusan Kepala BPN No 
1, 2 dan No. 3/PTT-HGB/BPN RI/2012, atas dasar SK tersebut, maka 
PT. Pondok Kalimaya Putih mengajukan gugatan ke PTUN. 


Penggugat berpendapat tidak tepat dalam menerapkan pengertian 
tanah terlantar, ditafsirkan secara sempit. Tanah terlantar hanya ditafsirkan 
secara fisik harus diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, tetapi tidak 
melihat dari sudut pengusahaan, pemanfaatan, penggunaan dari segi 
ekonominya, seperti dijadikan jaminan kredit untuk membantu usaha 
perusahaan/orang. Dasar perolehan atas tanahnya adalah berdasarkan 
pembebasan atau pembelian dari hak milik dan hak milik adat bukan 
pemberian dari negara. lebih dari itu, secara faktual sudah membangun/ 
memasang tanggul-tanggul penahan ombak (break-water) di bagian Utara 
Pulau Sangiang untuk menyelamatkan pulau dari ancaman abrasi dengan 
biaya yang sangat besar, dan juga sudah mulai membangun/mengadakan 
sarana prasarana wisata, namun dikarenakan adanya krisis moneter yang 
melanda Indonesia dan adanya tuduhan seolah-olah pembangunan yang 


telah dilakukan menimbulkan kerusakan Lingkungan Hidup, maka 
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pembangunan yang tengah dilaksanakan terkendala sementara waktu. 


Terlebih lagi prosedur untuk menetapkan sengketa sebagai tanah 
terlantar tidak dipenuhi, mengenai Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi 
dan Penelitian Tanah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf c PP No. 
11 Tahun 2010 jo Pasal 7 dan Pasal 8 Perkaban No. 4 Tahun 2010. 
Oleh karena kegiatan identifikasi dan penelitian telah dilakukan tidak 
sebagaimana mestinya, baik pada tahap penyiapan informasi maupun 


tahap pelaksanaan identifikasi dan penelitian. 


Penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahukan 
dan tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri 
guna mempertahankan hak dan kepentingannya atas tanah tersebut, 
yaitu tanpa kehadiran dan tanpa pemberian keterangan atau data dari 
Penggugat selaku Pemegang Hak. Demikian juga dalam penyampaian 
surat-surat dari dan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten 
kepada Penggugat selaku pihak yang sangat berkepentingan hanya 
melalui Jasa Pos, tanpa disampaikan secara langsung (diantar), maka 
dengan sendirinya kegiatan identifikasi dan penelitian terhadap tanah 
HGB yang tercatat atas nama Penggugat mengandung cacat hukum. 
Maka dengan sendirinya pula kegiatan selanjutnya (Peringatan dan 
Penetapan Tanah Terlantar) menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai 


kekuatan hukum 


Bahwa tindakan Kepala Kantor Wilayah yang tidak memberikan 
kesempatan kepada Penggugat untuk menghadap dan membela diri 
dapat dikualifikasi sebagai tindakan sewenang-wenang (abuse of power), 
melanggar “Asas Kepastian Hukum” yaitu asas dalam negara hukum 
yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan 
keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara (vide Pasal 3 
Angka 1 jo. Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 
1999), dan melanggar “Asas Keterbukaan” yaitu asas yang membuka 
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 
jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan 
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan 
rahasia negara (Pasal 3 Angka 4 jo. Penjelasan Pasal 3 Angka 4 UU No. 
28 Tahun 1999), bahwa tindakan Kepala Kantor Wilayah tersebut di 
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atas juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) 
sebagaimana yang tersebut dalam doktrin, yaitu melanggar: Asas audi et 


alterem partem, Asas Pemberian Alasan, Asas Kecermatan. 


Dalam pertimbangannya Pengadilan berkesimpulan dari segi 
prosedur/formal terdapat tahapan-tahapan yang tidak dipatuhi sebelum 
mengeluarkan Keputusan yang disengketakan. Pengujian dari segi 
prosedur/formal ini, adalah dengan cara mempedomani ketentuan 
Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 PP No. 11 Tahun 2010 dan diperjelas 
dalam Pasal 3 Perkaban No. 4 Tahun 2010, yaitu yang pada pokoknya 
membagi tahapan sebelum penetapan tanah terlantar dikeluarkan. 


Dalam pertimbangnya Majelis Hakim menyatakan bahwa: 


1.) Tahapan inventarisasi tanah terlantar atas terindikasi terlantar 
pada tanah HGB No. 23, 24, 22, tidak berdasarkan pada sumber 
informasi yang jelas, tidak berdasarkan laporan Kepala Kantor 
Pertanahan, laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari 
masyarakat atau pemegang hak sebagaimana yang telah diatur 
dalam Pasal 4 ayat (2) Perkaban No. 4 Tahun 2010: 

2.) Tidak ada analisis hasil inventarisasi untuk menyusun dan 
menetapkan target yang dilakukan indentifikasi dan penelitian dari 
Kepala Kantor BPN Provinsi Banten sebagaimana yang telah diatur 
dalam Pasal 7 ayat (3) Perkaban No. 4 Tahun 2010: 


3.) Tidak ada Laporan hasil identifikasi dan penelitian dengan format 
lampiran 3 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) 
huruf g Perkaban No. 4 Tahun 2010), 

4.) Laporan akhir indentifikasi dan penelitian tanah, hanya untuk 
atas tanah HGB No. 21, 22,23, sedangkan HGB No. 24 tidak ada 
laporanya. 

5.) Pengumuman peringatan I, tidak dapat dimaknai sebagai tahapan 
peringatan dan pemberitahuan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 
(l) Perkaban No. 4 Tahun 2010, karena waktu pengumuman 
peringatan I tersebut adalah sama dengan waktu pemberitahuan 


akan dilakukan identifikasi dan penelitian lapangan. 


6.) Peringatan II dan III tidak sesuai dengan format lampiran 7 dan 8 
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sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Perkaban 
No. 4 Tahun 2010 jo Pasal 8 PP No. 11 Tahun 2010. 


Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 13/G/2012/ 
PTUN-SRG di perkuat dengan Putusan Banding Nomor 251/B/2012/ 
PT.TUN.JKT dan Putusan Kasasi Nomor 260 K/TUN/2013, 
menyatakan pengujian prosedur/formal, telah terbukti terdapat tahapan- 
tahapan yang tidak dipatuhi, oleh karenanya atas Keputusan TUN yang 
disengketakan terbukti pula mengandung cacat yuridis, maka pengujian 
dari segi substansi/material tidak dipertimbangkan lagi dan Keputusan 


TUN yang disengketakan yang dikeluarkan dinyatakan batal. 
3. Kasus HGU PT Swarna Nusa Sentosa 


Surat Keputusan yang menjadi sengketa yang dimohonkan batal 
atau tidak sah oleh Penggugat serta mewajibkan Tergugat (Kepala BPN) 
untuk untuk mencabutnya adalah Keputusan Kepala BPN No. 60/PTT- 
HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal 
dari HGU No. 05/Bangka atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, terletak 
di Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 


Penggugat memiliki HGU Nomor 05/Bangka seluas 8.119,25 
hektar telah ditanami seluas kurang lebih 5.000 hektar dan sisanya sampai 
saat ini dalam proses pengerjaan Land Clearing (pengembangan), sejak 
Tahun 2011 sampai telah dibuka kurangh lebih 1.200 hektar, sehingga 
total luas lahan perkebunan yang telah diselesaikan kurang lebih 6.200 
hektar. 


Penggugat telah menguasai hampir keseluruhan lahan dalam 
wilayah HGU dan telah dikerjakan/dimanfaatkan sebagai Perkebunan 
Kelapa Sawit sesuai dengan pemberian haknya. HGU tersebut telah 
dilekatkan Hak Tanggungan sebanya 2 (dua) kali, yaitu kepada PT. Bank 
Negara Indonesia pada Tahun 2005, namun sudah hapus pada Tahun 
2008, dan pada Tahun 2008 kembali dilekatkan Hak Tanggungan 
kepada PT. Bank Niaga 


Dasar dan alasan gugatannya bahwa pada waktu pembuatan 
Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Terlantar harus dihadiri 
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oleh dan ditandatangani oleh Penggugat dan/atau Kuasa Penggugat, 


sedangkan patut diketahui bahwa pembuatan Berita Acara tersebut tidak 


pernah dihadiri oleh Penggugat dan/atau Pihak yang diberikan Kuasa 


secara tertulis oleh Penggugat, tidak dilibatkan saat dilakukan identifikasi 


dan penelitian tersebut, sebagaimana format Lampiran 4 dari Perkaban. 


Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 71/G/2013/PTUN- 


JKT Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: 


1.) 


2.) 


3) 


4.) 


Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung telah 
dilakukan penelitian dan identifikasi bersamaan dengan Panitia 
C karena tanah tersebut diindikasikan diterlantarkan, dan dari 
peneltian dan penyelidikan tersebut disimpulkan hanya seluas 
3.170,13 hektar telah diterlantarkan oleh Penggugat, 


Kantor Wilayah BPN telah memberitahukan Pihak Penggugat 
sesuai surat tertanggal 20 April 2011, Nomor 94/19.03/IV/2011, 
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, namun 


telah dibantah oleh Penggugat, 


bahwa ia tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan tersebut 
dan juga Tergugat tidak bisa membuktikan dengan cara apa dan 
bagaimana surat tersebut dikirim kepada Penggugat, serta juga 


tidak ada tanda terima dari surat tersebut: 


Ternyata Sertipikat HGU telah dilekatkan Hak Tanggungan 
sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kepada PT. Bank Negara Indonesia 
pada Tahun 2005, namun sudah hapus pada Tahun 2008, dan pada 
Tahun 2008 kembali dilekatkan Hak Tanggungan kepada PT. Bank 
Niaga Tbk, ternyata Pihak PT. Bank Niaga Tbk. Sebagai pemegang 
Hak Tanggungan terhadap tanah Sertipikat HGU, tidak pernah 
diberitahu melalui surat oleh Kantor Wilayah BPN untuk dimintai 
keterangan bahwa tanah tersebut terindikasi terlantar, karena Pihak 
PT. Bank Niaga Tbk. sangatlah terkait dan juga tidak menggunakan 
cara lain untuk memberitahukan kepada Penggugat atau kepada 


PT. Bank Niaga Tbk. 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila dihubungkan antara 


ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (c) PP No. 11 Tahun 2010 juncto Pasal 
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8 ayat (2) huruf (c) Perkaban No. 4 Tahun 2010, diperoleh fakta hukum, 
bahwa sebelum melakukan identifikasi serta penyelidikan terhadap 
tanah Sertipika HGU No. 05 Tanggal 20 Juli 2001, luas 8.119,25 
hektar, sehingga proses penerbitan sengketa menjadi cacat prosedural, 
maka sengketa harus dinyatakan batal serta mewajibkan tergugat untuk 


mencabutnya. 


Ditingkat banding dengan Putusan No. 02/B/2014/PT.TUN. 
JKT, membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 
71/G/2013PTUN.JKT dan diperkuat dengan Putusan Tingkat Kasasi 
dengan Putusan No 409 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014 
tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Namun ditingkat 
Peninjauan Kembali No. No. 126 PK/TUN/2016 mengkuatkan 
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 71/G/2013/PTUN. 
JKT, amar putusannya menyatakan batal dan mencabut Surat Keputusan 
Penetapan Tanah Terlantar No. 60/PTT-HGU/BPN RI/2013, tentang 
Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari HGU 05/Bangka atas nama 
PT. Swarna Nusa Sentosa, karena tidak memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu cacat 


hukum dalam hal prosedural dan harus dibatalkan. 


D. Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dengan 
Alasan Cacat Yuridis dalam Aspek Subtansi 


1. Kasus HGB PT Sinar Waluyo 


Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala BPN No. 
72 dan 15/PTT-HGB/BPN RI/2014 tentang Penetapan Tanah Terlantar 
yang Berasal dari HGB No. 10/Tondo dan No. 09/Tondo atas nama PT. 
Sinar Waluyo terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota 


Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 


Penggugat mendalilkan, secara materiil tidak dapat dikategorikan 
sebagai obyek tanah terlantar, karena: Pertama, sudah mengusahakan dan 
memanfaatkan bidang-bidang tanah HGB miliknya dengan bukti telah 
memperoleh ijin lokasi dan site plan/rencana tapak pada Tahun 2008 
yang telah mendapatkan persetujuan dari Walikota Palu berikut intansi- 


instansi yang berwenang: Kedua, Penggugat tidak dapat melanjutkan 
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pemanfaatan, penggunaan dan pengusahaan atas bidang tanah HGB 
miliknya adalah disebabkan karena pengajuan permohonan atas ijin 
mendirikan bangunan pada bidang-bidang tanah tersebut ditolak atau 
belum disetujui oleh Pemerintah Kota Palu. Berdasarkan ketentuan 
Perkaban No. 4 Tahun 2010 Pasal 15 ayat 2 huruf c, menyebutkan 
“Tindakan konkret yang harus dilakukan Pemegang Hak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), antara lain: mengajukan permohonan hak 
untuk dasar penguasan atas tanah mengusahakan, menggunakan, 
atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan ijin/keputusan/surat dari 
pejabat yang berwenang”: Ketiga, dengan tidak diterbitkannya perijinan 
untuk membangun dari Pemerintah Kota Palu sebagai pejabat yang 
berwenang maka belum dapat dimanfaatkannya bidang tanah HGB 
milik Penggugat adalah bukan merupakan kesengajaan dan/atau 
keinginan dari Penggugat, melainkan dikarenakan dihalang-halangi oleh 


Pemerintah Kota Palu yang tidak menerbitkan ijin untuk membangun. 


Secara formil, Kepala Kantor Wilayah BPN dalam menerbitkan 
Surat-Surat Peringatan I, tanpa didahului oleh proses klarifikasi baik 
berupa undangan atau panggilan untuk meminta keterangan dari 
pihak pemegang hak. Selanjutnya penerbitan Surat-Surat Peringatan II 
dan III jelas menyalahi prosedur, karena setelah peninjauan lapangan, 
maka seharusnya Kepala Kantor mulai lagi dengan Surat peringatan I, 
mengingat Surat Peringatan I yang terdahulu diterbitkan sebelum adanya 
proses klarifikasi, jelas Surat Keputusan Tanah Terlantar merupakan 
suatu Keputusan Pejabat TUN yang cacat prosedur, karena diterbitkan 
tanpa melalui mekanisme formil sebagaimana diatur dalam ketentuan 


peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama memutuskan 
dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Secara prosedural, 
berdasarkan fakta kronologis penerbitan keputusan tanah terlantar, 
apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4, 5, 8 dan 9 PP No. 11 
Tahun 2010, serta Pasal 3, 7, 9, 10, 14 dan 17 Perkaban No. 4 Tahun 
2010 yang mengatur secara tegas sebelum diterbitkan keputusan tentang 
penetapan tanah terlantar Kepala Kantor Wilayah BPN harus melakukan 
penyiapan data tanah yang terindikasi diterlantarkan oleh pemegang hak, 
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kemudian diteliti dan dievaluasi oleh Panitia, selanjutnya diberitahukan 
dan diberikan peringatan kepada pemegang hak dari peringatan I, II dan 
UI, apabila masih tetap tidak diindahkan, maka Kepala Kantor Wilayah 
BPN mengusulkan kepada Tergugat agar tanah tersebut ditetapkan 
sebagai tanah terlantar, maka Pengadilan berpendapat secara prosedur 
penerbitan keputusan tanah terlantar telah sesuai dengan prosedur yang 


ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 


Pertimbangan secara substansi, Pertama, terdapat fakta HGB No. 
9/Tondo dan HGB No. 10/Tondo yang masih berlaku sampai dengan 
Tahun 2019, telah mengusahakan dan telah mendapat izin prinsip/lokasi 
di atas tanah seluas 100 Ha dari Gubernur sejak Tahun 1988 di Desa 
Tondo untuk pembangunan perumahan dan telah pula mempunyai 
master plan perumahan dan site plan/rencana tapak yang telah disetujui 
oleh Walikota Palu, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan, 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral dan 
Kepala Bappeda Palu untuk pembangunan perumahan pada Tahun 
2008, 


Kedua, Penggugat telah mendapatkan Surat Perintah Kerja 
dari Walikota Palu untuk Pembangunan Gedung Pemerintahan dan 
Perumahan Dinas Karyawan Pemerintah Palu di Kelurahan Tondo 
pada Tahun 2000. Penggugat juga telah mendapat surat perintah kerja 
untuk pembangunan pasar dan pertokoan berlokasi dan pembangunan 
terminal Kelurahan Tondo pada Tahun 2000. Penggugat telah membuat 
perjanjian dan kesepakatan bersama dengan Walikota Palu dan Ketua serta 
Wakil Ketua DPRD Kota Palu untuk Pembangunan Perumahan DPRD 
Kota Palu pada Tahun 2003, Keriga, bahwa sebagian lokasi tanah yang 
ditetapkan sebagai tanah terlantar sudah dibangun Perumahan Bhumi 
Roviga dan beberapa telah dipecah-pecah menjadi atas nama konsumen 
perumahan Bhumi Roviga sudah mendapatkan izin rekomendasi 
pemanfaatan tenaga kerja asal Pulau Jawa, rekomendasi penyambungan 
listrik dari Perusahaan Umum Tenaga Listrik Negara dan perpanjangan 
waktu penyediaan KPR dari Bank Tabungan Negara. Sehingga tidak 
benar data dalam berita acara Panitia C tanggal 13 September 2011 yang 
menyimpulkan bahwa tanah HGB No. 10/Tondo tidak diusahakan, 
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tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau 
sifat dan tujuan pemberian haknya seluas 15 Ha (100 persen) dan Berita 
Acara Panitia C tanggal September 2011 yang menyimpulkan tanah 
HGB No. 09/Tondo tidak diusahakan, tidak digunakan atau tidak 
dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian 
haknya seluas 85 Ha (100 persen) 


Keempat, berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan berpendapat 
terhadap tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh 
Tergugat tersebut sebagian sudah dilakukan kegiatan pemanfaatan lahan 
pembangunan perumahan, pembangunan kantor sehingga seharusnya 
terhadap tanah tersebut tidak dapat lagi menjadi obyek tanah terlantar, 
semestinya dipisahkan dan tidak lagi menjadi obyek tanah terlantar, 


Kelima, sebagian tanah yang tidak dapat dilanjutkan 
pemanfaatannya, penggunaan dan pengusahaannya disebabkan karena 
pengajuan permohonan atas izin mendirikan bangunan pada bidang- 
bidang tanah tersebut ditolak atau belum disetujui oleh pemerintah 
kota Palu bukan atas kesengajaan Penggugat yang membiarkan tidak 
memanfaatkan, menggunakan atau mengusahakannya, dengan demikian 
secara substansi/materiil dalam penerbitan keputusan obyek sengketa 
telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 PP No. 11 Tahun 2010 
dan Pasal 1 angka 6 Perkaban No. 4 Tahun 2010 


Keenam, Berita Acara Sidang Panitia C dalam rangka pelaksanaan 
kegiatan penertiban tanah terindikasi tidak pernah memberitahu kepada 
pemegang hak maupun pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 
(1) hurup c Perkaban No. 4 Tahun 2010 dan pihak Tergugat juga dalam 
pembuktian tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dalam proses 
identifikasi dan penelitian tanah terlantar sudah memanggil secara 
tertulis pihak pemegang hak maupun pihak lain, dengan demikian 
Pengadilan berpendapat bahwa dalam melakukan identifikasi dan 
penelitian tanah terlantar terhadap HGB No. 10/Tondo dan No. 09/ 
Tondo secara substansi telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 


(1) hurup c Perkaban No. 4 Tahun 2010. 
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2. Kasus HGU PT. Sumber Mahardhika Graha 
PT. Sumber Mahardhika Graha adalah perusahaan yang bergerak 


di bidang perkebunan dan memiliki lokasi usaha di Provinsi Kalimantan 
Tengah seluas #17.667,49 hektar yang mencakup wilayah (i) Desa 
Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau dengan HGU No. 43, seluas 
7.282,15 hektar dan HGU No. 44 seluas 10.375,34 hektar, masing- 
masing dengan masa berlaku hingga 24 September 2037. 


Alasan Pemegang Hak menelantarkan tanah dengan luas 5.232,74 
hekatar dari 7.292,15 Ha disebabkan adanya permasalahan berupa: 


a.) Areal seluas 5.232,74 hektar dikuasai oleh masyarakat dan dari luasan 
tersebut 400 hektar telah ditanami masyarakat dengan Kelapa Sawit, 

b.) Sulitnya negoisasi pembebasan lahan serta ganti rugi dengan 
masyarakat dan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan 
negoisasi kepada masyarakat agar dapat dilakukan pembebasan lahan 
dan pembayaran ganti rugi, 

c.) Areal seluas 893,43 hektar telah dilakukan pembebasan dan ganti 
rugi di Tahun 2010 dan 2011 dan selanjutnya akan dilaksanakan 


land clearing yang dilanjutkan dengan penanaman, 


d.) Adanya Surat Bupati Lamandau No. EK.450/196/X/2010 tanggal 
26 Oktober 2010 perihal penghentian kegiatan pembukaan lahan 
dan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan negoisasi kepada 
masyarakat agar dapat dilakukan pembebasan lahan dan pembayaran 
ganti rugi, 

e.) Areal yang sebelumnya masuk Kawasan Pengembangan Produksi 
(KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Pengembangan Lainya 
(KPPL), walaupun pada saat itu telah terbit HGU harus melakukan 
permohonan pelepasan kawasan hutan, sehingga kegiatan 
perkebunan di areal tersebut bisa berjalan. Namun setelah adanya 
surat dari Menteri Kehutanan yang diberlakukan retroaktif artinya 
berlaku sejak Tahun 2000 keatas sehingga ada beberapa perusahaan 
yang berhenti melakukan kegiatan karena perlu mengurus pelepasan 


kawasan hutannya dan keperluan ijin pelepasan hutan. 


£) Hambatan pemanfaatan tanah HGU karena adanya perubahan 
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kebijakan terkait status kawasan yang dalam proses permohonan 
pelepasan kawasan hutan serta adanya perbedaan pendapat hukum 
antara Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dengan Kementerian 
Kehutanan tentang status kawasan yang menimbulkan ketidakpastian 


hukum. 


Berdasarkan kenyataan di atas BPN menerbitkan Keputusan 
Nomor 1 dan 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 
tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha 
Nomor 44/Lamandau dan HGU Nomor 43/Sukamara Atas Nama PT 
Sumber Mahardhikagraha. 


Dalam Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT ditemukan 
fakta-fakta hukum bahwa: Pertama, sesuai Ketentuan Pasal 7 huruf 
d menyebutkan bahwa Panitia Identifikasi dan penelitian harus 
melaksanakan pemeriksaan fisik, ternyata mengungkapkan bahwa Panitia 
C pada saat itu tidak masuk ke areal ke dua HGU yang ditetapkan sebagai 
tanah terlantar dengan alasan bahwa pemeriksaan ini hanya formalitas, 
Kedua, jumlah tanah yang diterlantarkan terjadi pengurangan sesuai 
dengan hasil laporan pemantauan dan evaluasi. Hal itu berarti bahwa 
Penggugat telah beritikad baik untuk melaksanakan surat Peringatan 
tersebut. Surat peringatan dalam jangka waktu satu bulan setelah ditegur 
harus ada suatu progress terhadap suatu kegiatan kemajuan daripada 
sebelum ditegur, apabila izin lokasi luasnya sampai 20.000 hektar, maka 
tidak mungkin seluruhnya selesai dalam jangka waktu satu bulan, jadi 
sepanjang sudah dimulai dilakukan kegiatan awal maka dianggap sudah 
melaksanakan teguran dan tidak perlu surat teguran yang kedua kecuali 
dia tidak melaksanakan teguran sama sekali: ketiga tidak mengerjakan 
tanah secara maksimal karena adanya Surat Perintah dari Bupati 
Lamandau perihal penghentian pembukaan lahan, adanya konflik antar 
masyarakat dan adanya penetapan lahan tersebut sebagai kawasan hutan 


sehingga harus dilakukan pelepasan kawasan hutan. 


3. Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah 


Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat. Meskipun dalam UUPA tidak 
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menyebut sertipikat tanah, namun disebutkannya “surat tanda 
bukti”. Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sudah 
sering ditafsirkan sebagai sertifikat tanah.”' PP No. 24 Tahun 1997 
merumuskan bahwa sertipikat adalah “Sertipikat adalah surat tanda 
bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak 
milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing 


sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”. 


Sedangkan pembatalan hak atas tanah adalah “pembatalan 
keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah 
karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam 
penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap”.'?? Berdasarkan pengertian tersebut, 
maka pembatalan sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan atas dasar 
cacat hukum administrasi dan melaksanakan putusan pengadilan yang 


telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 


Perkaban No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan 
Penanganan Kasus Pertanahan mengatur penyelesaian kasus pertanahan 
terbagi dua yaitu penyelesaian kasus pertanahan untuk melaksanakan 


putusan pengadilan dan penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan. 


Penyelesaian kasus pertanahan untuk melaksanakan putusan 
pengadilan, BPN wajib pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah 
untuk tidak melaksanakannya. Alasan yang sah sebagaimana antara lain: 
terhadap putusan terdapat putusan lain yang bertentangan: putusan 
sedang diletakkan sita jaminan, terhadap putusan sedang menjadi 
gugatan dalam perkara lain: dan alasan lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan (Pasal 54). 


Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 


memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa pelaksanaan 


121 Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, Cetakan 
Kedua, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2010), hlm 203. 

122 Pasal 1 ayat (14), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah 
Negara dan Hak Pengelolaan. 
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dari seluruh amar putusan, sebagian amar putusan dan/atau hanya 
melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan. 
Selanjutnya ditegaskan bahwa amar putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, 
peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain perintah 
untuk membatalkan hak atas tanah, menyatakan batal/tidak sah/ 
tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah, menyatakan tanda 
bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum, perintah dilakukannya 
pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah, perintah penerbitan 
hak atas tanah dan amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum 


terbitnya, beralihnya atau batalnya hak (Pasal 55). 


Putusan yang menyangkut penerbitan, peralihan dan/atau 
pembatalan hak atas tanah, wajib dilaksanakan oleh pejabat/pegawai 
BPN RI paling lambat 2 (dua bulan setelah diterimanya Salinan Putusan 
Pengadilan oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan. Dalam 
hal terdapat putusan pengadilan diperkirakan akan menimbulkan kasus 
pertanahan yang lebih luas atau menyangkut kepentingan Pemerintah, 
dilakukan Gelar Eksternal atau Istimewa yang menghadirkan pihak- 
pihak dan/atau instansi terkait (Pasal 57). 


Selanjutnya, proses perbuatan hukum administrasi pertanahan 
terhadap keputusan/surat cacat hukum administrasi mensyaratkan 
adanya surat permohonan/usulan dilampiri data pendukung antara lain, 
sertipikat hak atas tanah yang kedapatan cacat hukum administrasi, hasil 
pengolahan data yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi, 
salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan/ 
atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat 
hak atas tanah, surat-surat lain yang mendukung alasan permohonan 
pembatalan (Pasal 64 ayat (3)). 

Penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat berupa 
perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi: a) pembatalan 
hak atas tanah karena cacat hukum administrasi, b) pencatatan dalam 
Sertipikat dan/atau Buku Tanah serta Daftar Umum lainnya, dan c) 


penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena 
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terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya (Pasal 61). 


Cacat hukum administrasi antara lain: a) kesalahan prosedur dalam 
proses penetapan dan/atau pendaftaranhak tanah: b) kesalahan prosedur 
dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti, 
c) kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau 
pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, d) kesalahan prosedur dalam 
proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, e) tumpang 
tindih hak atau sertipikat hak atas tanah: f) kesalahan subyek dan/ 
atau hak, dan g) kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang- 
undangan (Pasal 62). Berkaitan dengan pembatalan sertipikat hak atas 
tanah karena cacat administrasi ini sangat jarang dilaksanakan oleh BPN, 
meskipun telah sekian banyak masyarakat meminta hal tersebut melalui 
surat-surat pengaduan yang diajukan ke Kantor Pertanahan, Kanwil 
BPN ataupun BPN RI, BPN tidak memiliki keberanian membatalkan 
sertipikat hak atas tanah meskipun mengetahui bahwa telah ada 


kekeliruan dalam penerbitannya. 


Sertipikat hak atas tanah dikatagorikan golongkan sebagai KTUN. 
Pelanggaran terhadap salah satu dari asas peraturan perundang-undangan 
yang berlaku atau AUPB, baik yang bersifat, wewenang, substansial 
maupun prosedural sudah cukup bagi Hakim untuk membatalkan 
suatu KTUN. Akibat yang ditimbulkan apabila KTUN dibatalkan 
atau dinyatakan tidak sah oleh PTUN adalah dikembalikan kepada saat 
semula sebelum dibuatnya Keputusan dan keputusan itu dianggap tidak 
pernah ada, itu berlaku mulai dari saat tanggal dibuatnya Keputusan 
yang dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. 
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BAB V 


PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK 
REFORMA AGRARIA 


A. Perkembangan Reforma Agraria 


Sepertinya sudah ada ribuan tulisan yang membahas reforma 
agraria, berbagai teori, strategi, konsep, gagasan telah dipaparkan 
oleh para pakar agraria, akademisi bahkan oleh kementerian/lembaga 
yang mempunyai wewenang mengenai agraria, namun tidak mudah 
melaksanakannya dalam praktek, berbagai kebijakan dan keputusan 
yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, bahkan pemerintahan telah 
silih berganti, belum bisa juga menjawab atau menyelesaikan persoalan- 
persoalan reforma agraria, kian hari konflik agraria semakin meningkat 


dan masif. 


Sektoralisasi dan tumpang tindih penganturan mengenai persoalan 
agraria serta ego sektoral antara lembaga/kementerian menjadi salah 
satu penghambat dalam pelaksanaan reforma agraria. Secara umum ada 
empat faktor penting sebagai prasyarat pelaksanaan landreform, yaitu: 
(1) elit politik yang sadar dan mendukung, (2) organisasi petani dan 
masyarakat yang kuat, (3) ketersediaan data yang lengkap dan akurat, 
serta (4) ketersediaan anggaran yang memadai." Senada dengan 
Gunawan Wiradi bahwa kebeberhasilan reforma agraria di perlukan 
prasayarat yang harus di penuhi, yaitu: (a) Kemauan politik dari elit 
penguasa, (b) Elit pemerintah/birokrasi yang terpisah dari elit bisnis, 
(c) Partisipasi aktif dari semua kelompok sosial, organisasi rakyat/tani 


yang pro-reform: (d) Data dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti. 


123 Syahyuti, Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi 
dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria, 
Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 22 No. 2, Desember 2004, hlm 94. 

124 Gunawan Wiradi, Reforma Agraria, Perjalanan Yang Belum Berakhir, (Yogyakarta: 
Insist Pess, KPA dam Pustaka Pelajar, 2000), hlm 181-182. 
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Disamping empat prasayarat tadi diperlukan juga Pengadilan Land 
Reform dan Badan Otorita Khusus dan terpusat, berifat independen dan 
125 


hanya bertanggungjawab kepada presiden. 


Sektoralisasi dan tumpang tindih penganturan mengenai persoalan 
agraria telah dikaji oleh Maria Sumardjono dkk, mencatat sedikitnya 12 
UU sektoral di bidang agraria tumpang tindih dan inkonsistensi yang 
berdampak secara normatif maupun empiris. Telaah terhadap berbagai 
peraturan perundang-undangan sektoral disandingkan dengan UUPA 
menunjukkan karakteristik yang berbeda. UUPA berorientasi populis, 
sedangkan UU sektoral berorientasi prokapital karena untuk eksploitasi 
sumber daya alam diperlukan modal besar. UUPA mewajibkan 
pemeliharaan tanah, untuk menjaga keberlanjutannya, sedangkan 
UU sektoral lebih menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam 
dengan segala dampaknya yang hingga saat ini dapat dirasakan. Hak- 
hak masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya yang diakui oleh 
UUPA, dinafikan oleh undang-undang sektoral. 5 


Pada dasarnya sudah terang bahwa UUPA merupakan aturan 
hukum yang paling dasar dalam mendorong pemerataan dan distribusi 
struktur kepemilikan hak atas agraria bagi kepentingan seluruh rakyat. 
Kewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin 
penggunaannya, hingga semua tanah dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. UUPA mengatur larangan kepemilikan tanah yang 
melampaui batas: kewajiban bagi setiap orang dan badan hukum yang 
mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan atau 
mengusahakannya secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan, 
mengatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai 


dengan sesuatu hak oleh seseorang atau badan hukum. 


Dalam sejarah Indonesia penataan ulang agraria berlangsung 
dalam tiga periode yaitu Landreform (1963-1965), Program Pembaruan 
Agraria Nasional (PPAN) (2007-2014), dan Reforma Agraria (2017- 


125 Ibid, hlm 188. 

126 Maria S.W. Sumardjono dkk, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang 
Pertanahan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum 
dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009), hlm 2. 
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2019). Pada tiga periode itu, penerima manfaat lapisan bawah yang 
berasal dari golongan miskin menunjukkan variasinya termasuk TORA/ 


TOL dan program penunjangnya.'” 


Pada periode pertama penataan agraria berupa landreform yang 
mengusung prinsip “tanah untuk petani penggarap” karena mereka 
memiliki hubungan yang paling erat dengan tanah yang digarapnya”.' 
Pelaksanaan kebijakan dengan lahirnya regulasi mengenai kebijakan 
Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, Perjanjian Bagi Hasil, UUPA dan 
Penetapan Luas Tanah Pertanian.” Sesuai PP No. 224 Tahun 1961, 
program landreform mencakup enam elemen pokok kebijakan sebagai 
berikut: a) Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui 
batass b) Larangan pemilikan tanah secara absentee, c) Redistribusi 
tanah-tanah yang melampaui batas maksimum, tanah-tanah yang 
terkena ketentuan absentee, tanah bekas swapraja dan tanah negara 
lainnya, d) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, 
dan Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai 
larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan 
pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian 


yang terlampau kecil. 


Adapun program landreform yang berupa distribusi tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara dilakukan baik dengan cara pembagian 


tanah kepada petani secara langsung maupun melalui skema-skema 


127 Amir Mahmud dan Tri Chandra Aprianto, Pembaruan Agraria: Sebuah Ijtihad 
Mengoreksi Kemiskinan dan Ketimpangan, Makalah ini disampaikan pada Seminar 
Menuju Konferensi Tenurial 2017. Tema acara “Reforma Agraria di Luar Kawasan 
Hutan: Peluang dan Tantangan. Diadakan oleh Pusat Studi Agraria (PSA-IPB), 
SAINS, Konsorsium Pembaruan Agraria, dan Samdhana Institute di IICC Bogor 
pada tanggal 23-24 Oktober 2017, hlm 3. 

128 Ibid 

129 Rayyan Dimas Sutadi, Ahmad Nashih Luthfi, Dian Aries Mujiburahman, Kebijakan 
Reforma Agraria Di Indonesia: Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde 
Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No.1, 2018, 
h.193-194. 

130 Moh. Shohibuddin, Sundung Sitorus, Ahmad Nashih Luthfi, Rizal Razak, Laporan 
Penelitian Pelaksanaan Uji Coba Program Pembaruan Agraria Nasional Di Provinsi 
Lampung: Hasil Kunjungan Singkat Ke Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung 
Tengah, Kerjasama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Koalisi Rakyat 
Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Sajogyo Institute (SAINS), 2007, hlm 6. 
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program seperti, transmigrasi, PIR, PIR-Trans, dsb."' Kegiatan 
pembagian tanah  landreform yang telah dilaksanakan mencapai 
1.159.527,273 hektar dengan jumlah penerima 1.510.762 keluarga 
petani, dan masing-masing keluarga rata-rata menerima 0,77 hektar, 
tanah berasal dari kelebihan batas maksimum, absentee dan bekas tanah 
swaprajas tanah yang telah ditegaskan menjadi landreform: tanah 
landreform yang telah diredistribusi, namun penerima manfaatnya tidak 
memenuhi kewajibannya: tanah yang dikuasai langsung oleh negara, 


tanah partikelir/eigendom.'? 


Penerima landreform terdiri dari 9 prioritas, berdasarkan urutan- 
urutan prioritas petani yang paling membutuhkan dan paling perlu 
untuk didahulukan, yaitu: i) Penggarap yang mengerjakan tanah yang 
bersangkutan, ii) Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan 
tanah yang bersangkutan, iii). Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah 
yang bersangkutan: iv). Penggarap yang belum sampai tiga Tahun 
mengerjakan tanah yang bersangkutan, v) Penggarap yang mengerjakan 
tanah pemilik: vi) Tanah untuk kepentingan pemerintah: vii) Penggarap 
yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar: vii) Pemilik yang luas 


tanahnya kurang dari 0,5 hertar, ix) Petani atau buruh tani lainnya. 


Namun, dalam pelaksanaannya landreform mengalami kegagalan. 
Lahirnya UUU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, UU 
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disusul 
dengan Perpu No. 56 Tahun 1961 yang memandatkan pelaksanaan Land 
reform dan Infrastruktur kelembagaan, juga lahir Keputusan Presiden 
No. 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform 
dan Guna memperlancar pembiayaan dan pemberian fasilitas kredit, 
serta Pasal 16 PP No. 224 Tahun 1961 mewajibkan dibentuknya suatu 
badan hukum otonom berupa Yayasan Dana Land reform. Meski telah 


demikian lengkap bangunan kelembagaan yang dibentuk, di tingkatan 


131 Ibid, hm 7. 

132 Ali Imron, Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria dan 
Capaian Pragmatisnya, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.5, No.2 Desember 2014, hlm 
116. 

133 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian 
Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. 
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implementasi situasinya sangatlah berbeda. Ada ketidakmampuan 
pelaksana atau hambatan birokratis yang didinamisir oleh tuan 
tanah perdesaan dan beberapa sebab lain, sehingga mengakibatkan 
Landreform gagal, dan selanjutnya mengalami stigmatisasi sebagai 


“cara-cara komunis” 34 


Kegagalan landreform juga berdasarkan alasan- 
alasan: rendahnya dukungan politik, stigma bahwa ideologi landreform 
adalah kiris kurangnya penegakan hukumy tidak tersedianya biaya, data 
dan informasi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang 
tidak secara jelas dan tegas mengatur, lemahnya lembaga pelaksana 
dan kualitas sumber daya manusia."? Karena alasan politis dan proses 
nasionalisasi yang belum sepenuhnya selesai dan program Land Reform 


yang tidak pernah sempat terlaksana. 8 


Pembaruan agraria pada periode kedua menjelma menjadi 
Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), disebut juga sebagai 
landreform plus dengan menambahkan asset reform dan access reform. 
Menurut Oswar Reforma aset merupakan upaya redistribusi tanah 
sebagaimana yang selama ini dikenal sebagai landreform, dan reforma 
akses sebagai kegiatan pelengkap atau penunjang redistribusi aset untuk 
memastikan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 
penyediaan modal, pendampingan, dan penyediaan teknologi pertanian. 
Ciri khas dari PPAN yang membedakannya dengan program terdahulu 
adalah formula penguatan aset (pemberian hak) dan pembukaan akses 


(modal dan pasar). Kegiatan ini juga melibatkan lintas sektor." 


Program PPAN yang dimulai Tahun 2006 yang merupakan sebuah 


keputusan politik bahwa pemerintah akan membagi tanah seluas 8,15 


134 Ahmad Nashih Luthfi, Kekerasan Kemanusiaan dan Perampasan Tanah Pasca 1965 
di Banyuwangi, Jawa Timur , Archipel (En ligne|, 95 | 2018, mis en ligne le 01 
juillet 2018, consulte le 12 octobre 2018. URL: http://journals.openedition.org/ 
archipel/624: DOI: 10.4000/archipel.624 

135 Badan Pertanahan Nasional (BPN), Reforma agraria: mandat politik, konstitusi, 
dan hukum dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan 
rakyat, (Jakarta: (BPN, 2007), hlm 21. 

136 Lilis Mulyani, Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria Di Indonesia, hlm 344, 
https://www.researchgate.net/publication/263619338, diakses tanggal 21 
Januari 2019 

137 Oswar Mungkasa, Reforma Agraria: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya, 
Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan “Tanah 
Untuk Kesejahteraan Masyarakat” Majalah Agraria Indonesia edisi 1 2014, hlm, 3 
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juta hektar, sebanyak 6 juta hektar lahan akan dibagikan bagi masyarakat 
miskin dan 2,15 juta hektar sisanya diberikan kepada pengusaha untuk 


usaha produktif dengan tetap melibatkan petani perkebunan." 


Program 
PPAN yang mengagendakan redistribusi tanah pada tiga jenis obyek, 
yakni (i) 1,1 juta hektar dari berbagai tipe “tanah negara” yang secara 
langsung berada di bawah jurisdiksi BPN, (ii) 8,15 juta hektar tanah 
dalam kategori "hutan konversi”, bagian dari kawasan hutan yang dapat 
dikeluarkan dari kawasan hutan untuk tujuan nonkehutanan, di bawah 
Jurisdiksi Departemen Kehutanan, dan (iii) lebih dari 7 juta hektar 


“tanah-tanah terlantar” yang berada di bawah jurisdiksi BPN.'? 


Penetapan subyek sesuai dengan urutan kelompok prioritas dalam 
penentuan subyek penerima PPAN pada dasarnya adalah: (i) petani 
penduduk setempat yang bekerja dan menetap di lokasi PPAN, (ii) 
buruh tani petani penggarap dan buruh tani yang tidak memiliki tanah 
pertanian, (iii) petani gurem yang memiliki luas tanah pertanian kurang 
dari 0,5 hektar (iv) petani pelaku pertanian dalam arti luas termasuk 
nelayan yang membutuhkan tanah guna melangsungkan kehidupannya, 
(v) penduduk miskin yang mengacu data BPS atau sumber lain yang 
kegiatannya diperlukan dan berkaitan langsung untuk menunjang 


keberhasilan PPAN.'? 


Keputusan politik mengingat kenyataan-kenyataan bahwa bangsa 
menghadapi persoalan mendasar yang mewujud dalam bentuk: besarnya 
kemiskinan: tingginya tingkat pengangguran: ketimpangan sosial, 
tanah terlantar yang luass sengketa dan konflik pertanahan."! Untuk 
mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas, reforma agraria ditujukan 
untuk: (i) menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan 


penggunaan tanah ke arah yang lebih adil, (ii) mengurangi kemiskinan, 


138 Yusuf Napiri M, Mohamad Sohibuddin, Iwan Nurdin, Syahyuti, Reforma Agraria: 
Kepastian yang Harus Dijaga, (Bogor: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan 
(KRKP), 2006), hlm 29 

139 Noer Fauzi Rachman, Land Reform Dari Masa Ke Masa (Yogyakarta: Tanah Air 
Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2011), hlm 104 

140 Badan Pertanahan Nasional RI. Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi, dan 
Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan 
Rakyat, (Jakarta: BPN RI, 2007), hlm 44-45. 

141 Ibid, hlm 1-2. 
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(Hii) menciptakan lapangan kerja, (iv) memperbaiki akses rakyat kepada 
sumber-sumber ekonomi, terutama tanah, (v) mengurangi sengketa dan 
konflik pertanahan, (vi) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan 


hidup, serta (vii) meningkatkan ketahanan.'? 


Kesadaran akan pentingnya pembaharuan agraria ditegaskan 
dalam dokumen penting dan regulasi yaitu Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 2005-2010 (Perpes No. 7 Tahun 2005) dan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU No. 
17 Tahun 2007), mencapai puncaknya dengan diterbitkannya Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) RI Nomor IX/MPR/2001 
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang 
mengharuskan dilakukannya pembaruan agraria atau reforma agraria. 


Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001, merupakan landasan 
peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan 
pengelolaan sumberdaya alam. Ketepan MPR tersebut menilai 
bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang 
berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas 
lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan 
dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Selain itu, 
Ketetapan MPR ini juga menilai bahwa berbagai undang-undang sektoral 
yang lahir saling tumpang tindih dan bertentangan sehingga perlu untuk 
diharmonisasikan. Dengan Ketetapan MPR ini dimaksudkan untuk 
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 
sumber daya agraria dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, 
memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, 
terutama tanah, menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, 
penggunaan, pemanfaatan tanah, dan sumber-sumber agraria, dan 
mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan. 

Namun, upaya untuk melaksanakan PPAN ini tidak berjalan 
dengan baik karena tidak adanya dukungan dari kementerian/lembaga 
lain. Reforma Agraria yang diagendakan di atas dikatakan belum berhasil 
karena hanya dengan mengandalkan kinerja BPN saja. Misalnya, 


pengadaan tanah seluas 8,15 juta hektar yang berasal dari kawasan hutan 


142 Ibid, hlm 8-9. 
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yang dapat dikonversi itu memerlukan keputusan Menteri Kehutanan, 
asistensi teknis dan inovasi pertanian bagi para petani penerima obyek 
land reform tentu memerlukan kerjasama erat dari Departemen 
Pertanian, demikian pula halnya dengan kerjasama dengan pemerintah 
daerah dalam memberikan pertimbangan mana-mana tanah yang perlu 
diredistribusikan dan siapa-siapa yang diusulkan menjadi penerima 


tanah yang diredistribusikan." 


Hambatan lainnya adalah tidak disetujuinya usulan BPN 
untuk membentuk Lembaga Pengelola Reforma Agraria, suatu badan 
otorita khusus yang mengurus segala sesuatu berkenaan dengan upaya 
merencanakan hingga memberdayakan para penerima tanah obyek land 
reform dan menjamin tanah-tanah yang diredistribusikan itu produktif 
dan dikelola secara berlanjutan.4 Kemudin BPN menempuh jalur 
dengan menertibkan tanah-tanah terlantar dan legalisasi aset melalui 
Prona (Proyek Nasional Agraria), dan P4T (Penguasaan, Pemilikan, 


Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah). 


Periode ketiga penataan agraria berupa pelaksanaan reforma agraria 
yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang 
di dalamnya menempatkan reforma agraria sebagai prioritas nasional," 
mencakup program prioritas, yakni: penguatan kerangka regulasi dan 
penyelesaian konflik agraria: penataan penguasaan dan pemilikan 
tanah reforma agraria: kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah 
obyek reforma agraria, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, 
pemanfaatan dan produksi atas tanah reforma agraria, pengalokasian 
sumber daya hutan untuk dikelola oleh masyarakat, serta kelembagaan 


pelaksana reforma agraria pusat dan daerah." 


Salah satu sembilan agenda prioritas Nawa Cita “mendorong land 


reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar” sebagaimana 


143 Noer Fauzi Rachman, Land Reform Dari Masa Ke Masa, Ibid, hlm 104. 

144 Ibid, hlm 109. 

145 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Tahun 2017, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 95). 

146 Kantor Staf Kepresidenan, Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016- 
2019, Arahan dari Kantor Staf Presiden, Jakarta, 28 April 2016, hlm 1. 
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termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019. Program tersebut bertujuan agar setiap 
warga negara mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah, sebagai 
tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan 
secara layak. Program-program prioritas pelaksanaan reforma agraria 
dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah 
maupun bekerjasama secara sinergis dan lintas-sektor, serta dikendalikan 
dan dikordinasikan oleh Kantor Staf Presiden bersama Kementerian 
Koordinator Perekonomian. Pelaksanaan Reforma Agraria dikendalikan 
Kantor Staf Presiden (KSP), sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Presiden No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden. 

Agenda Reforma Agraria dicanangkan seluas 9 juta hektar, 
Kementerian ATR/BPN menargetkan sekitar 9 juta hektar berupa: 
(a) legalisasi aset 4,5 juta hektar untuk tanah transmigran yang belum 
bersertipikat 0,6 juta hektar, dan untuk legalisasi aset 3,9 juta hektar, 
dan (b) redistribusi tanah 4,5 juta hektar dari HGU dan tanah terlantar 
0,6 juta hektar, dan dari pelepasan kawasan hutan 4,1 juta hektar. 


Tabel 9. Realisasi Pelaksanaan Reforma Agraria 2018 
Target (bidang) | Capaian (Bidang) 


Sertipikasi — Tanah | 100.076 bidang | 42,334 bidang (42,390) 
Transmigrasi 

Legalisasi Aset — - - 
Sertipikasi tanah | 7.000.000 bidang | 5.453.772 bidang 
masyarakat (77,90) 


HGU Habis, Tanah | 350.650 bidang |282.337 bidang 
00... | Terlantar, Tanah (80,52Y0) 
Redistribusi | xy lai 
egara lainnya 
Tanah 
Pelepasan Kawasan | 4,1 juta ha 1.001.454 bidang 
Hutan (24,3Yo) 


Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Redistribusi Tanah, Rapat Kerja 
Nasional Kementerian ATR/BPN Nasional Tahun 2019, Jakarta, 6-8 
Pebruari 2019 


Dalam prakteknya pemerintah lebih mengedepankan program 


legalisasi tanah melalui sertipikasi tanah untuk masyarakat dibandingkan 
program Reforma Agraria lainnya. Legalisasi Aset 4,5 juta hetar, setengah 
dari program reforma agraria masih dipersoalkan oleh para pengiat 


agraria, karena dianggap tidak ada kaitannya dengan reforma agraria. 
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Legalisasi aset merupakan bagian dari pendaftaran tanah yang merupakan 
sudah menjadi pekerjaan rutin birokrasi administrasi pertanahan untuk 
mewujudkan kepastian hukum bagi pemilikan tanah secara individual. 
Legalisasi asset berpontensi terkosentrasinya pemilikan tanah yang dapat 
menimbulkan ketimpangan kepemilikan dan penguasaa tanah. Dengan 
demikian, diperlukan “reformulasi ulang” konsepsi tentang reforma 
agraria. 

Kementerian ATR/BPN melaporkan capaian target redistribusi 
tanah pada Tahun 2015 s.d 2018 dalam kerangka kebijakan reforma 
agraria melalui redistribusi tanah, IP4T, legalisasi aset transmigrasi, 


pelepasan kawasan hutan sebagaimana ditujukkan tabel di bawah. 


Tabel 10. Capaian Reforma Agraria Per Tahun 2015-2018 
Reforma Target 2015 2016 2017 2018 Capaian 
Agraria RPJMN | (bidang) | (bidang) | (bidang) | (bidang) RPJMN 
Redistri- 400.000 95.741 143.234 23.214| 215.089,60 544.526 
busi 
Tanah 


Sr pns esa snare an 


Legalisasi 3.900.000 | 859.402 1 1.018.444 | 4.323.351 1 974.153,90 | 11.654.969 
Aset 
600.000 10.900 8.059 28.363,78 man) man) 


Pelepasan 
Kawasan 4.100.000 1.001.454 
Hutan 


Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Redistribusi Tanah, Rapat Kerja 


Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional Tahun 2019, Jakarta, 6-8 Pebruari 2019 


Untuk traget redistribusi tanah Tahun 2019 sebanyak 750.000 
bidang yang tersebar di 31 Provinsi. Sumber tanah berasal dari Pelepasan 
Kawasan Hutan, Tanah Terlantar, HGU yang telah habis masa berlakunya 
dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, atau HGU yang diserahkan 


secara sukarela oleh pemegang hak, dan Tanah Negara Lainnya." 


147 Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Redistribusi Tanah, Rapat Kerja Nasional 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, 
Jakarta, 6-8 Pebruari 2019 
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Reforma Agraria menargetkan pelepasan 4,1 juta hektar Kawasan 
Hutan untuk TORA. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah 
mengalokasikan 4,8 juta hektar kawasan hutan untuk TORA melalui SK 
180/2017. Hingga akhir Tahun 2017, hanya 750.123 hektar kawasan 
hutan yang telah dilepaskan untuk Reforma Agraria atau 18,2 persen 
dari target keseluruhan. Target pelepasan kawasan hutan pada Tahun 
2019 juga relatif kecil, yaitu hanya seluas 111.305 hektar di 7 Provinsi. 
Tidak ada satupun publikasi yang menyebutkan luas hutan alam yang 
terkandung dalam kawasan hutan yang dialokasikan untuk TORA, 
terutama Hutan Produksi untuk Konversi (HPK) yang dialokasikan 
seluas 2,1 juta hektar dan 437.937 hektar yang berasal dari 20 persen 


kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan." 


KPA menyatakan kebijakan redistribusi 9 juta hektar cenderung 
mengulang strategi dari pemerintahan sebelumnya. Beberapa indikasinya 


antara lain: '? 


1.) Redistribusi hanya dilaksanakan di atas tanah-tanah yang bebas 
konflik dan cenderung tidak merumuskan strategi penyelesaian 


konflik. 


2.) Masih diadopsinya metode transmigrasi untuk menerapkan 
redistribusi bagi masyarakat di Jawa. Padahal, dalam beberapa studi 


dikatakan bahwa program transmigrasi cenderung gagal. 


3.) Masih diberikannya hak-hak atas tanah pada PTPN, Perhutani atau 
perusahaan swasta secara luas di Jawa. Serta belum dievaluasinya 
berbagai hak-hak atas tanah yang telah melekat pada berbagai 


institusi secara keseluruhan di seluruh daerah. 
4.) Belum digagasnya bank tanah maupun sertipikat komunal. 


5.) Tidak terdapat strategi efektif dalam akurasi dan pemutakhiran 
data, terutama terkait tanah obyek dan subjek penerima. Tanpa 
pembaruan strategi, maka proses redistribusi berpeluang salah 


sasaran, sebagaimana implementasi terdahulu. 


148 Madani, Laporan Terkini: Reforma Agraria, Edisi November 2018, www. 
madaniberkelanjutan.id, diakses tanggal 21 Januari 2019. 

149 Suara Pembaharuan, Korupsi Agraria Memiskinkan Rakyat, Edisi : XVI (Jakarta: 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2105), hlm 11-12 
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6.) Srategi implementasi masih cenderung sektoral dan reformis, 
dalam arti kelembagaan implementor belum lintas kementerian 
dan tidak melibatkan organisasi tani. Kemudian, belum terdapat 
Panitia Adhoc yang bertugas secara spesifik untuk melaksanakan 


redistribusi dan mengawal pelaksanaan. 


7.) Pendekatan agrobisnis yang masih digunakan dalam access reform. 
Padahal, KPA mencatat terdapat berbagai terobosan strategi yang 
sebenarnya berpeluang dilakukan pemerintah dalam kebijakan 
redistribusi 9 juta hektar, agar setidak-tidaknya kebijakan mampu 
berjalan efektif dan tidak melenceng terlampau jauh dari amanat- 
amanat UUPA 1960. Beberapa inovasi tersebut adalah, pematangan 
rencana redistribusi, termasuk didalamnya pembahasan terkait 
konflik, bank tanah hingga sertipikasi. Kemudian, evaluasi hak-hak 
atas tanah di Jawa, sekaligus meminimalisir penguasaan tanah dari 
PTPN, Perhutani dan swasta, mengingat jumlah penduduk di Jawa 
sangat padat. 


B. Babak Baru Reforma Agraria 


Secara konseptual, reforma agraria dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) pengertian, sebagai berikut: a) reforma agraria dalam pengertian 
redistribusi tanah, yaitu pembagian tanah untuk petani yang tidak 
memiliki tanah, dan b) reforma agraria dalam pengertian perombakan 


sistem pertanahan dan pengelolaan pertanahan nasional. 


Reforma Agraria dalam arti luas meliputi pelaksanaan 
pembaharuan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing dan konsesi- 
konsesi kolonial atas tanahs mengakhiri penghisapan feodal secara 
berangsur-angsur, perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan 
tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan 
tanah, perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya secara berencana, sesuai dengan daya 
kesanggupan dan kemampuannya.” AP Parlindungan berpendapat 
bahwa land reform adalah bukan sekedar membagi bagi tanah, ataupun 


bersifat politis, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk reformasi 
150 Badan Pertanahan Nasional (BPN), Reforma Agraria Mandat Politik, Op.Cit, h 17. 
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hubungan antara manusia dengan tanah yang lebih manusiawi.' 


Pada 24 September 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan 
Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perpres tersebut 
sebagai komitmen pemerintah untuk melaksanakan penataan aset 
dan akses agraria yang telah diamanatkan dalam TAP MPR NO. IX/ 
MPR/2001 dan UUPA. Percepatan reforma agraria ini didukung 
dengan terbitnya Perpres tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam 
Kawasan Hutan (Perpres No 88 Tahun 2017), dan Penundaan dan 
Evaluasi Peizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas 
Perkebunan Sawit (Inpres No. 8 Tahun 2018). 


Perpres No. 86 Tahun 2018 mendefinisikan Reforma Agraria 
sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, 
dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset 
dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan aset dilakukan 
melalui redistribusi tanah pertanian dan non-pertanian, sedangkan 
legalisasi aset dilakukan melalui sertipikasi tanah. Reforma Agraria 
bertujuan untuk: mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan 
tanah dalam rangka menciptakan keadilan) menangani Sengketa dan 
Konflik Agrarias menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan 
kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat 
kepada sumber ekonomi: meningkatkan ketahanan dan kedaulatan 
pangan: dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. 

Perpres ini terdiri dari 10 Bab memuat ketentuan mengenai: i) 
Penyelenggaraan Reforma Agraria, ii) Penanganan sengketa dan konflik 
agraria, iii) Kelembagaan Reforma Agraria, iv) Kewajiban dan larangan 
bagi penerima Tanah Reforma Agraria: v) Pendanaan Reforma Agraria, 
vi) Pelaporan, vii) Peran Serta Masyarakat. 

Perpres Reformasi Agraria menekankan pada konsep redistribusi 


tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah dengan membagikan 


151 A.P. Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem Hukum UUPA, (Bandung: 
Mandar Maju, 1989), hlm 60. 
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tanah yang berasal dari: a) tanah HGU dan HGB yang telah habis 
masa berlakunya: b) 20 persen dari HGU yang diubah menjadi HGB 
akibat perubahan rencana tata ruang, c) menyediakan 20 persen dari 
tanah negara yang diberikan kepada pemegang HGU, d) tanah yang 
berasal dari pelepasan kawasan hutan, e) tanah terlantar, f) tanah hasil 
penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria, g) tanah bekas tambang yang 
berada di luar kawasan hutang h) tanah timbul: i) tanah yang memenuhi 
persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi: Tanah hibah 
perusahaan sebagai bagian dari CSR: Tanah hasil konsolidasi lahan, 
Lahan dari sumbangan tanah, Tanah negara yang telah dikuasai/dikelola 
masyarakat, j) tanah bekas hak erpacht, partikelir dan eigendom: k) 
tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah bekas swapraja. 
Sedangkan obyek legalisasi aset terdiri dari tanah transmigrasi yang 


belum bersertipikat: dan tanah yang dimiliki masyarakat. 


Secara garis besar Perpres ini mengatur 3 hal utama dalam Reforma 
Agraria, yaitu penataan aset, penataan akses, dan menyelesaikan sengketa 
dan konflik agraria. Penataan aset dilakukan melalui redistribusi tanah 
pertanian dan non-pertanian, sedangkan legalisasi aset dilakukan melalui 
sertipikasi tanah. Sedangkan penanganan sengketa dan konflik agraria 
dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial 
yang difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang, 
selanjutnya menyelesaikan sengketa dan konflik agraria diatur dengan 


Peraturan Menteri. '?? 


Pengaturan kelembagaan baik pemerintah pusat maupun daerah 
telah diberikan mandat untuk melaksanakan Reforma Agraria, juga 
pelibatan masyarakat sipil. Penyelenggaraan Reforma Agraria dibentuk 
Tim Reforma Agraria Nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator 


Bidang Perekonomian, yang keanggotaannya melibatkan 16 kementerian 


152 Seyogyanya regulasi turunan menyelesaikan sengketa dan konflik agraria dalam 
bentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) 
bukan Permen, karena Permenko lebih memiliki otoritas kuat dibandingkan 
Permen, tidak mengedepankan ego sektoral, berpihak, atau jalan sendiri- 
sendiri tanpa konteks mudah menyelesaikan sengketa dan konflik agraria antar 
sektor. Membentuk Permenko karena fungsi koordinatif dari Kementerian 
Perekonomian sebagai Tim Reforma Agraria Nasional dianggap bisa digunakan 
untuk mengkoordinasikan kebijakan yang bersifat lintas sektor. 
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dan lembaga negara termasuk Panglima TNI, Kapolri, dan Kejaksaan 
Agung. Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria 
Nasional dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria. Gugus Tugas Reforma 
Agraria yang dibentuk di tiga tingkat pemerintahan, yaitu: tingkat 
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tingkat Nasional dipimpin 
oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Tingkat Provinsi dipimpin oleh 
Gubernur, Tingkat Kabupaten dipimpin oleh Bupati/Walikota. 


Perpres reforma agraria mengamanatkan dalam rangka perencanaan 
dan pelaksanaan Reforma Agraria melibatkan masyarakat, akademisi, 
atau pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: 
pengusulan TORA, penerima TORA, dan jenis penataan akses, dan/atau 


penyampaian masukan dalam penanganan Sengketa dan Konflik Agraria. 


Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yang memenuhi 
persyaratan dapat berupa: 1) Orang-perseorangan: 2) Kelompok 


masyarakat dengan hak pemilikan bersama, dan 3) Badan hukum. 


Penerima TORA untuk harus orang-perseorangan harus 
memenuhi kriteria: Warga Negara Indonesia, usia 18 Tahun atau sudah 
menikah, dan bertempat tinggal di wilayah obyek redistribusi tanah 
atau bersedia tinggal di wilayah obyek redistribusi tanah. kemudian 
kreteria penerima TORA diajabarkan kedalam 19 syarat penerima 
TORA mempuyai pekerjaan, yaitu, petani gurem dengan luas tanah 
0,25 hektar atau kurang, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, 
nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap 
lahan budidaya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, guru 
honorer, pekerja harian lepas, buruh upahan, pedagang informal, pekerja 
sektor informal, pegawai tidak tetap, pegawai swasta dengan penghasilan 
tidak kena pajak, PNS di bawah golongan III a, TNI/Polisi dengan 
pangkat di bawah letnan dua atau yang setingkat, dan pekerjaan lain 
yang ditetapkan oleh menteri. 


Subyek Reforma Agraria mempuyai kewajiban wajib, antara lain: 
menggunakan, mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya: dan 
menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai sifat dan 
tujuan pemberian hak serta rencana tata ruang: memelihara kesuburan 


dan produktivitas tanah, melindungi dan melestarikan sumber daya di 
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atas tanah, dan menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah. 
sedangkan Subjek Reforma Agraria dilarang menelantarkan TORA, 
apabila Subjek Reforma Agraria mengalihkan hak atas TORA atau 
mengalihfungsikan TORA, wajib mendapatkan izin Menteri melalui 


kepala kantor pertanahan setempat. 


Sementara untuk subjek berupa kelompok masyarakat dengan 
hak pemilikan bersama atas tanah adalah hak milik yang diberikan 
kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu atas 
beberapa bidang tanah yang dimiliki secara bersama dan diterbitkan satu 
sertipikat yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari 
hak bersama, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak milik 


bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. 


Perpres juga menyatakan bahwa subjek TORA dapat berupa badan 
hukum yang memenuhi persyaratan. Badan hukum ini dapat berupa 
koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek 
Reforma Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan 
Hak Kepemilikan Bersama dan Badan Usaha Milik Desa. 


C. Uji Coba Reforma Agraria 
1. Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 


Program redistribusi tanah di Kabupaten Cilacap merupakan 
pelaksanaanreformaagrariaterbesarpascareformasi, dengan menyerahkan 
sertipikat tanah seluas 284.122 hektar untuk 5.141 keluarga di Kecapatan 
Cipari Cilacap yang ada di Desa Mekarsari, Sidasari, Caruy, Kutasari, 
dan Desa Karangreja. Luas rata-rata lahan garapan yang diterima warga 
adalah 500 m2. Model Reforma Agraria yang dikembangkan adalah 
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan antara PT. Rumpun Sari 


Antan dengan masyarakat." 


Namun, sepertinya sudah menjadi kelaziman dalam redistribusi 
tanah untuk masyarakat dengan adanya praktik penjualan atau 
pengalihan lahan redistribusi tanah di bawah tangan, walapun dalam 
sertipikat tidak dapat dipindah tangankan baik sebagian maupun 


153 Kasus Cilacap, Landreform Terbesar Era Reformasi, http://kab-cilacap.atrbpn. 
go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/kasus-cilacap-landreform-terbesar- 
era-reformasi-16510.aspx), diakses tanggal 21 Januari 2019 
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keseluruhan selama 10 Tahun. Demikian juga terjadi pada redistribusi 
tanah di Cipari, praktik ini dilakukan sesudah ada kapling-kapling 
bahkan sebelum tanah itu dibagikan sertipikatnya, dengan beragam 
alasan misalnya, tanah yang direditribusikan jauh dari tempat tinggalnya, 
dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena tidak ada modal untuk 
mendayagunakan tanahnya, karena luasan tanahnya yang di dapat 
tidak mencukupi kebutuhannya, tanahnya tidak dapat ditanami karena 
tandus, disebabkan karena sangat kurangnya kesadaran masyarakat atas 
hakikat tujuan program landreform: kurang matangnya perencanaan 
dan persiapan dari penyelenggara kegiatan redistribusi tanah, tanpa 
dikuti program lanjutan (access reform). 


Permasalahan lainnya adalah adanya benturan kepentingan antara 
masyarakat, NGO, Pemerintah, siapa yang layak mendapatkan tanah, 
berapa luasannya, saling mengklaim subyek yang berhak menerima 
redistribusi tanah. Misalnya apakah calon penerima tanah redistribusi 
diperbolehkan di luar kecamatan, padahal calon penerima kategori 
keluarga miskin dan dekat dengan tanah yang akan diredistribusi, 
walaupun ketentuan undang-undang tidak diperbolehkan, karena 
terkena ketentuan tanah absentee. 


Pembatasan sampai 10 Tahun untuk tidak diperjual belikan ini 
mempunyai maksud: Pertama, tanah tidak dijual kembali oleh petani 
penerima kepada pihak ketiga, sehingga tidak akan terjadi rekonsentrasi 
kepemilikan tanah: Kedua, tidak dijaminkan dengan hak tanggungan ke 
lembaga keuangan, baik Bank maupun bukan Bank, yang dikwatirkan 
apabila terjadi wanprestasi di kalangan petani, yang berakhir dengan 
disitanya aset berupa tanah tersebut, Ketiga, dengan tidak ada jalan 
lain baik untuk menjual maupun menjaminkan tanah dari redistribusi 
tersebut, maka tanah akan dikelola sendiri oleh masyarakat yang menerima 
redisribusi tidak akan beralih pada pihak lain yang bukan penerima 
redistribusi tanah: dan Keempat, tanah yang telah menghasilkan untuk 
kebutuhan petani akan dipertahankan oleh petani sendiri karena selain 
menghasilkan untuk kebutuhan juga mempunyai hubungan spiritual 
antara petani pengelola tanah dengan tanah yang dikelolanya.“ 


154 Diyan Isnaeni, Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam 
Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, Masalah-Masalah Hukum, 
Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, hlm 314. 
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Penentuan subjek redistribusi tanah masih bersifat superfisial, 
tidak menyelesaikan masalah yang mendasar yaitu perombakan struktur 
penguasaan dan pemilikan tanah. Pada kasus Cipari penentuan subjek 
juga berorientasi pada kesanggupan untuk pembayaran ganti rugi, 
apabila calon penerima redistribusi tidak sanggup membayar ganti rugi, 
maka tidak termasuk dalam daftar penerima redistribusi tanah. hal ini 
disebabkan oleh upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dengan 


perkebunan secara cepat.!” 


Proses redistribusi tanah di Cipari ini merupakan sebuah dinamika 
yang rumit karena melibatkan banyak pihak dan berlangsung dalam 
jangka waktu yang panjang. Di samping itu yang menjadi persoalannya 
adalah adanya asumsi adanya hak keperdataan yang melekat pada HGU 
nya telah hapus. Namun pada akhirnya diperoleh kesepakatan HGU 
PT Rumpun Sari Antan dapat diselesaikan dengan cara membayar ganti 
rugi sebesar Rp.1500/m2 dari pengukuran ulang menghasilkan 5.141 
bidang tanah. Pembagian redistribusi tanah seluas 5.141 bidang tanah 


dan desa penerima dapat dilihat pada tabel berikut: '” 


Tabel 11. Reditribusi Tanah di Cipari Cilacap 


(afdeling) Penerima Penerima Terdaftar 
941 
0... (Sidasari | 


Blok C 


Jumlah Penerima 


Terdaftar 


ary | 


155 Heri Setiaji dan Deden Dani Saleh, Belajar Dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria 
atau Redistribusi Tanah, Bhumi No. 39 Tahun 13, April 2014, hlm 399-400. 

156 Dianto Bachriadi ed, Dari Lokal Ke Nasional Kembali Ke Lokal: Perjuangan Hak 
Atas Tanah di Indonesia, Cetakan pertama, (Bandung, Agrarian Resource Center 
(ARC) Books, 2012), hlm 165. 
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Pengelolaan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah 
(akses reform) dilakukan dengan pemberian bantuan bibit tanaman 
berkerjasama dengan PT Djarum sebanyak 4.600 batang (durian dan 
kelengkeng). Tahun 2011 kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten 
Cilacap (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) memberikan bantuan 
berupa: Kegiatan Rehabilitasi Lahan Rakyat berupa 5.000 batang 
jati kultur jaringan: Kegiatan Turus Jalan berupa penanaman pohon 
mahoni pelindung sebanyak 2.500 batang: Kegiatan Rehabilitasi DAS, 
penanaman pohon mahoni di kanan dan kiri sungai sebanyak 2.500 
batang: Pembuatan bendungan dan normalisasi sungai di lokasi Reforma 
Agraria kerjasama Pemda Kabupaten Cilacap dan Pemda Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2012 mengenai pengelolaan sungai di Kecamatan Cipari, 
termasuk didalamnya pembuatan bendungan dan normalisasi sungai di 


lokasi Reforma Agraria. '” 
2. Provinsi Lampung 


Lokasi uji coba pelaksanaan program reforma agraria di Provinsi 
Lampung ditetapkan di empat desa yang berada di dua kecamatan dan 
dua kabupaten. Keempat desa tersebut adalah desa Sidorejo dan Sidodadi, 
Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah serta desa Wates 
Way Ratai dan Pesawaran Indah, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten 
Lampung Selatan. Latar belakang pemilihan kedua kabupaten tersebut 
adalah faktor kondisi sosial ekonomi tersebut di antaranya luas rata- 
rata kepemilikan tanah yang relatif rendah, mata pencaharian utama 
penduduk pada umumnya petani, penggunaan tanah yang didominasi 


pertanian, dan teknik usaha yang pertanian masih rendah.' 


Untuk pengembangan uji coba model PPAN ini, target yang 
dicanangkan Kanwil BPN Provinsi Lampung sesuai dengan ketersediaan 
dana pada Tahun 2007 adalah sebanyak 6.300 bidang, terdiri dari dua 
tahapan pelaksanaan. Tahap yang pertama sebanyak 2.300 bidang dan 


157 Muhammad Ilham Arisaputra, Accessreform Dalam Kerangka Reforma Agraria 
Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015, hlm 199-201. 

158 Lilis Mulyani ed, Strategi Pembaruan Agraria Untuk Mengurangi Kemiskinan: 
Latar Belakang, Kerangka Konsep dan Implementasi Program Pembaruan Agraria 
Nasional, (Jakarta: PT. Gading Inti Prima,2011), hlm 142. 
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tahap kedua 4.000 bidang, dengan perincian sebagai berikut: 


a.) Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 
Lampung Selatan dengan target 1.500 bidang (tahap I), dan 261 
bidang (tahap II), Desa Wates Way Ratai 3.223 bidang (tahap II). 


b.) Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah 
dengan target 800 bidang (tahap I), dan Desa Sidodadi 516 bidang 
(tahap II). 


Program PPAN di keempat desa ini, secara de facto sudah 
dikuasai oleh masyarakat, Sehingga mekanisme penataan asset reform 
yang dilakukan sesungguhnya lebih merupakan bentuk penguatan hak 
masyarakat melalui redistribusi atas tanah yang statusnya adalah Tanah 
Objek Landreform (TOL). Tidak ada penataan ulang atas struktur 
penguasaan tanah yang ada, melainkan semua penduduk desa yang telah 
menguasai tanah di lokasi yang termasuk dalam TOL akan menjadi 


penerima manfaat program reforma agraria ini.!9 


Skema pemberian akses di Desa Wates Way Ratai dan Pesawaran 
Indah yang tanahnya subur dan potensi perkebunan kakaonya sangat 
bagus. Misalnya dengan pelatihan budidaya coklat yang lebih baik, 
pengolahan pasca panen, dan akses permodalan. Selain itu, khusus di 
Desa Pesawaran Indah juga dikembangkan budidaya perikanan tawar 
mengingat suplai air yang cukup baik. Sedangkan untuk Desa Sidodadi 
dan Sidorejo yang tanahnya relatif kurang subur, budidaya kacang tanah 
dan singkong serta usaha penggemukan sapi. Disamping itu, Pasca 
sertifikasi PPAN, penjajakan kerjasama dilakukan dengan perusahaan 
swasta/negara, perguruan tinggi, instansi pemerintah di antaranya 
dibidang kemitraan produksi, pemasaran, pendidikan dan penyuluhan, 
teknologi pasca panen, ketersediaan bibit dan air, peluang kredit dan 


pembentukan kelompok. '5! 


159 Moh. Shohibuddin, Sundung Sitorus, Ahmad Nashih Luthfi, Rizal Razak, Laporan 
Penelitian Pelaksanaan Uji Coba Program Pembaruan Agraria Nasional Di Provinsi 
Lampung: Hasil Kunjungan Singkat Ke Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung 
Tengah, Kerjasama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Koalisi Rakyat 
Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Sajogyo Institute (SAINS), 2007, hlm 28. 

160 Ibid, hlm 31, 

161 Ibid, hlm 33. 
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3. Kabupaten Blitar, Jawa Timur 
Reforma Agraria di Kabupaten Blitar pada Tahun 2017 


dilaksanakan 9 Desa dan 5 Kecamatan. Masing-masing adalah Desa 
Ngaringan, Gadungan dan Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari, 
Desa Sumberurip, Kalimanis dan Resapombo Kecamatan Doko, Desa 
Bumirejo Kecamatan Kesamben, Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo 
dan Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo. Jumlah total sertipikat 
PPAN yang diserahkan kepada warga 9 desa itu sebanyak 12.001 
warga yang menerima semuanya adalah petani penggarap tanah bekas 


perkebunan dan berprofesi sebagai buruh tani.'? 


Table 12. Daftar Kecamatan, Desa dan Jumlah Bidang Tanah 
Redistribusi Bersertipikat Kabupaten Blitar Tahun 2007 5? 


Kecamatan | — Desa — |Jumlah Bidang Tanah | 
Gandusari 
Selorejo 
Doko 
Panggung Rejo 
Kesamben Bumirejo 


Jumlah Total ”— | ”—————— | 120011 


Luas total tanah redistribusi bersertipikat berjumlah 2.151, 0817 


hektar, dengan penerima Petani 88.3 persen, Buruh Tani 2.1 persen, 
Buruh Harian, Tukang, Sopir, PRT 0.7 persen, Pedagang, Wiraswasta 
6.8 persen, Lain-lain 2.1 persen. Berdasarkan Luas Tanahnya di 
dapatkan antara 500 m2 s/d 5000 m2. Pengunaan tanah terdiri dari 
Sawah, Tegalan, Kolam, Kebun campuran, Tegalan dan Rumah, Kebun 


Campuran dan Perumahan.'5 


162 Warga 9 Desa di Blitar Terima Sertipikat Tanah https://nasional.tempo.co/ 
read/118972/warga-9-desa-di-blitar-terima-sertifikat-tanah, diakses tanggal 21 
Januari 2019 

163 Mohamad Shohibuddin dan M. Nazir Salim (Penyuting), Pembentukan Kebijakan 
Reforma Agraria, 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan, Edisi Revisi, (Yogyakarta: 
STPN Press dan Sajogyo Institute, 2013), hlm 737. 

164 Ibid, hlm 739-740. 
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Pengelolaan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah yang 
dilaksanakan di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut: Pengaspalan 
jalan, Kegiatan penggemukan sapi di Desa Ngaringan Kecamatan 
Gandusari: Pembentukan kelompok-kelompok tani, Penyuluhan dan 
bimbingan kepada peternak oleh Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, 


Penyediaan kredit oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. '5 


D. Tanah Terlantar Untuk Reforma Agraria 


Penganturan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar 
diatur dalam Pasal 15 PP No. 11 Tahun 2010, kemudian pengaturan 
mengenai ketersediaan, kepastian , pengamanan, peruntukan dan 
pengaturan peruntukan, basis data, pengawasan dan pengendalian, 
pelaporan dan pembiayaan tanah negara bekas tanah terlantar dijabarkan 


kedalam Perkaban No. 5 Tahun 2010. 


Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 
tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan 
masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis 
negara serta untuk cadangan negara lainnya. Program strategis negara 
antara lain untuk pengembangan sektor pangan, energi, perumahan 
rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cadangan 
negara lainnya antara lain untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk 
kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan 
tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali 
masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum. 

RPJMN 2015-2019 telah menyebutkan HGU yang telah berakhir 
dan tanah terlantar berjumlah 0,6 juta hektar merupakan salah satu 
kewenangan Kementerian ATR/BPN yang menyajikan data capaian 
penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sampai dengan Tahun 
2018, sebagai berikut. 


165 Muhammad Ilham Arisaputra, Op. Cit, hlm 202. 
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Tabel 13. Capaian Penertiban dan Pendayagunaan 
Tanah Terlantar s/d Tahun 2018 


Penetapan Tanah Terlantar (Ha) | Optimalisasi Tanah 
Tahun 


SK Penetapan | Clean and Clear | Terlantar (Ha) 


76.384,30 24.825,76 2.389,37 


28 | 0 13.435,75 


Jumlah 
(2010 — 2018) 


Rendahnya capaian penertiban tanah terlantar secara umum 


76.384,30 24.825,76 15.825,12 


disebabkan karena: a) aspek regulasi, PP tanah terlantar sendiri membuka 
ruang tafsir yang luas, misalnya norma “sengaja dan tidak sengaja, 
mengenai tanah terlantar, kemudian jangka peringatan I, II, III yang 
terlalu singkat 3 bulan, lazimnya waktu 3 bulan pemegang hak akan 
melakukan kegiatan land clearing dan memperbaiki izin-izinnya, apakah 
masih dapat dikatagorikan melantarkan tanahnya: b) Sumber Daya 
Manusia yang terbatas secara kualitas dan kwantitas, secara kwantitas 
seksi yang menangani tanah terlantar adalah Seksi/Kasubsi Pengendalian 
Pertanahan, yang kebanyakan di isi oleh 3 sampai dengan 6 orang, Di 
sisi lain perkara lain pertanahan kwantitasnya banyak (Perdata, TUN, 
Agama), secara kualitas Seksi/Kasubsi Pengendalian Pertanahan diisi 
sebagian besar bukan lah lulusan fakultas hukum, kadang salah tafsir 
untuk memahami norma regulasi: c) koordinasi antar intansi yang belum 
maksimal, demikian juga lemahnya koordinasi Kanwil dan Kantah 


dalam pelaksanaan redistribusi tanah. 


Disamping itu, hambatan-hambatan dalam tataran implementasi 
penertiban tanah terlantar, dapat dikemukakan sebagai berikut: 


a.) Lemahnya partisipasi masyarakat, karena salah satu syarat dalam 
penertiban adanya laporan dalam bentuk pengaduan adanya 
tanah terlantar, karena masyarakat sekitar yang paling mengetahui 
keberadaan tanah yang diterlantarkan di lokasi pemegang hak: 

b.) Sulitnya memberitahukan kepada pemegang hak yang diduga 
terlantar, keberadaannya sudah tidak diketahui lagi, disebabkan 
pindah alamat dari alamat terdahulu saat mengajukan permohonan 
hak atau sebab-sebab lainnya: 
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c.) Tanah yang terindikasi tanah terlantar dijadikan jaminan obyek hak 
tanggungan oleh pemegang hak atas tanah, sehingga dibutuhkan 
kehati-hatian karena menyangkut hak keperdataan seseorang maupun 
badan hukum yang terkait dengan hak tanggungan tersebut, 

d.) Konsepsi hak keperdataan bekas pemegang hak yang belum jelas, 
apakah diganti rugi atau tidak. Jika diberi ganti rugi kepada bekas 
pemegang hak, akan memerlukan dana yang sangat besar yang belum 
ditetapkan sumber anggarannya, 

e.) Terbatasnya yang clean and clear, karena disebabkan masuk kawasan 
hutan, sengketa, klaim tanah adat, penggunaan tanah dan RTRW 
tidak sesuai: 

£) Kriteria subyek penerima manfaat redistribusi tanah yang terbatas 


hanya petani dan ketentuan absentee yang harus ditinjau ulang, 


Tanah-tanah yang terindikasikan terlantar tersebar diseluruh 
Indonesia. Provinsi dengan tanah terindikasi terlantar terbanyak sesuai 
dengan urutan jumlah bidang tanah terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa 
Timur dan Bali, namun untuk jumlah badan hukumnya Bali merupakan 


urutan teratas. Berikut disajikan dalam tabel.'$ 


Tabel 14. Provinsi Dengan Tanah Terindikasi Terlantar 
Terbanyak Sesuai Urutan Jumlah Bidang Tanah Terbanyak 


Hukum Hak (Ha) Terlantar (Ha) 


68.946,3444| — 51.122,5058 | 
nasa ——— 
2217|... |... 65.009,5552 


Provinsi yang memiliki jumlah luas terbanyak tanah yang 


terindikasi terlantar berasal dari provinsi Sumatera Selatan, Banten dan 


166 Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Aplikasi Sistem 
Informasi Tanah Terlantar (Asi-Tante), Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, Jakarta, 6-8 Pebruari 
2019. 
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Kalimantan Tengah. Jumlah total tanah terindikasi terlantar berjumlah 


4.219.531,6888 hektar. '” 


Tabel 15. Urutan Jumlah Luas Tanah 
Terindikasi Terlantar —— — 


Do Jumlah 
Provinsi Badan Luas Luas Indikasi 
Hukum Hak (Ha) Terlantar (Ha) 


Il Sumatera Selatan | 306| 2.137.120,2229| 1.596.749,2908 


ma AN TE 
Jumlah Terlantar |” 7884| ———— | 4219531,0888| 


Pada Tahun 2015 telah dilakukan redistribusi tanah yang 


tersebar di berbagai Provinsi di Indonesia. Di Provinsi Sumatera 


Selatan redistribusi dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 
Kabupaten Banyuasin. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir redistribusi 
tanah berjumlah 1083 bidang dan penerima manfaat berjumlah 1028 
KK, dengan total luas 1385,7652 hektar. Sedangkan di Kabupaten 
Banyuasin redistribusi tanah berjumlah 1500 bidang dan penerima 
manfaat berjumlah 1445 KK, dengan total luas 2096,8502 hektar. Di 
Provinsi Banten redistribusi tanah dilakukan di Kabupaten Pandeglang 
dan Kabupaten Lebak, dengan jumlah 4.288 bidang dan penerima 
manfaat 3.586 KK total luas 1.286,0416 hektar. Untuk di Kalimantan 
Tengah tersebar di 9 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas, Barito Utara, 
Katingan, Kotawaringin Timur, Barito Timur, Barito Selatan,Pulang 
Pisau, Seruyan, Sukamara. Redistribusi tanah di Kalimantan Tengah 
berjumlah 3678 bidang dan penerima manfaat berjumlah 3488 KK, 
dengan total luas 5593,0698 hektar. ' 

Namun demikian, sebaran jenis usaha pelaksanaan reforma agraria 
masih bersifat sporadik dan belum ditujukan untuk mendukung upaya 


mengatasi kelangkaan pangan. Misalnya, Provinsi Sumatera Utara 


167 Ibid 
168 Data sebaran redistribusi tanah per Provinsi pada Tahun 2015 (Kementerian 
ATR/BPN) 
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mengembangkan budidaya lele dumbo, Provinsi Jawa Timur melakukan 
budidaya peternakan sapi, bunga hias, dan buah-buahan, Provinsi Jawa 
Barat mengembangkan budi daya tanaman cabai keriting dan peternakan 
kambing. Sementara Provinsi Jawa Tengah fokus pada pengembangan 
padi organik, peternakan sapi, dan pengembangan tanaman obat. 
Berbeda dengan daerah Pulau Jawa dan Sumatera, Provinsi Sulawesi 
Tenggara melaksanakan reforma agraria dengan pemberdayaan nelayan 
dan Provinsi Sulawesi Utara dengan menekankan pada pertanian 
terpadu.'? Model akses reform sejatinya untuk mendukung ketahanan 
pangan, bukan hanya sekedar membagi-bagi tanah, apalagi usaha-usaha dari 
hasil redistribusi tidak mencukupi pangan/kebutuhan hidup sehari-hari. 


Model pendayagunaan tanah terlantar lazimnya dengan cara 
redistribusi tanah melalui pembagian sertipikat hak milik atas nama 
perseorangan. Ada beberapa arternatif pendayagunaan tanah terlantar 
melalui redistribusi tanah: 

1.) Pemberian Sertipikat Hak Milik, kelebihannya sertipikat hak milik 
memberikan kepastian hukum pemilikan tanah, merupakan hak 
terkuat dan terpenuh diberikan kepada masyarakat. Keuntungan 
pemberian sertipikat dapat mencegah sengketa tanah dan dapat 
mengajukan jaminan utang dengan hak tanggungan atas tanah. 
Sedangkan Kelemahannya hak milik dapat dengan mudah 
diperjualbelikan, sehingga petani kembali tidak memiliki asset dan 
akses terhadap tanah untuk mencapai kesejahteraan, serta tidak 
adanya regulasi yang mengatur yang dapat mencegah penjualan 


redistribusi tanah bekas tanah terlantar 


2.) Hak Milik Koperasi Pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 21 
ayat (2) UUPA dan PP Nomor 38 Tahun 1963. Keuntungannya 


169 Waryanta, Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi 
Masyarakat Kecil Dalam Mendukung Ketahanan Pangan, Bhumi: Jurnal Agraria 
dan Pertanahan, Vol. 2 No. 2 November 2016 hlm 187 

170 Dian Aries Mujiburohman, Westi Utami, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 
Terlantar Eks PT.Perkebunan Tratak Batang, Hasil Penelitian Strategis Sekolah 
Tinggi Pertanahan Nasional dalam Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria 
(Yogyakarta: STPN Press, 2015) hlm 199-200. Lihat juga dalam Ketentuan 
Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menyatakan bahwa subjek 
reforma agraria terdiri atas orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan 
hak kepemilikan bersama atau badan hukum. 
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sertipikat tidak dapat dijualbelikan, dan sertipikatnya dapat 
dijadikan sebagai jaminan utang di bank, disamping itu koperasi 
pertanian tersebut dapat dijadikan sebagai organisasi para 
petani dalam kegiatan pemberdayaan dan pelatihan bagaimana 
meningkatkan produktivitas hasil pertanian sekaligus dijadikan 
sebagai organisasi petani dalam memasarkan hasil pertaniannya. 
Kepemilikan Bersama merupakan aternatif yang bisa ditempuh, 
dengan cara membagi perblok/bidang dengan kepemilikan 
10 sampai dengan 30 orang tergantung jumlah luasan yang 
diredistribusi. 
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BAB VI 
PENUTUP 


Putusan peradilan tata usaha negara yang menguji keabsahan/ 
legalitas suatu produk pejabat tata usaha negara dalam bentuk suatu 
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terhadap norma-norma dasarnya 
lebih difokuskan pada pengujian dari segi formal dan prosedur 
penetapannya saja, daripada mempersoalkan substansi yang terkandung 
dalam kaidah hukumnya. 


Pengujian keabsahan/legalitas keputusan penetapan tanah terlantar 
dalam praktek hukum oleh Hakim dalam memutus sengketa tanah 
terlantar cenderung mengunakan cara berfikir positivisme hukum, Hakim 
hanya mengunakan cara tektual peraturan perundangan-undangan 
belaka, Hakim memeriksa dan memutus berdasarkan prosedur/tatacara 
sebagaimana diatur dalam teks peraturan. Praktek seperti ini memang 
tidak keliru dikarenakan positivisme hukum memberikan arti kepastian 
hukum. Namun unsur keadilan dan kemanfaatan hukum seolah-olah 
diabaikan, karena di dalam putusannya Hakim hanya menerapkan 


undang-undang dan hasilnya adalah kebenaran formal. 


Banyaknya putusan PTUN yang membatalkan penetapan 
tanah terlantar terkesan masih berkutat dalam aspek prosedural yang 
mengakibatkan penertiban tanah terlantar menjadi kurang atau 
bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya yaitu 
ketimpangan penguasan tanah. Semestinya hakim tidak hanya melihat 


dari sisi prosedural saja, tetapi juga harus melihat secara substantifnya. 


Salah satu hal penting dalam beracara di peradilan tata usaha 
negara adalah pemeriksaan setempat di sengketa untuk melihat secara 
subtantif apakah tanah tersebut benar-benar diterlantarkan. Karena 
rata-rata luasan tanah terlantar berjumlah ribuan hektar, maka dapat 
memanfaatkan drone dalam proses sidang pemeriksaan setempat. Proses 
pemeriksaan setempat, Majelis Hakim dan para pihak hanya perlu 
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melihat monitor untuk menunjukan batas-batas sengketa sehingga 


dapat menyingkat waktu dan menghemat tenaga. 


Tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan 
jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas- batas obyek tanah yang 
diterlantarkan dan untuk mengetahui penggunaan dan pemanfaatannya 
sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Hasil pemeriksaan setempat 
merupakan fakta yang ditemukan hakim, oleh karenanya mempunyai 
daya kekuatan mengikat bagi hakim, maka pemeriksaan setempat 
dapat “mengabaikan” aspek prosedur, apabila memang benar dalam 


pemeriksaan setempat tanah sengketa benar-benar diterlantarkan. 


Pada dasarnya negara memberikan hak atas tanah atau Hak 
Pengelolaan kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, 
dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan 
bagi Pemegang Hak-nya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan 
masyarakat dan negara. Pemberikan hak diiringi kewajiban-kewajiban 
dalam surat keputusan pemberian haknya. Karena itu Pemegang Hak 
dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika menelantarkan tanahnya 
maka telah diatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang 
bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai 


tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 


Banyak variabel yang menyebabkan pelantaran tanah, sehingga 
untuk memenuhi unsur sengaja bahwa tanah tersebut diterlantarkan 
tidak mudah untuk menertibkannya. Menurut Saragih menguraikan 
beberapa kendala-kendala dalam menertibkan tanah terlantar, baik 
yang bersifat teknis maupun non teknis. Kendala teknis operasional 
merupakan kendala yang bersangkutan dengan pelaksanaan peraturan 
yang akan dilakukan mulai dari identifikasi sampai dengan penetapan 


tanah terlantar, adapun kendala teknis operasional adalah sebagai 

berikut: 

1. Kendala teknis operasional yang bersifat internal, umumnya 
berkaitan dengan pelaksanaan peraturan yang terkait dengan 

171 Bambang Dipa Saragih, Analisis Yuridis Berlakunya PP No. 11 Tahun 2010 


tentang penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Permasalahan Yang 
Ditimbulkan, Premise Law Jurnal Vol 11 (2015), Volume XI Tahun 2015 
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penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 


a. 


Belum ada struktur organisasi. Unit kerja yang secara langsung 
menangani pengendalian pertanahan dan pemberdayaan 
masyarakat di tingkat Kanwil BPN Provinsi maupun Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota. Keadaan ini menyebabkan 
ketidakjelasan kewenangan aparat pelaksana yang ditugaskan 


dalam kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 


. Belum ada aturan pembiayaan yang jelas dalam penertiban dan 


pendayagunaan tanah terlantar. 


Terdapat SK Pemberian Hak dan Gambar Situasi (GS) yang 
sulit atau bahkan tidak dapat ditemukan lagi di daerah, sehingga 
untuk mengatasinya meminta data ke kanwil BPN Provinsi 
Belum ada laporan sebagai bentuk pengaduan adanya tanah 
terlantar. 

Sulitnya memberitahukan kepada pemegang hak yang 
keberadaannya sudah tidak diketahui lagi 

Tanah yang terindikasi tanah terlantar dijadikan jaminan 
obyek hak tanggungan oleh pemegang hak atas tanah, sehingga 
dibutuhkan kehati-hatian karena menyangkut hak keperdataan 
seseorang maupun badan hukum yang terkait dengan hak 
tanggungan tersebut. 

Alamat pemegang hak yang tanahnya diduga terlantar sulit 
ditemukan, sebab telah berpindah alamat dari alamat terdahulu 
saat mengajukan permohonan hak 

Adanya kesempatan mengalihkan tanah kepada pihak lain 
menyebabkan areal tanah tidak dapat ditetapkan sebagai tanah 


terlantar pada penguasa yang baru. 


Kendala teknis operasional yang bersifat eksternal, umumnya 


berkaitan dengan penafsiran ketentuan PP No. 11 Tahun 2010 dan 


Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2011 antara lain menyangkut. 


a. 


Penetapan jangka waktu penertiban dan pendayagunaan yang 


diindikasi sebagai tanah terlantar dianggap terlalu lama. 
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b. Belum ada kesamaan persepsi atas tujuan pengaturan 


c. Hak keperdataan bekas pemegang hak yang belum jelas, apakah 
diganti rugi atau tidak. Jika diberi ganti rugi memerlukan dana 


yang sangat besar yang belum ditetapkan sumber anggarannya. 


d. Belum ada sanksi yang tegas terhadap orang yang menghalang- 
halangi penertiban dan pendayagunaan yang diindikasi sebagai 


tanah terlantar serta orang yang menelantarkan tanah. 


e. Adanya perlawanan yang dilakukan oleh pemegang hak melalui 


peradilan, berupa gugatan atas penetapan tanah terlantar. 


f. Kurangnya sosialisasi PP No. 11 Tahun 2010 yang mengatur 
tentang tanah terlantar sehingga masyarakat tidak sadar apa 


yang menjadi hak dan kewajibannya. 


g. Kurang detailnya pengertian tanah terlantar. Terkait substansinya 
sehingga tidak menimbulkan beragam penafsiran dan agar satu 


sama lain menjadi lebih sinkron. 


h. Perbedaan keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan 
rakyat, dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan 
terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah, sehingga 
dalam menerapkan peraturan tidak memperhatikan hak-hak 


masyarakat ekonomi lemah. 


i. Di samping kendala teknis, penertiban tanah terlantar juga 
disebabkan oleh adanya kendala koordinasi dengan instansi Jain 


yang terkait. 


Harapannya dengan RPP tanah terlantar yang baru kelak, 
dapat menyelesaikan kendala atau hambatan dalam penertiban dan 
pendayagunaan tanah-tanah yang diterlantar, baik untuk memperbaiki 
subtansi dan prosedur, sehingga tidak ada lagi keputusan-keputusan 
tentang tanah terlantar yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN yang 
digugat di pengadilan dan kalah. 
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Penegakan Hukum 


Penertiban dan pendayagunaan 


Tanah Terlantar 


Penelantaran tanah yang dilakukan oleh pemegang hak atas 
tanah skala luas adalah kondisi yang sangat ironis di tengah 
masifnya warga membutuhkan tanah. Buku ini menjelaskan 
mengenai urgensitas penertiban tanah terlantar tidak hanya 
dari sisi skala luas dan potensi pemanfaatannya bagi warga 
dan untuk kebutuhan strategis negara, namun penertiban itu 
sekaligus memiliki makna koreksi terhadap kebijakan 
pemberian hak atas tanah dengan segenap prosedurnya 
yang ada selama ini. Penertiban dan Pendayagunaan tanah 
terlantar itu juga memiliki arti penegakan hukum tatkala 
dijumpai pelanggaran, bukan hanya karena cacat prosedur 
namun juga akibat yang lebih mendasar yakni pemberian 
hak yang tidak cermat itu mengakibatkan ketimpangan atau 
ketidakadilan pemilikan tanah di Indonesia. 
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